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ABSTRAK 

Nama : Alicia 
Program Studi : Magister Kenotariatan 
Judul : ANALISIS TINDAKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMP AN AN 

TERKAIT LIKUIDASI PT. BPR TS. 

Dugaan Bank Indonesia atas adanya lindale pidana perbankan yaitu kredit fiktif yang 
dilalrukan oleh SW sebagai pemegang sabam pengendali PT. BPR. TS menyebabkan 
PT. BPR. TS dicabut ijin usabanya. Pencabutan ijin usaba oleh Bank Indonesia 
mengakibatkan beralihnya kewenangan pengurus dan pemegang saham beralih 
kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Untuk itu, LPS akan melakukan 
1indakan pengembalian dana nasabah serta melikuidasi bank. Permasalaban yang 
dibahas daiam tesis ini adaleh meogenai peogembalian dana nasabah PT. BPR TS 
yeog dilalrukan oleh LPS serta alcibat hnkum bllj!i direks~ dewan komisaris dan 
pemegang sabam PT. BPR TS (daiam likuidasi). Penelitian ini merupakan penelirian 
normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adaleh data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adaleh behwa 
tidak semua simpanan nasaheh PT. BPR TS (daiam likuidasi) dikembaltkan oleh 
LPS, serta baik pengurus maupun pemegang saham bertanggung jawab terbadap 
dilikuidasinyaPT. BPR. TS (daiam fikuidasi). 

Katakunci: 
Lembaga Penjamin Simpenan, Bank, simpenan nasabab. 
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ABSTRACT 

Name : Alicia 
Study Program : Master ofNotary 
Title : ANALYZE OF INDONESIA DEPOSIT INSURENCE 

CORPORATION ACTION IN UQUIDATION OF PT. BPR. TS 

Bank of Indonesia suspicions, that there is a fraud done by SW as a dominator's 
shareholders at PT. BPR. TS causes Bank of Indonesia revoke license of PT. BPR. 
TS. The result of this revocation is Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) 
take over all duty and authority of board of director, board of commissioner and share 
bolders. Because of that, IDIC must return deposit and liquidation PT. BPR. TS (m 
liquidation). This thesis is discussing about bow the IDIC will return deposit at PT. 
BPR. TS (in liquidation) and also legal action consequences for PT. BPR. TS (in 
liquidation)'• board of director, board of commissioners and shareholders. The typo 
of this research is explanation normative research. The data will be collected from 
literature and interview. The conclusion of this resesrch are IDIC did not return all 
the customers deposit at PT. BPR. TS (in liquidation), and all PT. BPR. TS (in 
liquidation)'s board of director, board of commissioner, and sbarebolders have 
responsibility because of liquidation. 

KeyWords: 
Indonesia Deposit Insurance Cmporation, Bank; deposit. 
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1.1. LA TAR BELAKANG 

BABI 

PENDAHULUAN 

l 

Di jaman modem ini~ bank juga rnemegang peranan daJam perkembangan 

k""eimbangan. k~uan serta kesa!uan ekonomi suatu negara Sebagni lembaga 

keuangan, tujuan da:ri bank adalab untuk mernberikan kredit dan jasa keuangan 

lolnnya Pemba:rillll kredit dapat dilalrukan atas dasar modal sendiri maupun 

dengan modal da:ri pihak ketiga, maupun dengan menerbitkan alat-alat 

pemlmyaran baru banapa uaog giral. 1 Oleh karerumya, perlrembangan dalam 

industri perbankan sangatleh pesat. 

Bank Indonesia (yang juga dikenal sebagai BI} sebagai bank sentrnl di 

Indonesia merupakan institusi yang indapenden dan bebas da:ri campur Iangan 

Pemerintah ataupun pihak lainnya sejak dikeluarl<an undang-uodang baru ynitu, 

Undang-undang Nomor 23 tehun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan 

berlaku pada tangga117 Mei 1999 dan sebagaimana telab diubab dengan Undang­

uodang Nomor 3 tahun 2004 tanggall5 Janua:ri 2004 dan Undang-undang Nomor 

6 tahun 2009. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka, Bank 

Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuska:n dan melaksanakan 

setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang 

tersebut.' Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, 

yaitu mencapai dan memelibara kestabilan nilai rupiah. 

lnstitusi Bank diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tabun 1992 

sebagaimana telab dirubab dengan Undang-undang Nomor lO tahun 1998 tentang 

perbankan (untuk selanjutuya disebut UU Perbankan). Dalam undang·undang 

tersebut dapat ltita jumpai pengertian da:ri bank, yaitu badan useba yang 

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

1 Drs.. O.P. Simotungkir. Kamus Perbunkan. Cetok.ttnkedua, 1aki:u1:4, BIDa A.ksa.m. 19&9, 
hid. 33. 

1 1lttp://www.bi.go,idln'eb!id!Tenl!mg+BT!Funglli+Fhmk+Tndonesia/Status+dan+Keduduka 
nl, dffikses pada ~ 20 Maret 2009. 
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kedalam masyarakat dalam rangka meningkatkan tarafhidup orang banyak3
• Ada 

2 (dua) jenis bank yang dikenal dalarn UU Perbankan yaitu: Bank Umum dan 

Bank Perkreditan Rakyat Perbedaan utarna antara bank umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat terletak pada josa yang diberikan. Jasa dalarn lalu lintos 

pembayaran dapat kita jumpai pada Bank umum, tetapi jasa tersebut tidak dapat 

kita jumpai dalarn Bank Perkreditan Rakyat 

Suatu bank sebelum memulai kegiatan usahanya wajib memiliki izin 

terlebih dahulu dan pemerintah dengan memenuhi persyaratan tertentu. Bank 

biasanya barus berbentuk badan usaba sebagai perseroan terbatas atau bentuk 

badan usaba lainnya yang di!etapkan oleh perundang-uadangan, misalnyo, 

perusabaan daemil, dll!l koperasi4 Akan te!api, hingga saat ini badan usaba yang 

paling digemari adalah perseroan terbatas. 

Perseroan terbatas sudab dikenal sejak zaman Hindia Belanda dengan 

nama Naamlaze YeNWischop (selanjutnya disebut sebagai NV). Perseroan 

terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hulrum, didirikan berdasarkan 

perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) piliak atau lebib. Pe:rseroan terbatas 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya t&bagi dalam 

sabam, dan didirikan b&dasarkan Undang-uadang Nomor 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan terbatas (selanjutnya disebut UU PT 2007). 

Perseroan terbatas adalah badan usaba berbadan hulrum yang memiliki 

organ-organ yang spesitlk serta fungsi yang beragam. Organ yang pertama adalah 

Rapat Umum Pemegang Sahsm (juga dikenal dengan nama RUPS) yang memiliki 

kedudukan tertinggi dalam Pen;eroan terbatas, dan merupakan lrumpulan dari para 

pemegang sabam serta bertugas untuk menentukan segala kebijaksanaan umum 

Perseroan terbatas. Organ kadua adalah direksi yang bertugas untuk menjalankan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang Ieiah ditetapkan dalam Rapat Uman Pemegang 

Sahsm Dan organ ketiga adalah dewnn komisaris yang bertugas sebagai 

pengawas untuk dan atas noma pemagang sabam. Peran ketiga organ tersebut 

diatur di dalam UU PT 2007. 

:<Prof, Dr. Nwdy<> PmiWOO. Bungu rampai Hukum Bisnis Aluual. PT Citra Aditytl Bill1i, 
l.lund- """"1m! 209. 

4 Mubammmi f.ljumhana, Hukwn Perbtmkm fntimu:,via, PT Citra Ad.itya Bakti,Bandtmg, 
2006. ball09. 
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"Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang 
menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, 
mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem 
perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluaikan 
beberapa kabijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh 
kewajiban pembayaran bank, tennasuk simpanan masyarakat (blanket 
guar011tee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 
Tahun 1998 tentang Jaminan Terbad!!p Kewajiban Pembayaran Bank 
Umum dan Keputusan Preslden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan 
Terbadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkraditan Rakyat. 

Dalam pelaksanaannyn, blanket guarantee memang dapat 
"""'umbuhkan kembali keperceyaan masyarakat terbad!!p industri 
perbanlam. namun ruang llngkup penjaminan yang terlalu Juas 
menyebabkan timbulaya moral bazaxd baik dari sisi pengelola bank 
maupun masyarakat. 

Untuk mengatasi hal tersebut dan agar totap menciptakan rasa 
aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabililas sistem perbankan. 
program peqjaminan yang sangat Iuas lingkupnya tersebut perlu 
digantikan dengan sistem penjarninan yang terbatas. 

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lernbaga Penjarnin 
Simpanan (LPS) sebagai pelaksana peqjaminan dana masyarakat"' 

Walanpnn Lernbaga Penjarnin Simpanan (untuk selanjutnya disebut LPS) 

termasuk lembaga yang relatif baru di Indonesia, lembaga serupa LPS sudab 

dikanal lama dalnm perbankan dunia, sebagai oontohnya di Amarika Serikat 

lembaga serapa sudah dikanal sejak tahun 1933 yang dikenal dengan nama 

Federal Deposit lnsurence Corporation (FDIC). Dengau ditunjang olab lembaga 

FDIC hingga sekarang lcrisis perbankan yang dialnmi oleh Amerika Serikat dapat 

dilalui dengan balk. Tujuan dari lembaga tmebut adalab untuk membautu 

menstabilkan sistem perbankan yang pernah mengalami kehancunm pada taht.m 

193Q-aa Melihat besamya manfaat dari adaaya asuransi depositi tersebu~ 

sekarang ini di ka1angan perbank:an intemasional mempunyai keinginan wtuk 

mendirikan asuransi deposito yaog berskala dunia atau World Deposit Insurance 

Corporation (WD!C)6 

Seiring dengan bergulimya \\'Bktu, el<sistensi LPS pun semakin dipertegas 

dengan disahkannya Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga 

5 httpJ/\vwwJps.go-idlv2Jhome.php'nink:",;sejarah, diokses pnda tansgal 24 April 2009. 

6 M.u.hammad Dju.mhtma:, Op. Cft., bat 142. 
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Penjamin Simpanan (untuk selanjutnya disebut UU LPS) oleh Presiden Republik 

Indonesia pada tanggal 22 September 2004 dan berlaku efektif sejak tanggal 22 

September 2005 sebagaimana Ielah dirubah dengan Undang-undang Nomor 1 

tahun 2009. Sejak UU LPS tersebut berlaku efektif, maka LPS resmi beroperasi. 

Berdasarkan UU LPS disebutkan bahwa LPS merupakan suatu badan 

hukum yang independen dan tr.msparan dalam melakukan tugas dan 

kewerumgannya Salah satu tugas dari LPS adalah merumuskat\ rnenetapkan, dan 

melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gaga! yang tidak berdampak sistemik. 

Kewerumgan LPS lidak hanya terbatas pada bank umum s,Ya, tetapi juga meliputi 

Bank Perl<reditan Rakyat, serta bank yang bidang usahanya bergerak sesuai 

dengan prinsip syariah. 

Peran LPS dapat kita jumpai pada krums PT. BPR TS, salah satu bank 

yang telah ditetapkan sebagai bank gagal oleb Bank Indonesia berdasarkan Surar 

Keputusan (SK) Gurbemur Bank Tndonasia No mar ll/!5/Kep.GI/2009 tanggal 24 

Maret 2009 tentang Pencabutan Inn Usaha PT. BPR TS. Melalui Press Release 

Nornor: Press-001/LPS/lli/2009 yang dikeluarkan oleb .Kepala eksakutif LPS 

pada tangg!!l 24 Maret 2009, disebutkan bahwa dengan dikeluarkannya SK 

pencebutan izin tersebat, LPS akan rnenjalankan fungsi penjaminan dan 

melakukan proses likuidasi sesuai dengM UU LPS dan per-an pelaksanannya 

Sebingga dari keterangM tersebut dapat ldta lihat bahwa ada 2 (dua) fungsi yang 

dijalankan oleh LPS yaitu: melakukan pernbayai11!l klaim kepada nasabeb PT. 

BPR TS ""'" melakukan likuidasi atas PT. BPR TS. Pencebutan izin ini 

dilakukan oleh Bl dilakukan setelah PT. BPR TS ini tak kunjung sehot meski 

Ielah menjalani proses penyebatan selama enam bulan 7 

"Pemicu rnasalah BPR TS adaleb penari.kan dana nasabeh dalam 
jumlah besar alias rnsh. Nasakah me!akukan rosh begitu mendengar Grup 
T Y""ll merupakan pemilik BPR T tak sanggup mebmasi kewajiban 
transaksi komoditas perlmlian "' 

1 Dyah Mcgasuri. JJI R~smi CohUI lzin Usaha BPU 1~ Koo!tm, 
http:/~kompas.com/rend/ xml/2009/03J25/130S4S951bi.resmi.cnbut.J.z.i.n.usnha.bpr. 
T, Rabu 25 Murot 2009. 
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Akan tetapi. disamping mempunyai deposito yang dijaminkan secara 

resmi oJeh Bank Tndonesia, PT. BPR TS juga menawarkan "deposito dtbawah 

Iangan" dengan bunga 18% (delapan belas persen) per tahun, bernpa cek alaS 

nama pernilik bank. Sebegai bank dengan reputasi yang baik dimata masyarakat 

sekitar, maka banyak masyarakat yang mengambil bagian dalarn "deposito 

dibewah tangan" tersebut atas dasar kepercayaan.' Bunga yang ditawarkan oleh 

PT. BPR TS juga merupakan bunga yang lebih tinggi dari bunga yang dijamin 

oleh LPS. Dengan dicahulnya i1.in usaha PT. BPR TS dan akan dilikuidasinya 

PT. BPR TS ma1gakibatksn seluruh dep<lsito ataupun simpanan lain akan 

dikembalikan melalui LPS. 

Dari keterangan tersebut di """- maka penulis tertarik untuk membuat 

karya tufis tentang sejauh mana tindakan yang diambil oleh LPS teriladap 

simpanan nasabah PT. BPR TS dan akibat bukum yang timbut teriladap pengurus 

dan pemagang sabent PT BPR TS dalarn karya tulis yang berjadut ANALISIS 

TINDAKAN LEMBAGA PEN.JAMIN SIMPANAN TERKAIT LIKUIDASI 

PT. BPR TS. 

I. 2. POKOK PERMASALAHAN 

Berdasarkan uraian yang dikernukakan dari Jatar belakang di atas, penulis 

merumuskan pokok pemtasalahan sehagai berikut: 

1. Bagaimana nndakan yang diarnbil oleh LPS ternadap simpanan 

nasabah PT. BPR TS (dahun likuidasi)? 

2. Bagairnana akibat hukum likuidasi yang timbul temadap direksi, dewan 

komisaris dan pemegang sabam dari PT. BPR TS (dalarn likuidasi)? 

l. 3, MEfODE PENELmAN 

Tipe peuelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum 

nonnati£10 karena tulisan ini bertujuan m..,ernukan asas-asas hukum positif dalam 

9 hup:/lwww.opc.o.:;ub!«.rib\:r.com/nu.-ssagdclwnomi-syariHh@yuhoogroups.com 
Ill Ol5062Jrtml , dinknes pada tnngg.al 24 April 2009, 

10 Soetjonn Soekanto., PenJ?Onlar Pcnelitian Hukum, Jakarta,. Univernita.'i Indonesia, 19&4, 
hat. 51. Penelitian normat1f mempakan p(2'1elitian hukum yang di1ihat dati mdu1 tujuun petlOlitinn 
hukwn. Pettelitinn buirurn llOmllltif menakup penelitian terha.dap asas-asas hukum, penetitinn 
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hal rindakan yang diambil oleh LPS dalam mengembalikan dana nasabah. Sifat 

pene!itian yang digunakan oleh penulis adalah eksplanalori11
, karena menjelaskan 

lebih lanjut tenlang rindakan yang diamhil oleh LPS dalam rangka pengembalian 

dana nasabah. 

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun tulisan ini 

adalah data sekunder. Data selrunder merupakan data yang diperoleh melalui 

suatu sumber yang dilrumpulkan oleh pibak lain atau data yang diperoleh dari 

kepuslakaan 12
, Sumber data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data 

sekunder adaleh: 

1. Sumber data primer (primary source) 

Yang dimaksw! dengan sumber data primer adalab dokumen yang 

berisi pengetahuan ilmiah atau fukta yang diketahui ataupun tentang 

ide. 13 Dalam penelitian ini S\llllber data primer yang digunakan oleh 

penu lis adalah: 

a Undan!l"undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

sebagaimana teleh dirobah dengan Undang-undang Nomor 3 

tahun 2004 serta Undang-undaog Nomor 6 tahun 2009 (unruk 

selanjutnya disebut dengan UU Bank Indonesia). 

b. Undao!l"undang Nomor 7 Tabun 1992 ten1ang perbankan 

sebagaimana telah dimbah dengan Undang-undang Nomor 10 

tabun 199ll (untuk selanjutnya disebut dengan UU Ptahankan). 

o. Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 sebagaimana teleh 

dirubah dengao Undang-undang Nomor 7 tabun 2009 tentang 

terllndup si-.nka - ,...titian ""brufup ...... sinkronisasi hu!ium. peoclitinn terhlldap 
u.cjaruh bukum,. pcnclilian l.clhudap pcxbullilirtw'n huk.um. Sclain puleliilim hukum nornwlif. 
d:ilibat droi :rudut tujuan uda pula penelitian bukwn oosiol.ogis at.nu em.piris )'ang teidiri dnri; 
p.'Ilclilian lcrlu«lap ldcnlilikH.tli hukum dun pcncliliun k:r~p cft:ktiJ.ltashuk\.!Dl.. 

ll Sri Mamudji, dkk., Metode Penelitian drm Penulistm Huknm, Jakarta, Univtrsitas 
indcmesi11, 2005. hat 4. Tipe penelitian menurut sifutnyn diliagi menjudi 3 )'llitu eksplorntoris, 
deskriptif. eksplanatoris. Tujuan penelitian eksplunatoris ada1ah menggrunbarkan atau 
menjelas'kan lebih dalam :ruatu gqa!a. Penelitian ini benrifilt mempertegas hipotf.;'ll! yang ada. 

u JMi, hut. 27. 

u !Md, hal 30. 
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Lembaga Penjamin Simpanan (untuk se1anjutnya disebut UU 

LPS). 

d. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

terbatas (selanjutnya disebut UU PT 2007). 

2. Sumber data sekunder (secnndary .w:mrce) 

Sumber data sekunder berasal dari bahan-bahlln yang memberikan 

informasi atau hal~hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta 

implementasinya 14 Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku­

buku, literatur, artikel dari internet yang terkait dengan penulisan ini 

sebagai bahan hukum sakunder. 

3. Sumber data terner (tertlerary source) 

Sumber data tersier berasal dari bahan-bahlln yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan temadap sumber hukum primer ataupiUl 

sumber bukum sekunder. 1' Dalam melakukan penelitian ini penulis 

menggunakan kamus hukum serta penerbitan pemerintah. 

Untuk merulukung permlisan ini, penulis telah melakukun wawancara 

dengan Ibu Sri Muljo Rahartani, SH. Bagian sekretariat lernbaga pada Lembaga 

Penjamin Simpanan. 

Karena sifat penelitian yang digunakan penulis adalah eksplanatoris, maka 

analisis perultitiannya dilakukan dengan cara kuulitatif' Disamping itu, penulis 

menggunakan metode dedoksi yaitu dengan berdasarkan data yang bernifat 

umuru, yaitu berdasarkan Kotentuan perundang-undangan serta peraturan lain 

dibendingkan dengan data yang b.,.ifat khusus, yaitu tindakan yang dilakukan 

LPS, yang kernudian diambil suatu kesimpulan. 

~~Ibid., hn!. 31. 

u!hid. 
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1. 4. SISTEMA TIKA PENUUSAN 

BAD I PENDAHULUAN 

8 

Pada bah ini penulis akan membabas secara garis besar apa yang menjru!i 

latar belakang penulis tertarik untuk menulis karya tulis ini serta pckok 

permasalaban yang akan dibabas oleh penulis. Disamping itu, penutis juga akan 

menjabarkan tentang metode penelitian yang digunakan, data-data yang 

digunakan tennasuk sumhemya 

DAB ll TINDAKAN LPS TERKAIT LIKUIDASI PT. BPR TS (dalam 

lll<uidasi) 

Pru!a bab ini penulis akan membabas mengaoai teori-teori yang terkait 

dalarn pengembalian dana nasabab dalarn hal teljru!i pancabutan ijin usaha bank 

dan akibat hukum bagi pangorus dan pemegang saharn. Disamping secara teori, 

penulis juga akan membabas mengenai kasus PT. BPR TS (daben likuidasi) yang 

teJjadi di Lampung serta menganalisanya bardasarkao teori yang telab penilis 

kemul<ukan 

DAB m PEl'flJTUP 

Setelah melakukan penelitian terhru!ap kasus yang ada, penulis akan 

membuat kasimpulan dan memberikan saran sJ:as penelitian yang te!ab di!akukan 

oleh penulis. 
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BABU 

TINDAKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 

TERKAIT LIKUTDASI PT. BPR TS 

2.1. FUNGSI, JENIS DAN BENTUK HUKUM BANK 

9 

"Bank adalah bagian dari sistem keuangan d1111 sistem pembayaran sua!U 

negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bll!lk juga telah menjadi bagian 

dari .sistem keuangan dan sistem pernbayaran dunia •''Dalam satu dekade terakbir 

ini, baak telah mengalami kemajulUI yang sangat pesat. Ada beberapa fuktor yang 

mempengaruhi perkembangan bank diantaranya Faktor teknologi infcrmasi dan 

faktor g!obalisasi. '1>engan adanya kemajuan teknologi informasi dan faktor 

globalisasi t"""'but menyebahkan baak-baak mampu roendiversifikasi produk dan 

jasanya sebingga melahirlcan produk buru yang lebih kompleks dan beresilro. "11 

Selain itu, bank juga telah mengakomodir kebutubll!l-kebutahan dalam 

masyarakat untuk melaknkan transaksi dangan segala kemadeban yang ada baik 

dalam satu kawasan maupun dalarn kawasan yang berbeda Ointas negara). Krisis 

ekonomi yang te~adi di Indonesia juga turut mewarnai sejarah perkembangan 

bank di Indonesia Oleh karena kebutahan itulah, bank mernerlukan aturan yang 

lebih komplek guna melindungi kepeutingan pihek-pihek yang terkait 

Pada mulanya bank diatur berdasarkan Undang-urn!ang Nomor 14 tahun 

1967 tentang Pokek-pokok Perbanken serta peraturan terkait laiuuya Karena 

dirasa sudah tidek dapat mengiketi perkembangan ekonomi nasional maupun 

internasional, makn peliu dibeutuk uodang-ondang bam. Dengan diberlaknkanoya 

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tenlang Perbenkan pada tanggal 25 Maret 

1992, Undang-undang nomor 14 tahnn 1967 dinyatekan tidek beliakn lagi. Pada 

saat teljadi krisis pada teltun 1997, Undang-uodaug nomor 7 teltun 1992 dirasa 

kurang memadai dan perlu disesuaikan. Oleh karena itu, pad a tanggal 10 

16 Adritul Suledl.llukum P•rlwnl«m S~~-Uiu TinjuUU~~ Pem:ucian Uung, Mergt:r, Likuidasi, 
dan Kepailflcur, Sinar Grn..Cilw., Jllku.rtu, 2007 ,hul 1. 

17 Badan Pembirulsn Hulrum N11Sl\10el Departemen Hukum dan HAM Rl, Ana/isis dan 
evalwuf Jutkrmt tenttmg M"flbclum W'lli.tmg4111ti.mtg peYhankan (undang~un(Jang nmnnr 17 tohun 
1 i/91 jo umlnnfrU1'11lang nomor /(1 tahun 1998), Departemen Hukum d1111 HAM, Jakarta, 2007, hal 
2. 
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November !998 dikeluarkanlah Undang-Undang nomor l 0 !ahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1998 tentang peroankan 

(selanjutnya disebut UU Perbankan) yang masih berlaku hingga saat ini 

''Perkernbangan lndustri perbankan Indonesia secara garis besat 
dapat dikelompokan kedalam ernpat pariode, yaitu periode pertumbuban 
yang sangat pesat pada kurun waktu 19811-1996, poriode krisis yang 
diikuti dengan program rekapitilisasi pada 1997-1998, periode stabilisasi 
pada talmn 1999-2001, dan pariode pemulihan sejak !ahun 2002 yang 
dilandai dengan mulai berkernbang lORi industri perbankan dan perubahan 
~ kegiatan industri peJbanken. " 11 

Sebagaimana dijelaskan di atas, perkembangan bank di Indonesia 

dipengru:ubi oleb banyak faktor, antara lain perkembaogan takuologi, 

portumbuban ekonomi, kemajuan rakyat, kebutuhan sehati-hari serta krisis 

ekonomi yang terjadi. Selain itu, perkembangan bank di Indonesia tentu tidak 

lupot dati meningkatnya kes~abteraan masyarakat, serta penge1abuan masyarakat 

kapada baak Seiring dengan waktu, 1\.mgsi baak di Indonesia juga bernbab. 

Perkembangan perbankan yang demikian Ielah memberlkan kita suatu 

peaga!mnan yang dapat menjadi masuken dalam penyusunan UU Perbankan. 

2.1.1. FimgsiBank 

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi serta berlandaskan 

Pancasila, Indonesia menerapkan menerapkan paharn tersebut di segala bidang 

tennasuk dolarn pangembangan bidang ekonomi. Sebingga bank-bank di 

Indonesia wajib menjalank:an usahanya berdasarkan asas demokrasi ekonomi 

dengan menggunakan prinsip kebati-hatian sebagaimana diatur dalam posal 2 UU 

Perbankan. Asas demokrasi ekonomi yaag di!lllnakan dalam perbankan Indonesia 

dapl!l kita jumpai pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). 

Pungsi perbankan Indonesia dapat kita jumpai pada pasal 3 UU Perbankan, 

yaitu untuk menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan dana kapada 

masyarakai. Hal tersebut tercennin dari produk-produk yang dikeluarkan oleh 

bank·bank di Indonesia dolam me!liaberkan usabanya. Oleh karena itu, dapat kita 

!.S ibid., bH1 7 

Universitas Indonesia 

Analisis Tindakan..., Alicia, FH UI, 2009



ll 

simpulkan bahwa sooara garis besar ada 2 (dua) kegiatan yang dilakukan oleh 

bank yaitu, 

I. Kegiatan di bidang liabilitis. 

Merupakan kegiatan bank dalam menghimpun dan!l-

"Dana dari sumbemya dapat dibedakan antara dana 
ekstem (dana dari luar bank) dan dari intern (dana dari dalarn 
bank): 

t Dana pihak kesatu (dana yang berasal dari modal 
sendiri yang berasal dari para pemegang saham). 

2. Dana pihak kedua (dana yang berasal dari pinjaman 
dari !uar). 

3. Dana pihak ketiga (dana yang berasa! dari simpanan 
masyarakat). »1!1 

Yang tennasuk dalam dana pihak ketiga merupakan dana yang didapat 

dari simpanan masyarnka! yang berupa giro, tabtlllgall, deposito, 

aartifikat deposito kew.Yiban segera lainnya. Selain itu kegiatan 

mengbimpun dana dapat juga berasal dari dana pihak kedua melalui 

instrumen surat-surat berharga < 1 tahun (instmmen money 'f!ti.U'lcet) 

dan instrumen > l tah1m (instumen pasar modal - obligasi), serta dana 

pihak pertama yang berasal dari pemilik berupa modal. 

2. Kegiatllll di bidang aset 

Di samping menjalankan kegilllan di bidang liabilities, bank juga 

manjalankan kegiatan di hidang aset. Yang termasuk ke dalarn aset 

meliputi kas. giro pada hank indonesia, giro pada bank Ja•n, 

penempalan pada bank lain, surat berharga, kredit Ylll1!l diberikan, 

penyertaan, aktiva tetap dan rupa-rupa aktiva Perlu diperhatikan 

babwa salah satu kegiatan bank di bidang aset adalah menyalurkan 

dana kepada masyarakat atas dana Ylll1!l telah dikumpulkan Oleh 

karena itu, salah satu kegilllan utama bank di bidang aset adalah 

kegiatan pemberian kradit kepada masyarakat sekitllmya da!am 

bentuk dan jarninsn yang te!ah ditetapkan . 

11 Dhyeana, Asel and Liabilily MtmtJgemrm, bttp:l/illlyCima wordpress.oom/2008/04Jl7/ 
~d-UIIbiliLy~l~ulma/, 17J\pril2008, Oiuks.c:s ,Piid<l ~ 1.5 Juni 2009. 

Unlversttas Indonesia 

Analisis Tindakan..., Alicia, FH UI, 2009



12 

Untuk menjalankan suatu bank dengan baik maka diperlukan 

keseirnbangan dalam mengatur kedua kegiatan bank tersebut di atas. Dengan 

demikian diperlukan managemen yang baik dari barik tersebut. Disamping it.u 

adanya pengawas:m dan pembinaan dari otoritas yang berwenang dalam hal ini 

Barik Indonesia sangatlah penting untuk mendukung perl<embangan barik di 

Indonesia 

.. Di Indonesia lembaga keuangan barik memiliki misi dan fungsi 
kbusus selain fungsi yang lazim seperti apa yang Ielah diuraikan di alaS. 
Barik diarahkan untuk berpernn seperti agan pembangunan (agent of 
deve/opmenl), yait.u sebagai lembaga yang bertujuan mandukung 
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkun 
pemerataan pembangunan dan hasil~hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan 
stabil~as nasional ke arah peningkatan taraf hldup rakyat banyak. Fungsi 
tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 4 UU Perbankan 1992, yoitu 
babwa perbarikan Indonesia bertujuan menunjaog pelaksanaan 
pemba:ngunan nasionat dalam rangka meningkatkan pemerataan, 
pertumbuban ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan 
kesejahtemm rakyat bauyak.""' 

Oleh karena itu, disamping fungsi barik secara umwn, barik-barik di 

fndonesia juga memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan moneter. 

Hal ini dapat dilibat dari peran yang diberikan oleh pemarin!ab kepada harik-barik 

di Indonesia untuk mengembangkan sektor..sektor perekonomian dalam 

pembangunan nasional. Demikiao pentingnya barik di lndon"'ia sehlngga 

pemerintab hams turut sert.a dalarr mengawasi perl<embangan bank di Indonesia 

Olah kar<ma itu, secara garis besar fungsi perbarikan di Indonesia depat 

dibagi menjadi 2 fungsi ut.ama yaitu agent of development karena bank di 

Indonesia memegang perau penting dalam mandukung pelaksanaan pembangunan 

serta agent of /rUst karena barik di badonasia barns memelihara kepercayaan dari 

masyarakat agar dapat menjalarikan usabanya. Fungsi tersebut di at.as juga dopat 

dilihat pada penjelasan pasal 29 UU Perbankan yang menyebutkan babwa: 

"Mengingat barik terut.ama bekarja dengan dana dari masyarakat 
yang disimpan pada barik atas dasar kepercayaan, setiap barik perlu terus 
menjaga kesehatannya dan memelihara keperoayaan masyarakat pad any a" 

M lL Budi Untung, K.nnlit Perbanlmn di Jndonftsin,l\rlili. YogyWuu:l!l, 2000, bd1.14. 
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Pengawasan yang dilalrnkan pemerintah terhadap bank-bank di Indonesia 

dilakukan melalui bank central yaitu Bank Indonesia. Eksislensi Bank Indonesia 

diatur dalam perubahan keempat UUD 1945, yaitu berdasarkan pasal23 D UUD 

1945 yang menyebutkan bahwa negara mempunyai bank sen!ral. Untuk 

melaksanakan pasal 23 D UUD 1945, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 3 

tahun 2004 tentang perubahan Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun !999 

tentang Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut UU Bank Indoru!Sia). 

Perubahan itu mencalrup perubahan status Baak Jndonesia sebagai bank sentral 

dan perubahan Bank Jndonesia menjadi Lembaga Negara yaog independen, bebas 

dari campu:r fangiUl pemerintah, dan sebagai badan hulrum. 21 

2, 1, 2, Jenis Bank 

Dl Indonesia mengalrui 2 (dua) jenis bank sebagahnana tersebut dalam 

pasal 5 ayat (1) UU Perbankan. Dua jenis bank di Indonesia, yaitu bank umum 

dan bank perkrnditan rakyat (tmtuk selanjutnya disebut BPR). Yang dimaksud 

dengan "bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

lronvensional dan atau berdasadcan prinsip syeriah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam Talu lintas pembayaran. " 22. Sedangkan yang dimaksnd 

deagan BPR ndalah "bank yang melaksanakan kegiatan usaha secora 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikanjasa dalam lalu lintas pembayaran '"' 

Dari definfsi tersebut, secant sekilas kita dapat mengetahui bahwa 

perbedaan antara bank umum dengan BPR, yaitu terletak pada kegiatan usahanya 

Bank umum melakukan kegiatan useba untuk memberikan jasa dolam lalu lintas 

pembayaran yang tidak dapat kita tamui pada BPR Wolaupun demikian secara 

umum fungsi dan tujuan yang dilakukan oleb bank umum dengan BPR adalah 

sama "Pembagian jenis bank tetl!ebut hanya mendasarkan pada segi f\mgsi bank, 

dimaksudkan untuk memp!!ljelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat 

11 Adrinn Sutedi, OpL'iL, haL 146, 

n Pa.~l 1 nyat (3) UU Perlmrtknn, 

"Pasall "}'8((4)UUI'erl>anlam. 
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diselenggarakan."24 Oleh karena itu dapat kita simpulkan behwa kegiatan usaha 

yang dapat dilakukan oleh bank umum lebih luas dibandingkan kegiatan usaha 

yang dapat dilakukan oleh BPR Disamping perbedaan dalam kegiatan usahanya, 

dalam pa<;al 5 ayat (2) UU Perbankan memberikan kewenangan kepeda bank 

umum untuk mengkhususkan diri dalam melaksanakan kegiatan tertemu ataupun 

memberikan perhatian yang lebih besar kapeda kegiatan ter!entu. 

Secara rinci UU Perbankan mengarar tentang kegiatan usaha yang dapat 

dilakukan oleh bank umum (diarur dalam Bah m bagian kedua pasal 6 hingga 

pasall2 A UU Perbankan) serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR ( diatur 

dalam Bab m bagian ketiga pasal 13 hiosga pasal 15 UU Perhankan). Oleh 

karena itu, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank dibatasi serta dipeljelas 

ruang lingkupnya dalarn UU Perbankan. 

Disamping kegiatan usahanya yang berbeda, kiln juga dapat melihat 

perhedaan antara kedua jenis bank tersebut terletak peda kaperuiliken serta 

penciptaan Ulll1g giral. Untul< bank dengan kegiatan operasional seperti bank 

umum dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau badan bakum 

Indonesia; atau Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan 

Warga Negara Asing dan atau badan hokum asing secara kemitraan,_ Besarnya 

kapemilikan asing dalam suatu bank umum diatur lebih lanjut dalarn penetapan 

Bank Indonesia. Selain besamya dilentukan, badan hukum asing tersebut items 

memenuhi syarat dan lretentuan yang diherlakukan oleh Bank Indonesia. Badon 

hokum asing yang ingin hennitra dalam rangku membentuk bank umum haruslah 

mendapalkan rekomendasi dari otoritas monoter negara asal terlebih dahulu yang 

memuat keterangan bahwa yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dru> 

tidal< pemah melakukan perbuatan tercela dalam bidong perbankan"' Sedangl<an 

untuk bank dengan kegiatan operasi<>nal saperti BPR hanya dapat didiriken dan 

dimilild oleh Warga Negara Indonesia, badan hokum Indonesia yang seluruh 

);! Mubnmmrul Djumbu.nu. Op, Ctt.,hal, 111, 

Z$ ~ 22 ayat (1) UU Pccbankan 

u Penjela.'><m po.sal 22 :xynt (2) utJ Perbanknn. 
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pemiliknya warga negara Tndonesia. pernerintah daerah, atau dapat dimitiki 

becsama diantara ketiganya. n 

Sedangkan dilihat dari sisi ponciptaan uang giral, kita dapat membedakan 

kedua jenis bank tersebut. Dalam pasal 14 huruf (a) UU Perbankan secara jelas 

dan tegas disebutkan bahwa salah salu larangan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR edalah penciptaan uang 

giral, memberikan jasa simpanan berupa giro, dan ilrut serta dalam pembayaran. 

Maka dari itu, ki1a dapat membedakan kedua jenis bank terse but dari panyediaan 

uang giral" Apehila suatu bank menerbilkan uang giral, dapat kita pastikan secara 

tegas bahwa bank ternebut adalah bank umum dan bukan BPR 

''Melihat fungsinya, bank umum mempunyai fungsi sebagsi berikut: 
1" Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk 

dipinjamkan pada pihak lain atau mernbeli surat-surat 
berbarga (financial investment} 

2< Merupermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang" 
3" Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara 

tidak dapat diguuakan, misalnya, menghindari resilco 
bilang, kebakaran, dan lain-lab> 

4" Menciptakan kredit (created money deposit), yaitu 
dengan cara menciptakan deposito yang dapat diuangkan 
(demand deposit) yang sewaktu-waktu dari kelebiban 
cadangannya (excess reserves), .m 

Mengingat fungsi, tugas, dan penman Bank Indonesia sebagai bank sentral 

dan lembaga otoritas moneter serta melakukan pengawasan dan pembinaan bank, 

maka Bank Tndonesia tidak tem~:asuk dalam katagori bank sebagaimana yang 

dimaksud dalam UU Perbankan Bank Indonesia merupakan lembaga Negara 

yang bertanggung jawab untuk rnengawasi pelaksenaan atas UU Perbankan" 

Pengaturan mengenai Bank Indonesia dapat kita jumpai dalam undang-undang 

tersendiri yaitu UU Bank Indonesia 29 

17 Pnsal23 UU Perban.kan.. 

u Muhammad Qiumhana, Op.Cit, hot 112. 

Z9 Ibid. 
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2.1. 3. Persero811lerbatas Sebagal Sa lab Salu lleoluk Hulmm Bauk 

"Bentuk hukum suatu bank barus jelas kurena berkaitan dengllll 
status kekayaan, pengesahllll pendirian. serta pengurus yang benvenang 
mewakili bank lleotuk hukum suatu bank diatur dalam pasal 21 UU 
Perbankllll yang menentukan bahwa Benk Umum dapat berupa Perseroan 
terbatas, Koperasi alan PerusahMn Daerab. Bentuk hukum BPR dapal 
berupa PerusahMn Daerab. Koperasi, Perseroan terbatas dan bentuk lain 
yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.""" 

Setiap benluk hukum yang akan dipilih oleh pendiri untuk mendirikan 

bank baik bank umum maupun BPR mempunyai pengatul1ln serta ketentuan yang 

beroeda Apabila pen<liri memitih benluk hukum perseroan terbatas untuk 

mendirikan bank maka, pendiri tersebut barus memenuhi pengaturan o!au 

ketentuan yeng tercantum dalam Und~undang nomor 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan terbatas (untuk setanjutnya disebut UU PT 2007). Sedangkan untuk 

bank dengan bentuk hukum koperasi tentu akan tunduk pada Undang-undang 

nomor 25 tahun 1992 tentang Perlmperasian. Dan untuk bank dengan bentuk 

hukum PerusahMn Daerah didirikan berdasarl<an peraturan daerah. Oleb karena 

itu, disamping tunduk kepada aturan dan ketentuan yang berlaku bagi bank, bank 

juga harus tunduk dan lao! kepada aturan dan lcetentuan yang berlalru bagi b"'tuk 

hukum yang teleb dipilihnya. Oleb karena bentuk badan hukum yang lazim 

digunakan untuk useba perbankllll adaleb perseroan terbatas, maka dalam tulisan 

ini penulis hanya terbo!as membebas mengenai badan hukum perseroan teroatas 

sebagai bentuk useba hank. 

Baik bank umum maupun BPR dapat menjalankan kegiatan usahanya 

melalui bentuk bukum perseroan terbatas. Yang dimaksud dengan perseroan 

terbatllS (pasal I angka I UU PT 2007) adaleb badan usaba yang berbadan lmkum 

yang didirikan berdasarkan pezjanjian dan merupakan persekutuan modal yang 

terbagi atas sebam yang dimiliki oleh pernegang sebam. Perjanjian untuk 

mendirikan perseroan teJbatas dibuat oleb para pemegang sabam dalam pe.rseroan 

terbatas tersebut dengan mempe.rhatikan ketentuan serta peraturan-peraturan yeng 

berlaku bagi perseroan terbatas. baik secara umum yaitu UU PT 2007 serta 

lO 1\drilw Sl.lledi, Op.Cir., HaL 135. 

Universitas lndonesfa 

Analisis Tindakan..., Alicia, FH UI, 2009



17 

peraturan pe1aksananya maupun yang ber1aku secara khusus seperti Undang­

undang nornor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta peraturan 

pelaksananya bagi pers:eronn terbatas penanaman modal baik: modal asing maupun 

dalan negri, UU Perbankan serta peraturan pelaksanMya bagi perneroan terblltliS 

yang bergerak dalam bidang usaha bank, d!L UU PT 2007 merupakan peraturan 

yang berlaku secara umum (lex generalis) sedangkan perundang·undangan yang 

mengatur secara kbusus dap.at kita jumpai pada peraturan yang terkait dengan 

kegiatan usahanya (fer speclall.f). Oleb karena Indonesia mengakui asas lex 

specialiS derogate lex generaliS maka dapat kita simpulkan bahwa peraturan yang 

mengatur secara kbusus berlaku sepanjaug diatur secara kbusus dalam 

peraturannya, sedangkan peraturan yang dibentuk secara umum berlaku apabila 

tidak diatur secara khusus. 

Ada beberapa hal yang perlu diperba1ikan dalam UU PT 2QIYI disamping 

pengaturan dalam UU Perbankan dalam mendirikan benk dengan bentuk hukum 

perseroan terbatas~ yaitu: 

L Oleb kanena didirikan berdasarkan pelj8J1iian maka suatu perseroan 

!erbatas didirikan oleh 2 (dua) orang a1au lebih dimana peljanjian 

tmebut dibuat dalam akta notaris (pa•al7 liJ8l (I) UU PT ZQIYI), 

2. !<arena perseroan terbatas merupakan persekutuan modal, maka setiap 

pendiri perseroan terbatas Wlliib mengambil bagian saham pada saat 

perseroan terblltliS didirikan (pasal7 ayat (2) UU PT 2007) 

3. Para pendiri bersam.a-sama ataupun melafui kuasanya mengajukan 

permohonan sebag!!l badan hukum kepada Mentri Hukum dan HAM 

atas akta pendirian yang memuat anggaran dasar dan ketentuan lain 

berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas (pasal 8 ayat (1) UU PT 

2007). 

4. Perseroan terbatas mamperoleb status badan hukum pada tanggal 

dlterbitkannya Keputusan Mentri mengenai pengesahan badan hukum. 

(pasal7 ayot (4) UU PT 2007). 

5. Segera setelah akta pendirian disebkan, maka akta pendiriaa ten;ebut 

berikut Surot Keputusan tersebut didaftarkan dolam da!lar perusahaan 
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yang diselenggarakan oleh Mentri Hukum dan HAM, selanjutnya 

diumumkan dalam Tambuhan Berita Negara" 

Selain hams rnemenuhi ketentuan tersebut di atas> untuk mendirikan perseroan 

terbatas dengan kegiatan usaha bank, bank horus mempunyal ijin khustJS dari 

Bank Indonesia 

Qluh karena perseroan terbatas adaluh artificial person, sesuatu yang tidal< 

nyata atau tidal< riil, maka perneroan terbatas tidal< dapat betindak sendiri Untuk 

dapat bertindak dalarn menjalankan usahanya dihadapan hukum, perseroan 

terbatas memiliki organ-organ yang memegang peranan penting yang terdiri dari 

orang perorangan yang cakap untuk bertindak dalam buku. 32 Organ yang 

dimaksud yaitu Rapat Umum Pemegang Suham, Direksi dan Dewan Komisaris. 

Maslng-masing organ fer.rebut memiliki 1\mgsi, tugas. kewenangan serlallmggung 

j.......W yang berbeda-beda sebagainuma diatur dalam UU PT 2007. 

Rapat Umum Pemegang Saham dalam suatu pmeroan terbatas merupakan 

kumpulan pemegang suham yang mengadakan rapat untuk mengambil keputusan. 

Hal ini berbeda dengan pemegang sabam Dalam perseroan terbms, pemegang 

saham seau-a individual tidak memiliki kemampuan untuk mengeJuarkan suara 

dalam perseroan terbatas. Pemegang saham bam memponyai wewenang apuhila 

tneTeka berkumpul dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam pasal75 ayat (I} 

UU PT 20Cfl memberikan segala kewenangan yang tidal< dibarikan kapada direksi 

dan komisaris perseroan lerbatas kapada Rapat Umum Pemegang Suham dengan 

dibalasi oleh UU PT 2007 danlatau Anggaran Dasar peiieroan terbatas. 

Wewenang itu antara lain: 

L Mengangka~ mencalonkan, dan memberbenrikan direksi dan dewan 

komisar:is; 

2. Memherikan aqull et the charge kapada pengurus perseroan terbatas; 

3. Merubah Anggaran Dasar Perneroan lerbatas; 

4. Memutuskan terhadap perlllllSan usaha, penggabungan, peleburan, 

pengambilalihan. serta penjaminan sebagian aset perseroan terbatru!. 

_u Gl.lll!lwoo W.idjaju. 15() 1m~ Jt1wab tetikJng Perseroan terharas, !tocum suhnbal, 
Jllk:nrfa. 2008, hal s. 

ll lbfd.,hnl3. 
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Dengan kewenangan yang diberikan oleh UU PT 2007 tentunya Rapat 

Umum Pemegang Saham juga mempunyai tanggung jawal> terhadap p.....-oan 

terbatas. Dengan diperolebnya starus badan hukum menjadikan pemegang saham 

bertanggung jawah sebatas modal yang dimasukan ke dalam perseroan terbatas 

atas segala perikatan yang di buat oleh perseroan terbatas. Dis.amping itu, UU PT 

2007 juga menganut prinsip piercing the corporate veil. Prinsip int merupakan 

prinsip membuka tahir perseroan terbatas. Artinya dalam keadaan tertentu 

pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawahan sampai dengan barto 

pribadinya Dalam pasal 3 ayat (I) UU PT 2007 disebutkan secara tegas bahwa 

pemegang saham tidak bertanggung jawah """""' pribadi atas sernua perikatan 

yang dibuat oleh perseroan terbatas, tetapi hal ini diberikan pengecualian apabila 

pemegang saham telah melakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 

3 ayat (2) UU PT 2007, yaitu: 

I. Persyaratan perseroan terbatas sebagai badan hukum belum terpenuhi; 

2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun lidak 

langsung dengan itikad buruk Ieiah meman!llatkan perseroan terbatas 

untuk kepantingan pribadi; 

3. Pemegang saham yang bersang!rutan telah melibatkan diri (ikut teriibat) 

dalam lindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perseroan 

terbatas; 

4. Pemagang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak 

langsung secara melawnn hukum menggunakan kekayaan perseroan 

terbl!!as, yang rnengakibl!!kan kekayaan perseroan terbatas menjadi 

tidak cukup untuk melunasi utang perseroan terbatas. 

Oengan demikian kita dapat melihat eksistensi prinsip pierctng the corporate veil 

melalui pasal tersebut kanona apabila tindakan-tindakan sehegahnana diuraikan di 

atas dilakukan maka walaupun sebagai badan hukum, pemagang saham dapl!! 

dimintakan pertanggungjawaban atas perikatan yang dibuat oleh perseroan 

terbatas hingga harta pribadinya (tidak hanya sebatas saham yang dimilikinya). 

Di samping Rapl!! Umum Pernegang Sah- organ kedua dalatn perseroan 

terbatas adalah direksi. Direksi rnerupakan sekumpulan direktur yang bertugas 

urtuk menjalankan perseroan terbatas. Dalam UU PT 2007, disebutkan bahwa 
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direksi diangkat dan ditunjuk oleh pemegang saham metalui Rapat Umum 

Pemegang Saham. Oleh Karena itu. direksi harus mempertanggungjawabkan 

seluruh tindakannya terhadap pemegang saham. Dalam suatu perseroan terbatas, 

fungsl direksi adaJah menjalan'kan pengurusan perseroan terbatas yang sesuai 

denga:n maksud dan tujuan perseroan terbatas (pasal 92 ayat (l) UlJ PT 2007). 

Dalam hal direksi melakukan pengurusan perseroan terbatas yang tidak sesuai 

der>gll!l maksud dan tujuan perseroan terbatas maka direksi dapat dika!akan telah 

molakul<an 1indakan atau. perbuatan yang sering disebut der>gll!l ultra vires. 

T'mdakan ultra vires adalah tindakan pelanggaran alaS tugas yang dilakukan olah 

direksi. Unluk lindakan lersahut maka, direksi dapat diberlrentikan sementara oleh 

Dewan Komisaris atau dibementikan selama-lamanya oleh Rapat Ummn 

Pemega:ng Saham. 

Disamping itu, tugas seorang direksi berdasarlom tingkat tanggung jawab 

seorang direksi dapat dibedakan menjadi:33 

1' Fiduciary Duty 

Togas ini timbul karena adanya hubunga:n kepercayaan antara direktur 

dengan pernegang saham, maka daJam melaksanakan tugasnya seornng 

diluktur hams merapunyai kepedulian dan kemampuan (duty of care 

and ski{), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terltadap perseroan 

terbatas diruana tempatnya bekelja 

2. Duty of care (tugas mempedulikan) 

Dalam hal ini direksi diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengau 

hati-hati sahingga terltindar dari perbuatan kelalaian yang 

mengakibatkan kerugiau bagi pihak lain 

UlJ PT 2007 mengatur tanggung jawab Direksi sebagai berikut 

I. Dalam pasal 37 ayat (3) UlJ PT 2007 menyebutkan bahwa direksl 

bertanggungjawab sec.ara tanggung renteng a:tas kerugian yang diderita 

pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian 

kembali saham yang batal karena hukum karena bertentangau dengau 

pasal 37 ayat (I) uu PT zorn. 

X' Munir Fuady,Dd.Jdn.-DoidrinModern Dakrm CorporoJe Law, PT. Citra Sditya.Bakti. 
Thmdu:ng. 2003,hul. 49. 
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2. Dalam pasal 69 ayat (3) UU PT 2007 menyebutkan bahwa direksi dan 

anggota dewan komisatis bertanggung jawab secara tanggung renteng 

terl!adap pihak yang dirugikan apabila laporan keuangan yang 

disediakan temyata tidak benar danlatau menyesatkan. 

3 Dalam pasal 72 ayat (6) UU PT 2007 menyebutkan bahwa direksi dan 

dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng apab11a 

pemegang sebam tidak dapa! mengembalikan deviden interim 

4. Dalam pengangkatan anggota direksi yang menjadi batal karena tidak 

memenuhi syaral pengangka!an, maka meskipun perbuatan hukum 

yang telah dilakukan !Dltuk dan atas nama perseroan teroalas oleb 

anggota direksi tmebut, tetap menjadi tanggung jaweb dan mengiks! 

perseroan terbalas, nam!Dl anggota diraksi yang ben;angks!an tetap 

bertanggungjawab terhadap kerugian perseroan terbalas. 

5. Dalam pasal 97 ayal (3) UU PT 2007 menyebutkan bahwa setiap 

anggota direksi bertanggung jawab se<:ara pribadi alas kerugian 

peJSeroan tefbatas bilamana direksi yang bersangkutan Ielah 

melakukan kelalaian dalam menjalankan lugasnya. 

6. Dalam pasal 101 ayat (2) UU PT 2007 meeyebutkan babwa apabila 

lrerugian timbul akibat angguta direksi !alai dalam melaporkun 

kapemiltkan saharn yang dimiliki oleh angguta direksi yang 

ben;angkutan dan/atau keluarganya maka, anggota direksi ternebut 

bertaeggung jawah secara pribadi atas lrerugian perseroan terbatas 

yang bersangkutan. 

7. Dalam pasal 104 ayal (2) UU PT 2007 mooyebutkan bahwa apabila 

haria perseroan ternalas yang mengalami kepailitan tidak mencukupi 

untuk membayar seluruh kewajiban perneroan tefbatas maka, anggota 

direksi secara tanggung renteng bertaeggung jawab untuk malul!liSi 

segala kewajiban yang belum terlunesi. 

Disarnping itu, UU PT 2007 juga menganut prinsip business judgment role 

bagi direksi. Yaug dimaksud dengan prinsip ini adaiah aturao yang membertkan 

kekebaia.a atau perlindungan bagi managemen perseroan terbalas dari satiap 

tanggung jawab yang lahir akibat dari transaksi atau 1-egiatan yang dilukukan 
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olehnya sesuai dengan batas·batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan 

kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut Ielah dilakukan dengan 

memperhatikan standar kehali-halian dan itikad baik " Oleh kerena direksi 

merupakan organ perseroan terbatas yang berwenang mengambil keputusan, maka 

apabila ada pihak yang meragukan, menyangkal, mempertanyakan keputusan 

yang diambil wajib membuktikan terlebih dahulu apakah keputusan yang diambil 

tersebut telah dilakukan dengan cara: 

a tidal< melalui proses, tatacara, prosedur yang diwajibkan; 

b. tidal< dilakukan semata-mata untuk kepentingan perseroan terbatas dan 

para pemegang saham, yaitu bahwa keputusan tersebut: 

1. diambil dengan kecurangan (,fraud). 

2. mempunyai beuturan kepentingan (conjlictofmteresr) di dalamnya, 

3. terdapat unsur perbualan yang melansgar hukum (1//ega/ity), 

4. lerjadinya kelalaian berat (gross negligence)." 

Organ ketiga yang wojib ada dalam perseroan terbatas adalah dewan 

komisaris. Yang dimaksud deugan dewan komisaris dalam pasal 1 butir (6) UU 

PT 2007 adalah organ perseroan terbatas yang bertugas untuk melakukan 

pengawasan terhadap perserom terbatas secara umum termasuk pengawasan 

terbadap kebijakan p..,gurusan, dan jalannya p"'flll1USan serta membetikan 

uasehat kepada direksi. Sarna halnya dengau direkai, pengaogkatan dan 

pembem...tian ansgota dewan komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang 

Saham Dewan komisaris merapakan suatu majelis, sehinggu tidal< dapat 

bertindak sendiri-sendiri36
• Oleb kereua merapakan suatu ml!ielis maka keputusan 

yang diambil oleh dewan komisaris merupakan suatn keputusan bersarna Hal ini 

juga mempengaruhi tanggungjawab yang dimiliki oleh dewan komisaris terbadap 

perseroan terbalas. Dalam UU PT 2007 menyebutkan bahwa tansgung jawab 

dewan komisaris merupakan tanggung jawab yang dipikul secara hersama-sama. 

Selain tanggung jawab sebagabuana diatur sebelumnya, dewan komisaris juga 

bertanggung jawab secara pribadi (apabila dewan komisaris lebih dari I maka 

34 UUD!twtm Widju~ Op. Cit, hal 00. 

»!hid. haL 67. 

36 IQid., hal. 79. 
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tanggungjawab dilakukan secara tanggung renteng berdasarkan pasal114 ayat (3) 

UU PT 2001) atas tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi untuk 

kepentingan perneroan terbatas (pasal 114 ayat (I) UU PT 2007 jo pasal 118 ayat 

(J)UUPT2001). 

Dengm menganut prinsip Business Judgment rule maka, UU PT 2007 

membuka kemunglcinan bagi dewan komiseris dibebaskan dari tanggung jawab 

selama :mggota direksi dan dewan komisaris dapat membuklikan bahwa laporan 

keuangan yang temyata tidak benar dan/atau menyesatkan bukan karena 

kesalahannya, telah melakukan tugas dan kewellllllgannya deagan itikad baik dan 

sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan terbatas, tidak mempunyai 

kepentingan pribadi bail< seeara hmgaung maupun tidak langsung - tirulakan 

yang mengakibatkan kerugian,tidak terdapat unsur perbuatan melanggar hukum. 

Walaupun telab diatur dalam UU PT 2007, ads beberapa hal yang diatur 

lebih !.,Ym dalam UU PerbaukarL Salah satunya adalab Pasal 25 UU Perbaul<an 

menyebutkan bahwa saham pada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang 

berbea!uk hulrum perseroan terbatas, bauya dapat diterbillam da!am beotuk saham 

atas nama. Selain itu., UU Perbankan juga mengatur lebih lanjut mengenai merger, 

koDBOlidas~ serta akuisisi yang roenyabutkan bahwa untuk depat me!akukan hal­

hal tersebut, bank da!am bentuk perseroan tero- hams merulepatkan ijin 

terlebih dabu!u dari Bank lodonesia. 

2. I. 4. Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah 

Hubungan antara bank dengan masyarakat (calon nasabab) timbul ketika 

calon nasabab setuju un!uk meaggunakun jasa bank Sejak adanya kusepakatan 

antara bank dengan calon nasabah, maka calon nasabah tersebul akan menjadi 

nasabab bank Dougan demikian, bubuugan huknm antara bank dengan 

nasaba!mya timbul sejak bank dan nasabab roencepai kesepakatan. Hubungan 

tersebul mernpakan hubungan kontraktual. Seeara hukum, hubungan konln!ktual 

antara mereka dimulai sejak adenya kusapakatan sehingga terjadi perikatan antara 

bank dengan nasabah. Akan tetapi, untuk lebih mernpertegas serta memp-etjelas 

bak dan kewajiban masing-masing pibak perikatan alas dasar kontrak (peljanjian) 

tersebul dituangkan secara tertulis. 
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"'Pada umumnya, hubungan itu tidak hanya menciptakan perikatan 
kontraktuaJ belaka, melainkan telah rnenciptakan perikatan atas dasar 
"perbuatan melanggar hukum", serta dalam beberapa hal tenentu juga alas 
dasar "last,geving''. Disarnping itu, hubungan kontraktua! tadi tidal< 
menampakan dirinya sebagai suatu kebutuhan yang utuh. Untuk menjamin 
keberadaan hukum perdata, ia tidal< tampil dalarn suatu "b""oemde 
conlra<:t", molaikan dalam borbagai nuansanya. 

Hubungan hukum kontraktual yang diatur dalam Buku Ketiga 
KUH Perdatll, selain mengotur tentang bentuk-b.,tuk perjanjian tertentu 
yang sudah dibakukan olelt pembuat undang-undang, antara lain jual beli, 
sewa menyewa, pemberian kuasa, dan lain sebagainya. Kontrak tersebut 
la?.im dinamakan "benoemde contractenn. Namun hubungan kuntraktual 
antara bank dengan nasahah inl lidak tennasuk subagai suatu "benoemde 
contracten" tertentu. Dalam KUH Perdata tidal< ditemukan hubungan 
kontraktual antara bank dengan nasabah. 

Bagaim311akah ketentuan hukum mengenai hubungan kontraktual 
antara bank dengan para nasabah? Hubungan kontraktual antara bank 
dengan nasabah merupakan suatu kontrak campuran, yang m..,ampakan 
pe~anjian pemborian kuasa (lastgevtng) sebagaimana diatur daiatu pasal 
1792, dan juga dalam bentuk ~anjian penitipan banrang pasal 1694. 
Untuk sebagian terbesar mnncul sebagai perjaojian pinjam-merainjam 
yang diatur dalam pasal 1754 dan seterusnya dalam KUH Perdata 
Selanju!nya dapat dicatat juga sebagai perjanjian untuk melalrukan 
pekerjaan atau memberikan jasa-jasa tertentu olah pasal 1601. ·•' 

Pada dasarnya peljanjian yang ada antara hunk dengan nasaboh tennasuk 

dalam pe~anjian baku, P~anjian ini tennasuk kudalam perjll!ljian boku karena 

selurub perjanjian sudah dirancang oleh pihnk bank dan ditetapkan secara sepihak 

olub pihnk bank Hoi tersebut bertentangan dengan asas yang terdapat dalam 

perjanjian yang dialrui oleh KUH Perdata kita yaitu asas kebobasan berkontrak. 

Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah para pihak dengan 

bobas m"""ntukan hal-hnl yang mou: diperjanjikan dan bordasarkan kesepakatan 

pera pihnk Olah dihuat secara sepibak olen bank, maka perjanjian tersebut 

dikal1lkan sebagai perikatan atas dasar petbuatan melawan hukum Akan tetapi 

perjanjian ini tetap dopa! dilaksanakan karena pada dasarnya pihak bank tidal< 

memaksa masyarakal Walaupun termasuk petjanjian baku tetapi, petjanjian 

tersebut bersifat lalal If or leave it. Sebiagga asas kebebasan berkuntrak pada 

p~anjian antara nasahah dengan bank terletak pada kebobasan nasabah UDtuk 

37 Marulak Pardede, Likvidwi Bonk dan Perlindungan Nusabah, Pustaka Sinar Harapan, 
JWwtu,1998,hal. 17. 
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menyepakati pe'ljanjian tersebut karena bank tidak memaksa seorang nasabnh 

untuk mengikatkan diri dengan bank 

Sebagaimana telah disebutksn di atas, hubungan kontrak: antara nas::tbah 

dengan bank tidal< diatur secara jelas dalam KUH Perdata Akan tetapi hubungan 

kontrak antara baak dengan nasabah merupakan campuran dari beberapa 

puljanjian sebagalmana diatur dalarn KUH Perdata, antara lain: 

I. Pe!janjian pumberian kuasa sahagaimana diatur dalara pasal !792 KUH 

Per data 

2. Pe!janjian penitipan berang sebagaimana diatur dalam pasal 1694 KUH 

Perdata 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa seeara umum hubungan 

antara bank dengan nasahah adalah hubungan kontralctual yang berdasarkan 

pe!janjian Melihat dari fungsi serta kegiatan usaha yang dijalankan oleb bank, 

hubungan kontraktual antara baak dqan nasabah dapat teljadi antara lain yaitu: 

l. Hubangan pemberian kredlt 

Hubungan ini merupakan hubungan yang paling banyak te!jadi 

antara nasahah dqan bank Huhungan ini tt!ljadi karena nasabah telah 

sopakat untuk meminjarn sejumlah uang kepadn bank Dengan demikian, 

baak akna bertindak selaku kraditur (pihak yang meminjemkan uang) 

sedangkan nasabah akan bertindak selaku debitur (pihak yang menerima 

pinjaraan uang). Untuk itu diselenggarekanlah pt!ljanjisn pemberisn kredit 

atau 1w.im disebut petjanjian kredit. Pefjanjian kredit merupakan perjanjian 

pendahuluan. Dikaia.k:an demikian karena setelah ditandatangani peijanjian 

kredit maka para pihak akan menandi!Ulngani peljanjian pinjam 

meminjam._ 311 

"Pasal 1754 dan seterusnya deri KUH Perdata memberikan 
pqaturan pokok tentang pinjam·meminjam. Namun hendaknya 
diperhatikan bahwa undang-undang memberikan pengaturan 
ternendiri tentang "huteng yang timbul dari pinjam-meminjam uang''. 
Ketentuan ini sebagaimana diuraikan d1 atas terdapat daJam pasal 
1756. hutang yang teljadi kareoa peminjaman uang, banyalah terdiri 

1¥ lludi Unlung. Kredit Ptrhan.kan dilndone.sia, Yugyaksr1.a, ADI.li Yogyillwrtu. 2000, bill. 29 
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atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan. Apablla 
sebelum saat pelunasan terjadi perubahan nilai mata uang, maka 
pengembalian jumlah yang dipinjarn harus dilakukan berdasarkan 
mnta uang yang berlaku pada saat pelunasan. Artinya dihitung 
menurut harganya yang ber!aku pada saat itu, walaupun ada 
perubaban nilai mala uang 

Undang-undang rnembuka kemungkinan, bahwa para pihak 
membuat kesepakatan lain untuk m<mgatasi risiko turon naiknya nllai 
mala uang. i'ernoalannya adalab bagalmanakah hainYa apabUa para 
pihak mempeljanjikan ldausula sedemikian itu? Apakah pasal 17S6 
KUH Perdata barns diterapkan? Siapakab yang memikul risiko 
tentang turon naiknya nilai mala uang dalam suatu persetujuan 
membuka kredit'l Moourut !retentuan pasal i 756 KUH f>erdata, 
risiko akibat turunuya nilai mata uang, berada di Iangan kreditur. 

Seperti dikelabui babwa kegiataa bank iii bidang asel antara 
lain ada!ah pernberlan lrredit oleh bank kepada nasabab penerima 
kredit flila dUlhat dari segl hokum, make lregiatan peraberian kredit 
oleh bank tennasuk katagori plnjam-meminjam yang dlatur dalam 
KUH Perdata. Pemberian kredit oleb bank kepada calon nasabab 
penerima kredit, pada la?:imnya dldahului dengan permahonan kredlt 
oleb nasabeb. 

Setelab menellrl dan menganallsa pennohonan serta 
persyaralaa yang harus dipennhi oleh eaton nasabah, bank akan 
mernberikan }reputusan bempa persetujuan untnk menyetujui 
permohonan kredlt atan menolak pennohonan kredit tersebut Jika 
permobonan kredit nasabeh disetu]ul oleh bank, maka syarat-syarat 
kredit baru mengikat bank dan nasabah setelab dituangkan dalam 
sualu perjanjian kredit. ,,. 

Peljanjian kredlt pada dasamya tunduk kepada pasai mengenai 

plnjarn meminjam dari pasal 1754 KUH Perdata sampai pasal 1773 KUH 

Perdata, khususnya pasai 1756 KUH l'erdata tentang peljanjian p!njmn­

meminjam. Waiaupun demikian, perjanjian ktedit tidak sefuruhnya sama 

dengan peljanjian p!njarn mem!njarn sebagabnana diatur dalam pasal 

tersebut karena dabun peljll!\)ian kredit tidak banya mengatur mengenai 

pinjarn.mem!njam i'llsamplng peljll!\)ian p!njarn-meminjam, peljanjian 

kredit juga memuat ketentuanNketentuan lain yang disepakati oleh para 

pihak seperti jarabtan yang dibedkan dala.m pembarkm kredit ternebut 

Oleh karena Indonesia da!arn buku ketiga KUH l'erdata yang 

mengatur tentang perikatan rnenganut asas kebebasan berkontrak rnaka, 
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perjanjian tersebut walaupun tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 

1756 KUH Perclata masih dapat berlaku sepanjang disepakati oleh para 

pihak dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan atau ketentuan 

yang berlaku lainnya. ketertiban umum dan kesusilaan, Disamping itu 

karena diatur seeara khusus datam petjanjian. maka perjanjian tersebut 

berlaku sebagai undang-undang terl!adap pihak yang membuatnya 

disamping tuaduk kepada asas-asas umum petjanjian, 

"i)alam kaitannya dengan saar timbulnya hal: dan kewajiban 
aniwa bank dengan nasabab, kirlmya perlu dikemukakan beberapa 
pendapat berikut ini. Ada pendapat yang mengemulcakan babwa 
ptlljanjlan kredlt merupakan peljanjian yang sifatnya konsensuil, di 
mana sejak tereapainya kesapakatan antara bank dengan nasabab 
penerima kredit, barulab ptlljanjian kredit ini beriaku dan mengikat 
kedua belab pihak Hal ini berarti babwa dengan adanya persetujuan 
bank yang disarnpalkan pada calon nasabab penerima kredit, maka 
bank telab terikat akan lrewajibannya untuk memberikan kredit yang 
dimohonkan calon nasabah yang bersangkutan, 

Akibatnya dab!m prnktek d!jumpai adan;ya caJon nasabab 
penerima kredit yang menuntut bank agar segera menca!rkan kredit 
yang dlmohonkanya dengan dalib babwa bank telab mernberikan 
persetujuan alas permohonan kredit lersebut Dengan dernikian sejak 
adanya persetuJuan tersabut nasabab sadab dapat melakekan 
penarikan kredit walaupun peljanjlan kredlt belum dlbuat alan 
dltandall!nganl oleh kedua belab pibak. 

Pendapal lainnya menyebutkan bahwa peljanjian kredit 
adalab ptlljanjlan yang bersi!i!t konsansult, yaitu sejak tercapainya 
kasepakatan antara bank dengan nasabab yang dlbekdkan dengan 
surat persetujuan bank yang dlsampa!kan kepada nasabab dan 
nasabab menyaiakan menerima persyaratan yang diminta oleh bank 
dalam surat persetujuan dlmakaud. Narnun syarat·syarat yang 
merupekan hasil kesepakatan antara bank dengau nasabab penetima 
kredlt bana berlaku dan menglkat apablla syarat-syarat dalarn surat 
perselujuan tersebut telab dituangkan dalam peljanjian kredit dan 
telab ditandatanganl olab bank dan nasabab penerlma kredlt 

Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa pe~"'\iian 
knedlt merupakan perjanjlan pendabuluan dari penyeraban uang, 
Ptlljanjian pendabuluan !ersebut merupakau basil kasepakatan anlara 
bank dengan nasabah penerlma lTedlt Penyeraban uangnya sendiri 
olab bank kapada nasabab penetima kredit sifatnya rill. !'ada saat 
penyeraban uang yang bersangkutan barulab bag! para pihek beriaku 
ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam ptlljanjlan kredit '"" 

-111 Ibid, hal. 20. 
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Oleh karena itulah pemerintah memerlukan peraturan yang mengatur 

secara khusus. Disamping itu, benluk peijanjian kredit yang merupakan 

perjanjtan baku juga barns menjadi pertimbangan pemerintah dalam 

membentuk peraturan. Perjanjian baku tersebut lahir unluk mengefisienkan 

waktu dan dibuat seoara sepihak sangat berpotensi unluk melahirkan hak 

serta kewajiban yang tidak seimbang. Di jaman yang menuntut segalanya 

dijalankan dengan serba cepat, melahirkan petjanjian dengan standar yang 

memudahkan serta mengbemat wakiu, sebingga petjanjian ini berltembang 

dengan cepat dalam masyarakat Maka dari itt!, plll"llll3l1 pemerintah ataupun 

pembentukan uedang-undang yang mengatur secara tagas sangat diperlukan 

untuk melindungi masyarakat 

2. Hubmgan Slmpan Menylmpan 

Kegiatan penghimpunan dana masyarakat merupakan kegiatan usaha 

yang dijalankan oleh bank dalam rangka menjalankan kegiatan di bidang 

liabilitis. Pengbimpunan dana masyarakat melaui bank dapat dilakukan 

melalui produk-produk bank seperti tabungan, depcsito beJ;jangka, simpaaan 

giro, dll. Jenis petjanjian yang dipetjanjikan oleh nasabab dengan bank alas 

kegiatannya tersebut tidak diatur dalam KUH Perdata Akan retapi secara 

sepintas hubungan tersehut bempir sama dengan hubungan penitipan barang 

sebagaimana diatur dalam KUH Perdata 

Bab tre.ebelas buku Ketiga KUH Perdata terrtang penitipan barang, 

mengatur mengenai penitipan barang yang ada dan diakui di Indonesia 

Yang dimakaud dengan penitipen, tertuang dalam pasal1694 KUH Perdata 

yaitu sualu keadaan yang rerjadi apabila seseornng menarima suatu barang 

dari orang lain dengan syarat orang yang menarima barang tersebut barus 

menyimpan serta mengembalikan barang tersebut kepada orang yang 

menitipkan dalam wujud asalnya (wujud ketika barang ternebut dititipkan). 

Ada 2 (dua) jenis penitipan yang diaJur dalam pasal 1695 KUH Perdata 

yaitu penitipan yang sejati dan sekestrnsi. 
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Penitipan sejati dapat teQadi secara sukareia ataupWl dilakukan 

katena terpaksa Penitipan sejati dibua:t dengan cuma-cuma. waJaupun. 

demlkian penitipan sejati juga dapat dilakukan dengan pemberian imbalan 

asalkan semua itu dipetjanj1kan. Satu hal yang dapat kita pastikan bahwa 

penitipan sejati tersebut hanya berlaku untuk barang bergerak. Oleh l<l!rena 

penftlpan ini merupakan suatu perikatan, maka seluruh asas-asas hukum 

yang berlaku dalam perikatan berlaku tethadap patikatan ini. 

Berbeda dengan penitipan sejati, penitipan sekestrasi terjadi karena 

adanya perseHsihan atas barang tersebut Di samping itu, penitipan sekresi 

dapat lerjadi atas baraag bergerak maupun atas baraag tidak bergerak. 

Dalam penitipan sekresi, barang yang dititipkan akan dikembalikan pada 

saat perselisihan terselesaikan. 

Sebagaimana telah dijelaakan di atas babwa bubungan antara bank 

dll!lgan nasabahnya adalah hubungan penitipan banmg Hal ini dap!!l terjadi 

karena pada dasamya nasabab menitipkan uang mereka kepada bank untuk 

disimpan Salah satu alas!lll kenapa nasabah menyimpm uangnya di bank 

karena bllllk dipercaya merupakan suatu tempat penyimpanan yang lebib 

aman dan lerpercaya. Selaln itu, apabila kita menyimpan uang di bank maka 

kita akan mendapatkan bunga. Besarnya bunga ditetapkan oleb bank 

Oleb l<l!rena barang yang dititipkan kepada bank yaitu uang adalab 

bwang bergerak dan P"'itipan ita terjadi bukan karena adanya sengketa, 

maka pen.itipan yang dilakukan oleb nasabah kepada bank merupakan salab 

satu penetapan sejati. 

"Dari ketentua.n KUH Perdata mengenai penitipan, diketahui 
bahwa titipan uang barus dikembalikan dalam mata uang yaag sama, 
dan bank selaku penerima titipan tidak hwus membayar bunga 
kepada pen.itip. Nll!lllll1 ketentuan dimaksud dapsl disimpangi 
dengan menperjanjiken secara tegas bahwa bank akan memberikan 
buoga kapada si penitip. 

Dalam hubungannya dengan perlindungan kepentingan 
nasabah dalam kegiatan bank di bidang liabilities ini, kiranya perlu 
diperkirakan pembentukan suatu lembaga yang dapat menjamin 
babwa dana nasabah yang disimpan pada bank terjamin 
paagembaliannya Apabila suatu bank dililruidasi, maka nasabah 
akan memperolab paaggantian dananya dati lernbaga penjentin 
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dimaksud. Mengingat nasabah dalam kegiatan sebagai pelepas ua:ng 
jika dibandingkan dengan kegi.atan bank di bidang aset, maka 
kepentingan bank secara yuridis sudah lebih mantap. Kiranya adil 
dan w~ar apabila kepentingan nasabah dan bank seeara 
yuridismaupun finansil mempunyai kualitas yang sama '"'' 

3. Hubungan Sewa Menyewa 

Hubungan sewa menyewa yaug terjadi antar nasabah dengan bank 

tercermin dalam hubungan sewa menyewa kotak pengarnanan simpa:nan 

atau safe deposit box. 

"Kotak pengaman simpanan atau Si1fo deposit box ad!!lab 
salah satu sistem pelayana:n bank kepada masyarakllt, dalam bemuk 
menyewakan boks dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang­
barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah 
menympan sendiri ktmci boks pengaman ten;ebut Ko!ak pengaman 
atau safe deposit box adalah simpanan dalam bentuk tertutup. dalam 
ani, Jllljabat bank tidak bolah memeriksafmenyaksikan wujudlbentuk 
barang yaug disimpan "'' 

Kotak pengamanan simpanan atau safe deposit box yang juga 

dikenal sebagai SOB merupakan suatu jasa yang dapat diberikan oleh bank 

umum kepada nasababnya sebagaimana disebuikan dahun pasal 6 lruruf (b) 

UU Perbankao. Layanan ini biasa kita jumpai pada bank-bank belskala 

basar dan pada lempat-tempat tertentu. Biasanya salah satu syarat yang 

digunakao oleh bank untuk mencegah terjadinya kekurangan tempat 

peayimpanan adalah bahwa pibak yang dapat menyewa SOB merupakan 

nasabah bank tersebut 

Hubungan sewa meayewa antara bank dengan nasabah timbul pada 

saat ditandatanganinya perjanji.an sewa meayewa antara nasabah dengan 

bank tersebut Perjanj!an tersebut memuat seluruh ketentmm dan syarat­

syarat penggunaan SOB termasuk penyelesaian sengkata anwa nasahah 

dengan bank. Pada perjanjiaa itu pula diatur jangka waktu sewa meayewa 

berlaagsung serta apa saja yang depat disimpan dalam SDB. 

41 Jbid,lul.t 22. 

<~ Hemumsyah, Htikum Perbankan Na:riO'fUJl lndl7fJc,'fia, edisi revill'i, Kencana Prenada 
Media Group, Jaks.tta, 2008, ho.l. 89. 
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Disamping hubungan kontraktual, hubungan antara bank dengan nasabah 

tercipta berdasarkan asas kepercayaan (fiduciary relationship). Karena nasabah 

percaya kepada bank maka nasabah menggunakan jasa bank tersebut Oleh karellll 

itu bank beropaya menjaga dan meme1ihara kepercayaan nasabah guna kelancaran 

usahanya. 

"!'ada unrumnya kegiatan bank di bidang jasa tunduk pada 
ketentuan tentang pemberlan lrnasa, yaitu suatu persetujuan dari seoreng 
)lllllg memberikan kelrnasaan kepada orang Jain yang menerimanya, untuk 
dan atas nama nya menyelenggarakan suaru urusan. Dalam kegiatan ini, 
bank berkedudukan sebagai penerima lrnasa dan llliSabab sebagai pemberi 
lrnasa Kegiatan bank di bidang jasa ini tunduk paria katentuan tentang 
pemberian kuasa Misalnya, kiriman uang, inkaso (collection), delegasi 
kredit, dan sebagainya 

Selain itu, terdapat pula kegiatan bank di bidang jasa yang tidak 
tunduk pnda ketentuan tentang perumggungan. yaitu suatu pmetujuan dari 
pihak ketiga, guna kepentingan si berhuumg manakala orang ini sendiri 
tidak memenuhinya 

Dalam hal ini, Sank Garansi adalah kegiatan bank di bidang jasa 
yang tunduk pada ket<ntuan tentang persnagguogan Dabun kagiatan 
penerbitan Bank Garansi, maka bank berkedndukan sebaga!J""g dijamin 
dan pihak ketiga berkedudukan sebagai pemagaug jaminan' 

Walaup1111 UU Perbankan tidak meugatur secara tagas meugenai asas 

kapercayaan, tetapi asas kepercayaan dapat kita jumpai dalam pasall angka 5 UU 

Perbeukan yang meuyebeakan bahwa "Simparum adalah dana yang dipercayalcan 

oleh masyarakat kepadu bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalarn 

bantuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk Iainuya yang 

dipersarnakan dengan itu." Dari definisi yang dibarikan oleh UU Perbankan dapat 

kita ketabui bahwa dasar atau alasmt masyarakat meuyimpan donanya kepada 

bank (dalam bubuugBtl penyimpanan) adalab kepeTCll)'am Dengan adaoya 

kepercayaJill llllSabah Jcapada bank, maka hubungan tersebut merupakan suatu 

fiduciary relatifffl (sekalipun tidak secara eksplisit disebut dernikian). Oleh karena 

itu, hubungan hulrnm antara =ebah deugan bank ber!aku juga norma-norma 

<l.l )bid. hal 23. 
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hukum dan praktik perbankan (banking practices) yang berlaku dan telah dikenal 

di dunia petbankan intefllliSional."' 

Selain llu, secara nonnatif fiduciary relation dapat dipahami melalui 

penjelasan pasal29 UU Perbankan yang menyatakan: 

"Mlmgjngat bank terutmna bekerja dengan dana dari masyarakat 
yang disimpan pada bank alas dasar kepercayaan, setiap bank pedu terns 
menjaga kesehatannya dan memelihata kapercayaan masyatakal padanya" 

Fiduciary prlllciple juga dapat dipabarni melalui pasal S ayat (I) UU 

Perbankan yang juga merupakan ketentuan nonnarif tentang prudentll.ll principle 

yang menyatakan bahwa: 

"Daaam mernberiken kradit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 
Syariah, Bank Umum wajib mernpunyai keyakinan berdasarkan analisis 
yang mendalam alaS iktikad dan kemampuan serta kesenggupan Nasebab 
Debitur untuk metunasi utanguya atau mengembali.ken pembiayaan 
dimakand sesuai dengan yang diperjanjikan." 

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui hubungan anll!ra bank dengan 

nasabaimya adalah hubungan kon1raktual yang dilandasi asas kepercayaan. 

Mengingat pentingnya menjaga hubungan baik antara bank dengan nasebahuya 

serta peranaan bank dalam perelronomian negarn, maka hubungan anll!ra bank 

dengan nasebahnya wajib dijaga Oleb karena itu, pengawasan terhadap hahungan 

bank dengan nasahaltnya pedu dilingkatken. Selaln itu, mengingat s'liarab bank di 

Indonesia yang sempal mengalami kehancuran pada tebun 1998 karena teljadinya 

ktisis di Indonesia menyebahkan turunaya kapercayaan nasebeb kepada bank, 

maka diperlukan pengawasan yang lebih ketal dan lebih detail. 

2. 1. 5. Pengertlan dan Kriteria Bank Kerja Baik 

" A. Bank Kinerja Baik (BKB) adalah bank yang memenuhi !criteria 
selama 3 tahun terakhir sebagai berikut: 
I. Memiliki modal inti lebih besar dari Rp. 100 Millar; 

41 ibid, hal26. 
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2. Memiliki tlngkat kesehatan secara keseluruhan tergolong sehat 
{sekurang-lrunmgnya peringk>l komposit 2) dengan faktor 
manajemen tergofong baik; 

3. Memiliki rasio kewajiban pemenuban modal minimum (CAR) 
sebesat 10 %; 

4. Memiliki tala kelola (governance) dengan rating yang balk 
R BKB be!potensi untuk menjadi Bank Jangkar apabila memenuhi 

kreteria sebagai beriknt: 
L Bank memiliki }rupasitas untuk tumbuh dan berlrembang dangan 

baik, didukung dengan perrnodalan yang lruat dan stabil serta 
memiliki lrununnpuan mangabsorbsi risiko dan mendulruag 
kegiatan usaha. Hal ini tercermin deri minimum CAR 12% dan 
rasio modal inti (Tier 1) minimum 6%, 

2. Bank juga memiliki kemampuan uatuk tumbuh secara 
berkesinambuogan yang tercermin dati profitabilitas yang baik 
Hal ini tercemrln dari rasio Retwn on Aset (ROA) minimal 1.5%. 

3. Bank be!peran dalam mendukung lin!gsi intermediasi petbankan 
guna mendorong perkembangan ekonomi nasional yang 
tercermin dati pettumbuhan ekspeosi kredit sesuai dengan 
prinsip kehati-hatian. Hal ini tercermin dati pertumbuhan 
ekspansi kredit secara. riU minimum 22% per tahun atau LDR 
minimum 500/o dan rasio non performing loan di bawah 5% (net). 

4. Bank 1elab meojarii perusabaan 1erbuka alaU memilild rencana 
untuk menjadi perusaboanterbuka dalam waktu dekat 

5. Bank memiliki kemampuan dan kapasitas untuk "";!1iadi 
konsolidator dengan tetap memenuhi !criteria sebagai BKB.' 

2. 1. 6. l'tlih>dWlgno Terlladap Nasabab Dalam Sis....., l'erllaakaJI 

Indonesia 

Dalam sistem perbankan Indonesia, perliadWJgan teihadap nasabah 

t!1llllympan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakoi: 

T. Perlindungan secant Implfsit (Implicit l)eposit Protection). yaitu 

perlindurtgan yang dihasllkan oleb pen.gawasan dan pembinaan bank 

secara efektiJ; sebingga dapat mengbindari teljadinya kebangkrutan dapat 

d!peroleb melalui: 

a UU Perbankan serta peraturan peleksananya, 

b. Pet!indqan yang dllakokan melalui pengawasan dan pembinaan 

efektif yang dilalrukan oleb Bank Indonesia, 

Jl Dc~cmcn Uukw:n Wm lJ.AM. Op. Cit., bt\.1. 34-35. 
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c. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga 

pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada 

umurnnya, 

d. Memelihara tingkat kesehalan bank, 

e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-batian, 

t: Cara pemberian kredityang tidak memgikan bank dan kepentingan 

nasabah, 

g Menyediakan infonnasi resiko pada nasebah. 

2. Perlindungan secara Eksplisit (Explicit Depostt Protection}, yaitu 

perlindungan dip....,leh melalui pembentukan !embagn yang menjamin 

simpanan masyarakat sehingga apabi!a terjadi bank gaga! dana simpane 

akan diganti oleh lembaga tersebut Dalam hal ini yang dimakaud 

pemberian perliodungan secara eksplisit adalah perlindungan yang 

diberikan oleh Pemerinsah melalui Lembagn Penjamin Simpanan. 

2. 2. BANK INDONESIA 

"Bank sentral adalah lernbaga negara yang mernpuoyal wewenang 
untuk mengeluml:an ala! pembayeran yang sah deri sualu negara, 
merumuskan dan melakaanakan kebijakan moneter, mengatur dan 
menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi 
perbankan, sella ruenja!ankan fungsi sebagai lender of last resort. Bank 
yang berfungsi menjalankan kewenanagan sehagai bank sentral di 
Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Sesuai dengan 1""\iela.san pasal 23 
Undang-Undang Dasar 1945, yaltu Bank Indonesia yang akan 
mengelumkan dan mengatur peredaran ":::f lrertas. Kedudulam demilciao 
selanju1nya diatur dalam undang-undllllg 

Sebagaimana telah dijelaakan di atas, berdirinya Bank Indonesia sebagai 

salu·satunya bank sentral yang ada di Indonesia merupakan eroanat deri pasal 23 

D perubahan keemplrt UUD 1945. Oleh karena itu, pemarintall membentuk Benk 

Indonesia melalui Undang·undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

yaog diterbitkan pada taoggol 17 Mei 1999 dan mulai berlaku s!!jak diterbitkan" 

Dengan dibentuknya undang-undang t""ebut maka secara tegas daplrt kita 

~ M1IDnmmt~d djwnh!ma, Op. Cit., hal. 11&. 
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simpulkan bahwa amana! sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945 telah 

dijalankan oleh pemerintah. 

Seiring berjalannya walrtu, undang-undang tersebut tentunya hams 

disesuaikan dengan keadaan. Dengan demikian undang-undang tersebut dirubah 

dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang 

nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang berlaku s(ljak diterbitkan yaitu 

pada tanggal !5 Janueri 2004. Akan tetapi pada tanggal !3 Oktober 2008 

dikefuarkarmya Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang tentang 

perubeban kedua - Undang-undang nomor 23 tahun 1999 le!llmlg Bank 

indonesia yang selanjutnya ditetapkan sebegai Undang-undang No!l1()r 6 tahun 

2009. Kesernuanya itu untuk selanjutnya disebut UU Bank Indonesia 

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat 

di lbu Kota Negara yaitu Daerah Kbusus Jbukota Jakarta Akan tetapi, Bank 

Indonesia dapat mernpunyai kantor-kantor baik di dalam wilayah Republik 

Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia Dalam hal Bank Indonesia 

mendirikan kantor di dalam wilayah Indonesia, kantor ten;ebut akan disebut 

sebegai kant<>r cahang. Apabila kantor ten;ebut terletak di luar wilayah Republik 

Indonesia, malta kan«>r tmebut akan disebut sebegai kantor perwakilan. Tugas­

tugas serta wewenang yang dimiliki oJeh kantor cabang maupun kantor 

perwakilan sama deugau tugas dan wewenang yang dimiliki oleb Bank 

indonesia 41 

Status hukum Bank Indonesia dapat kita ketahui melalui UU Bank 

Indonesia Dengan adanya UU Bank Indonesia maka Bank Indonesia mertiadi 

suatu bedan usaha yang berbadan hokum serta berdiri sendiri (mandiri). Oleb 

karena itu, pemerintah tidak dapat ikut campur ataupun mengintervensi kegiatan 

Bank Indonesia 411 

·~emandlrian Bank Indonesia menyebabkan pihak lain dilarang 
untuk melakukan segala bentuk cernpur t>ngan temadap pelaksanakan 
tugas Bank Indonesia Namun, sebaliknya Bank Indonesia wajib pula 

,()ibid., J:wl ll9. 

411 Pa...at 9 ayat (1) tn:J Bnnk lndom:!lio. 
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menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak 
mana pun. Akan tetapi, dalam kemandiriannya tersebut Bank Jndonesla 
tetap wajib menyampWkan 1aporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat sedangkan laporan keuangannya diperiksa oleh Badsn 
Pemerik:sa Keuangmt 

Pelarangan dan kewajiban penolakan campur Iangan ini 
di.maksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan 
wewemmgeya secara efektif. Oleh karenanya, jelas apabila temyata 
perbuatan pihak tertentu nrembuat secara langsung atau tidak langsung 
mempengaruhi kebijakan dalam pelaksanaan tug8.'l Ban.l< Indonesia, maka 
dikatagnrikan sebagai campur tangan, tetapi tidak tennasuk dalaru 
pengertian cam pur tangan, yaitu keJja samn yang dilakukan oleh pihak lain 
atau bl!lltuan teknis yang diberikan oleh pihak lain alas permintaan Ban.l< 
Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya"'" 

Berbeda dengan ban.l< sebelumnya, B8llk Indonesia mempunyai tujuan 

yaitu mencapai dan memelibara lrestabilan nilai rupiah". "Tujuan lrestabilan nilai 

rupiah ini, yaitu untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berl<elanjutan 

dan meningkatkan kusejahteraan rakyat."" Untuk mencapai tujuannya B8llk 

Indonesia wajib melaksanakan kebijakan moneter secarn berkelanjutan, konsisten, 

transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang 

perekonomian52
• 

Selain tujuannya beroeda, Bank Indonesia juga mempunyai tugas berl>eda 

Dalarn pasal 8 UU Bank lnd<>nesia disebutl:an bahwa tugas Bank Indonesia dapat 

dikatagorikan lllau digolongkan menjedi 3 (tiga) kelornpok yaitu: 

1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter''; 

,f} Muhlwruml Djt.imb.tuut,. Op. Cit .• hal. 120, 

!10 Pasai 7 ayat(l) UUBnnk fudoncsia. 

'l MuhbBIIlttd Djumhma, Op. Cit., hal. 119. 

n PasaJ 7 ayat (2) UU Bank Indonesia 

» Da1am menjaltwkan tugasnya tersebut. Bank Indonesia mempunyai wewenang 
sebsgaimana diatUT tebi"h tanjut delsm Hab TV UU Hank Tndtmesia yang herjudul Tugas 
Meootapkm dan :Melaksm:ufkan Kebijekan Moneter. Wewenang ymg dimi1ikl oleb Bank 
lndonesin dlntur dnlam pnsa1 1 0 aynt ( l ) UU Rank Indonesia yang meliputi: 

a. ntenetapkan !ll'.lStl'tan-sasamn moneter dengm mem.·pertuillkansasatM laju inflasi; 
h. melakubm nengenda!ian mooeter dengan menggunakan earn-cam yang lerma::ruk telapi 

tidak tetbatas pada: 
1} opernsf pm;nr terhuka di ~ unng built rupiah maupun vnluta ~ng~ 
2) penetspan tingkat disknnto; 
3) penetape:n cadangan wajib minimum~ 
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2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembeyaran"; 

3. mengatur dan mengawasi Bank 

Seperti telah dijelaskan sebelurnnya salah satu tugas Bank Indonesia 

adalah mengatur dan mengawasi selurah kegiatan usaha yang diselenggarakan 

oleh bank-bllrlk yang ada di lndonesin, maka Bllrlk Indonesia dalam menjalllrlkan 

tugasnya tersebut diberi kewenangan melalui pasal 24 UU Bank Indonesia untuk 

melakakan bal-bal sebagai berikut: 

1. menetapkan peraturan, 

2. memberikan dllll mencabut izin alas kelembagaan dan kegiatan useha 

tertentu dari Bank, 

3. melaksanakan pengawasan Bank dan mengenal:an sanksi terhadap Bank 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dalam menja!ankllll tugas Bllrlk Indonesia sebagal pengawas d!lll pengatur 

bank, Bllilk Indonesia barus berpadoman kapada :retiap peraturan yang berlaka 

untuk Bank lndonesin, yaitu UU Bank Indonesia Disamping berpadoman pada 

pernlumn tersebut Bllilk Indonesia dalam meqja!ankllll tugasnya juga barus 

memper!tatikan peraturan yang beriaku bagi perbankan yaitu UU Petbankan. 

"Ada lima tujuan men gape industri perbankan perlu diatur, yaitu: 
1. Menjaga keamanan bank; 
2 Memungkinkan terciptanya iklim kompetisi yang sehat; 
3. P....,barian !credit dengau tujuan kbesus; 
4. Periundungau terhadap nasabah; 
5. Terciptanya suasana kondusif begi pengambilan kebijakan 

moneter.'65 

4) perlgo.ttran kredit ntau pembinyann, 

~ Tugas Hank lndonell'ia untu:k mengatur dan menjaga Ristem pemboyBl'lU'I diatur lehih 
Janjut da1am Bah V pts.ul 15 sampai dengan pasal 23 UU Bank l'ndoaesia dengan judul Tugas: 
Mengah1r Dan Met9aga Kelancaren ffistcm Pmnhayanm , untuk itu l::!erda.'!8rlr pn:<>al 15 ayat (I) 
UU Bank Indonesia. Bank lndoncsia bc:rwct:mng untuk: 

L melaksanakan dan memherikml persetujuan dan izio ara. .. peoyelettggarnan ja~ sistem 
pemb!ly"""; 

2, mcnwjib'kan penyelenggtrra jnsa sistem pemb!tym;m untuk menyampaik1m lapomn 
k:ntang kcgiattmnya; 

3. memtapbn pengguruuma1at pemhaynr8fl. 
"Ntndyo Pr:cmonn, l.oc. Cit., hal. 211 
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Pengawasan Bank Indonesia terhadap suatu bank term3.'3uk pengawasan di 

dalam menjalankan prinsip kehati-hatian antara lain syarat keeukupan modal, dan 

fit and proper test. Disarnping prinsip kehllti-batian, Bank Indonesia juga 

me!akukan pengawasan temadap penetapan ketentuan yang berkaitan dengan 

Batas Maksimum Pemberian Kredit, Penyisihan Aktiva Produktif, Pembentukan 

Penyisihan Aktiva l'roduktif, l'osisi Devisa Neto, dan sebagainya. 

"Mengapa Bank Indonesia sangat betkepentingan temlldap 
pengmurnn dm pengawasan terhlldap petbankm termasuk masalah­
masalah y311g berkaitan dengan pelalGanakan prinsip-prinsip petbankan, 
hal ini didasarkan pllda empa1 pertimbangan utama, yaitu: 

1. l'entingnya posisi bank dalarn sistem keuangm, terutama 
dalam sistem pembayaran dan kliring. 

2. Sistem perl>ank311 merupakan suatu sistem yang berpotensi 
menimbulkan babaya, berkenaan d- operasional 
perbank311. 

3. Sifat dari pelji!J1iian bank 
4. Moral hazard yaog timbul dari peranan perbankm sebagai 

the lender of the /an resort periu diantisipasi secara terus­
m....,... olah pemerinrab.,. 

Sebagaimana telah dijelaskan di etas bank memiliki peran yaog penting 

dalam perekonomian. Ada dua alasan kenapa bank memegang peranan penting. 

yaitu: perlama~ karena bank merupakan suatu institus1 yang memberikan 

pinjaman kepllda masyarakat (sebagai sumber aliran dana) dan /redua, lldanya 

keterkaitan bank yang satu dengan yaog lain menyebabk311 bank renmn temlldap 

efek menular yang terjadi dari kegagalan operasional suatu bank. Disomping itu 

pengawasan o1eh Bank Indonesia juga merupakan salah satu pernnan untuk 
menjage kepercayaan masyarakat karena pllda kenyataannya nasahah bank 

mendelegaslkan tugas untuk meogawasi lembaga keuangan tersebut kapllda 

oloritos perbankan. Oleh karena itu merupalGu hal yang wajar epabila institusi 

perl>ankan diawasi serta dijaga eksistensinya 

Secara teoritis terdapat erupat prinsip dasar yang digunalGu oleb bank 

dalom menjalankm usahanya, yaitu: 

36 Ibid..lwl...W?. 
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I. Prinsip kepercayaan (fiduciary {lftnctp/e, fiduciary relaNon) 

Sebagaimana telah dijelask-an di alas, bahwa hubrn1gan an!ara 

nasabah dengan bank adalah hubungan kepercayaan Oleh karena itu, 

prinsip kepercayaan merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang 

teguh dalam mengelola bank Cara yang digunakan oleh bank untuk 

rnenerapkan prinsip kepercayaan ini antara lain dengan menjalankan 

prinsip kehati-hatian. memberiken keterangan serta nasehat kepada 

nasahah penyimpan dana terkait dengan resiko yang mungkin teljadi 

sebagaitnana menjadi kewajihan bank berdasarkan pasal 29 ayat (4) 

uu Perbankan 

2. Prinsip kerahasiaan (confidential principle, conjldenttaJ relation) 

'cprinsip kerahasiaan bank menjadi sangat penting 
dijaga dalarn industri perbanken kerena prinsip tersebut 
merupakan jiwa dari industri perbank-an. Stabilitas sistem 
keuangan akan dapat goyah jika bank tidak menganut prinsip 
kernhasiaan ini. Jika identitas atau keberadaan nasabah dan 
simpananya atau rekeningnya, misalnya rekening giro soorang 
nasabah bank tanpa alasan hukum yang kuat begitu mudah 
diterobos oteh pihak yang ridak beri<epentingan dengan 
rekeuing giro tersebut atau dibocorkan kepada pihak yang tidak 
berkepenringan, dampaknya sudah dapat dipasrikan bahwa 
pemilik rekenlng akan memsa privasinya terganggu. Dapat 
dipasrik-an jika nasabah t""'ebut merasa tidak aman legi 
berkaitan dengan harta milik yang disimpan di suatu bank 
tertentu, la akan memindahkannya ke sarana investasi yang lain 
yang dirasa lebih rnenjanjikan keamanan dan 
kerahasiaannya. '"'' 

Tujuan utama bank bukelja dengan mengegungkan prinsip 

rahasia bank adalah agar nasabah memperoleh tingkat perlindungan 

dan penjaminan bukum yang mernadai atas kepercayaan nasabah yang 

diberiken kepada bank untuk mengelola dana yang disimpannya 

"'I Ibid., hal. 245. 
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tersebut " Oleh karena itu, di dalarn pasal 40 UU Perbankan 

disebutkan bahwa: 

"Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai 
nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal 
seb~mnna dirnaksud dalarn Pasal 41, Pasal 41A, PWlal42, 
Pasal43, Pasal44, dan Pasai44A" 

Dari pl<'lal tersehut dapat kita ketahui bahwa yang menjadi 

rabasia bank menyangkar unsur subjelctif yang menyangkut diri 

nasabah dan UllSl.lf objektifyang menyangkut simpanan nasabah. Akan 

retapi, 5<tiauh mana data yang dimaksud tidak dijelaskan lebih lanjut 

dalam UU Perbankan Demikian pula dalam pet!ie!asan pasal 40 UU 

Perbaokan, hanya menje!askan: 

"Apabila nasabah bank adalab Nasabah Penyimpan 
yang sakaligus juga seb~ Nasabah Debitur, bank wajib letap 
merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam 
kedudukannya se~ Nasabah Penyimpan. 

Keternngan mengenai nasabah selain sebsgai Nasabah 
Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib 
dirabasiakan bank. 

Bagi bank yang melakukan kegiatan seb~ lembsge 
penunjang pl<'lat modal, misalnya bank selaku kustodian dan 
atau Wali Amana!, tunduk pada ketentuan perundang-undangan 
di bidang pasar modal." 

Tetapi dalam UU Perbankan diberikan batasan·batasan babwa 

rahasia bank dapat dibuka dalarn hal: 

l, Untuk kepentingan perpajakan, 

2. Untuk panyelesaian piutang baak yang sudah diserah.kan 

kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Paniria 

Urusan Piuiang Nsgara, 

3. Uutuk kapentingan peredilan dalam perkara pidana, 

4. Dalam hal terjadi perkara perdata antara bank dengan 

nasabehnya, 

Sll Ibid, hti1 246. 
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5. Dalam rangka tukar menukar informasi antara bank.. 

6, Atas permintaan, persetujuan, a1au kuasa dari Nasabah 

Penyimpan yang dibuat secara tertulis, 

7. Dalam hal nasa bah meninggal dunia, maka bank dapat 

memberikan keternngan kepada ahli wari~ 

Maka dari itu, pengaturan mengenai kerahasi!Wl bank akan 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia, anll!ra lain 

Pl!faturnn Bank lndon.,.ia nomor 2/PB!/2000 tanggal 7 Septembl!f 

2000 tentang Persyaratan dan Tala Cara Pemberian Perin!ah atau J:zin 

Tertutis Membuka Rahasia Bank 

3. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) 

'Thlri berbagai sumber dopat disimpullam bahwa yaog 

dimakaud dengan prinsip kebati-batian ndalab pengandalian resiko 

melalui peneropan ~·•• Dalmn UU Perbankan prinsip kahati­

batian tidak diatur. Akan tetapi, dalam pasal 2 UU Perbankan 

disebullam bahwa dalam menjalankan uaehanya, Perbankan Indonesia 

barus menggunakan prinsip kahati-hatian. 

Prinsip kehati-batian dalam perbankan banyak kila jumpai 

dalam hal bank memberikan kredit kepada nasabahuya. Bank wajib 

melakukan berbagai analisis hingga bank menriliki keyakinan babwa 

eaton nasabahnya memiliki kesanggupan uutuk mengembalikan 

pinjaman. Hal ini wajib dilakukan oleh bank karena uang yang 

dipinjarnkan oleh bank merupakan uang hasil p"'!Jhimpuuan deri 

masyarakat Dengan dernikian, untuk menjaga kepercayaan nasabah 

terulama nasabah penyimpan, bank harus menjalankan prinsip kebati­

h.atian 

4. Prinsip mengenaJ nasabah (know your custmner principle) 

"Prinsip KYC adalah prinsip yang diterupkan bank 
untuk mencermati dan mengetabui identitas nasabah serta 

» Jbid,!wl. 262. 
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memmtau kegia:tnn transaksi nasabah, termasuk pelaporan jika 
terdapat transaksi yang diduga mencurigakan. Tujuan 
penerapan KYC adalah untuk mengenal profil dan karakter 
transaksi nasabah sehingga s..:ara dini bank dapat 
mengidentifikasikan transaksi yang diduga mencurigakan 
tersebut, untuk memin.imaJisasi operational risk. legal risk, 
concentration risk, dan reputational rJsk.r.oo 

Untuk memastikan bahwa dalam rnenjalankan kegiatannya bank-bank 

yang ada di Indonesia menggunakan prinsip-prinsip sebagaimana telah dijelaskan 

di atas, maks periu pengaW1!San deri pihak yang berweneng. Menurut UU Bank 

Indonesia, Bank Indonesia merupakan pihak yang memiliki !rewenangan untuk 

melakakan pengawasan teriladap bank. Selain untak kepentingan ekonomi negara 

pangawasan itu juga dilakukan gana melindungi kepentingan nasahah bank. 

"Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia terhadap 
bank dapat berupa pengawasan langsung, yaitu berbentuk pemeriksaan 
yang disusul dengan tindakan perbaikan, juga dapat berupa pengawasan 
tidak langsung, yaitu sualu bentuk pengawasan dini melalui penetitian, 
analisis, dan evaluasi !OjlOmD bank. Dalarn 11111gku pengawasan yang 
dilakukunnya, Bank Indonesia dapat menjalankan pemeriksaan secara 
berkala aekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank Di 
samping itu, perneriksaan dapat dilakukan secara insidentil setiap waktu 
apabila diperlukun untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung 
dan apabila terdapat indikasi penyimpangan. 

Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan buku-buku, berkas-berkas, 
warkat, catatan. dokumen, dan data elekrtonis. termasuk salinan­
salinannya Pemeriksaan ini pula apabila diperlukan untuk memperoleh 
basil yang menyeluruh, maka dapat dilakukan temadap perusahaan 
indukuya, anak perusahaannye, pibak terkait, juga terhadap pibak 
ternfiliasi deri bank yang bersangku!art 

Apabila Bank Indonesia dalam pemeriksaannya menemukan 
kotidakberesan, Bank Indonesia akan m""'anggil Tim Investigasi 
Penyimpangan Perbankan (riper) yang basilnya dilaporkan kepada 
Komite Evaluasi Perbankan (KEP), yaitu forum yang terdiri alas pejabat­
p!ljahal.,.elon n pada Bank Indonesia t=ebut 

Dalam hal pemeriksaan bank ini, Bank Indonesia dapat 
menugaskan pihak Jain untuk dan alas nama Bank Indonesia 
melaksanakan perneriksaan. Pihak lain yang dapaat melaksanakan 
pemeriksaan ini, misalnya akunllln publik, dan dapat dilakukan sendiri 
atau bersama-sama dengan Bank Indonesia Perneriksaan temadap bank 
yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut merupakan pemeriksaan 

00 Ibid .• hu1 218. 
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setempat sebagai pengejawantahan dati pendelegasian wewenang Bank 
Indonesia sela.ku otoritas pembina dan pengawas bank 

Selaku otoritas pembina dan pengawas bank, maka Bank Indonesia 
menjalankan upaya dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut 
aspek kelembagaan, kepemilil<an, kepengurusan, kegiatan usaha, 
pelapunm, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegialan operasiomil 
bank Peleksanaan tugas pengaluran ditetapkan dalam benluk produk 
Peranmm Bank Indonesia. Materi yang termuat dalam Peraturan Bank 
Indonesia tersebut pada dasamya berupa ketentuan~ketenuan perbankan 
yang mengarahkan terlaksananya perinsip kebali-hatian dengan tujuan 
untuk memberikan rambu-rambu bagi peuyelensgara jasa perbankan 
dalam menjalankun kegiatan usabeuya sebingga ten:apai sistem perbankan 
yangsehal,., 

Berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang peri>:inan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 UU Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat 

melakukun tindakan-lindakan sebagai berilrut 

• memberikan dm meocahut izin usaha bank; 

• memberikan izin pembukuan, penutupan, dan pemindaban kantor bank; 

• memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kupengarusan baok; 

• momberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatarrkegiatan 

usaha tertentu. 

"Dalam kurangka pengawasan ini pula apabila Bank Indonesia 
mempunyai dugaaa tertentu, dapat memeriatalakan suatu bank untuk 
mengherrtikan sementara sebagian atau seluruh keiatan transaksi tertentu 
apabila meaurut penilaian Bank Indonesia te!hadap suatu transaksi patut 
diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Langkab 
selanjutnya Bank Indonesia berkewajiban meng1rim tim pemeriksa untuk 
meneliti kelrenaran alas dugaan tersebut sehingga ditemukan 
kesimpulannya. Apabila tidak diperolab bukti yang cukap kaat, Bank 
Indonesia pada heri itu juga lmrus mencabut periatab penghentian tersebut 

Dalam perkembangannya menyangkat tugas pengawasan, bank ini 
selanjutuya olab Bank Indonesia akan diserabkan kepada lemboga 
pengawasan selctor jasa kanangan yang independen, tetapi tetap ada 
keterkaitan dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Lemboga 
(supervisory baard) ini dalam menjalankan tugas dan kedudukannya 
berada di luar pemerintah dan berkewajiban rnenyampaikan Japoran 
kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. 
Penyeraban tugas pengawasan inl menungga pembentukan lembaga 
tetsabut, yang paling lam bat akan dilaksanakan pad a 31 Desember 2002. 

"
1 Muhammad Djumhann, Op. Cil,, hoi. 130. 
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Lembaga pengawasan jasa keuangan (:mpervisary !mard) yang 
akan dibenruk ternebut kewenangannya tidak terba!as mengawasi bidang 
perbankan saja, tetapi juga mengawasi perusahaan·perusahaan sektor jasa 
keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiu:n, sekuritas, modal 
ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang 
menyelenggarakan pengelolaa.n dana masyarakat. Bank Indonesia sebagai 
bank senttal meskipun telab terbentuk lembaga pengawasan tersebu~ 
permmnya tidak bias dikesempingkl!n dalam pengawasan bank karena 
lembaga tersebut tetep lmrus mempunyai hubuogan koordinasi yang baik 
dengan Bank Indonesia, diantaranya, menyanglrut keterangan dan data 
makro perbar1l<an yang ada. 

Salah satu instmmen Bank Indonesia dalam palaksanaan 
pengawasan, yaitu berbenruk uji kepantassn dan kelayakan 
mengopemsiken bank (fit tmd proper) nntuk pMgorus dan pemHik benk 
Tujuan tes kelayakan dan kepantasan tersebut agar pillllk·pihak yang 
menggeluti perbankan melaksanakan good corporate governance. Ha1la!n 
yang dlpakai oleb Bank Indonesia dalam pengawasan menyanglwt 
perlcreditan, yaitu pencegahan tindakan mark up kredit y311g dilakukan 
debitur bank Bank Indonesia untuk itu telab mengeluw:kan Pedoman 
Pemberian Kredit Bank, yang dl dalamnya memuat s!lllksi untuk yang 
melanggamya Nam~ terasa bahwa law enforcement itu sepertinya 
belum dilaksanakan dengan baik. Dengan landasan hukum yang baru 
berupa Undang-undang nomor 23 Tabun 1999, maku Bank Indonesia 
dapat rnengharuskan salah satu direksi bank sebagai compliance director, 
yang memastikan bank itu taat pad a aturan perbankan yang ber!aku.""' 

2. 3. LEMBAGA PENJAMJN SIMPANA.N 

Menilik ke belakang terutama sejareb perbankan, tentunya ldta dapat 

mmnpelajari kekurangan-kekurangan dari UU Perbankan kita. Seperti pada tabun 

1998, terjadi krlsis moneter, memhuat kita melihat bahwa per!indungan yang 

diberikan o!eb UU Perbankan yang saa! itu berlaku masih kurang. Banyakuya 

bank yang dilikuidasi pada saa! terjadi krisis menyebabkan banyak nasabab tidak 

percaya kepada bank sehingga banyak penarikan dana oleb nasabab. Antara bank 

yang satu dengan bank yang lain terutama sesama bank yang ada di Indonesia 

memiliki hubungaa dalam sistem kliring 

"Oleh karena itu, kejatuhan suatu bank karena ketidakmampuan 
bank tersebut unruk membayar kewajibannya dalam p35ar umg antarbaak, 
dapat langsung menyababkan kerugian kepada b!Dlk lainaya Bahaya yang 
mungkin thubul karena bank yeng baik sekalipun pada beberapa pasar 

62 lbid., hal 132-133. 
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sekunder dapat dilihat kolektibilitas kredij-kredit yang dijual mengingat 
pembeli yang potensial akan sulit untuk mengatahui infonnasi yang 
speslfik teotang debitur bank Mengingat pooa umumnya nasabah bank 
tidak dapat melakukan pengawasan yang berkelanjutan terbadap 
opernsional bank mereka~ tetapi skala usaha mereka daJam kegiatan 
ekenomi cukup penting, maka peranan yang pcnting dari otoritru! pengatur 
dan pengawas perbankan adalab mengawasi tindak tanduk dari bank 
secara efektif dan efislen. • .63 

Mengingat parahnya akibat yang ditimbulkan terhadap keper<;ayaan 

masyarakel; maka pernerintab melalui UU Perbanken dan UU Bank Indonesia 

membenlran perlindungan ternadap nasabab bank tennama nasabab penyimpan 

bank. Salah satu wujud nyata perlmatan pemerintab dalam melindungi 

kepentingan nasabab bank adalab membentuk Lembaga l'el1iamin Simpanan 

(untuk selanjutnya disebut LPS). Berdasarken pasal 378 UU Perbanken 

menyebutken bahwa setiap bank Wl!jib mer1iamin dlllla nasabab yang disimpan 

kepada bank. maka untuk menjamin dana tersebut dibentuldab LPS. Secara t:idak 

langsung pembentukan LPS merupakan amana! dalam pa.al 37B UU Perbanken 

guna melindungi nasabah bank. 

LPS merupakan suatu lembaga independeo, akuntabe~ dan berbndan 

hukum yang didirikan oleh Pemerintab berdasarken Undang-undang nomor 24 

tabun 2004 tentang Lembaga Pmjarnin Sintpana jo Undung-undang nomor 7 

tabun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-undang 

nomor 3 tabun 2008 tentang perubeban atas Undang-undang nomor24 tabun 2004 

tentang Lembega Penjarnin Simpanan menjadi undang-undang (untuk selanjutnya 

disebut UU LPS), yang bertl1juan untuk memberiken perlindungan kepada 

simpamm nasabab di bank. Pada saat dibentuk, LPS buken merupakan lembaga 

yang baru dikelllll di Indonesia S'liak tabun 1973, kita sudab .,..genallembaga 

penjamin simpanan dengan dike1uarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 

tabun l SY73 tentang Jaminan Sintpanan Uang pada Bank yang didasarkan pada 

pasal30 Undang-undang nomor 13 tabun 1968 tentang Bank S-al dan pasal31 

ayat (!) Undang-undang nomor 14 tahun 1967 tenlang pokok-pokok perbankan. 

Akan tetapi, lembaga tersebut bukan meropakan lembaga yang berdiri sendiri 

seperti halnya LPS yang ada saat ini. 

"'Nllldyo Prltltlono, Op. Cit, b.r:tl. 267-2613. 
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"Later belakang dikeluarkannya peraturan tersebut, yaitu untuk 
meningk!!!kan min at masyarakat berhubWlgan dengan lembaga perbankan, 
memperluas lalu lintas pembayaran giral, juga unJuk meningkmkan 
kepen:ayaan masyaraka! terhadap keberadaan lembaga perbankan. 
Ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai asuransi deposito tmebut 
sangatlalt ideal, yaitu: 

1. Sernua bank keruall bank asing diwajibkan menjaminkan 
simpanan uang piltak ketiga, baik berupa giro, deposito, maupun 
tabungan. 

2. Penyelenggara jaminan, yaltu Bank Indonesia, dengan tugas 
menjamin simpan.an uang plhak ketiga yang terdaftar pada bank 
terjamin atas nama perorangan, perkumpubm, dan hadan-badan 
lainnya, keruall simpanan giro, deposito, dan tabungan milik 
pemerb!!lab dan bank; memungut preeti jaminan, dan bertiudak 
sebagai pengampu dan atau lilruidator.""' 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat kita ketabui baltwa sebelum adanya 

Ll'S jaminan yang diberikan oleh pemetintah merupakan blanket guarenly, 

artinya pemerintah menjamin semua kegiatan usaba yang diselenggarakan olab 

bank Pelaksana dari lembaga asuransi deposito ini adaiab Bank Indonesia dengan 

tujuan agar dapat d~aksanakan dengan lebih efektif dan efisie!l 

"Kegiatan lembaga penjamin tersebut temyata tidak etektif, 
bahkan sepertinya tidak dilaksanakan. Kaberndaar lembags tmebut tidak 
dilanjutkan dalarn Undang-Undang nomor 7 taltun 1992 tentang 
l'erbankan saltingga sewaktu terjadinya lilruidasi empat bolas bank pada 
bul1111 November 1997 tidak dapat diselesaikan olalt suatu lembaga 
penjaminan saltingga mengakibatkan tunmnya rasa kepercayaan 
rnasyanakat temadap dunia perbankan. Hal dernikian disadari pernerintah 
saltingga tidak lama kemudian pemerintah melakukan pembayaran uang 
nasabahdari bank-bank yang lerlikuidasi, berdasarkan Keputusan l'residen 
nomor 26 tabun 1998 tentang Jaminan terhadap ~iban Pembayaran 
Bank Umum. Tindakan dendkian merupakan tindakan pemarintah yang 
betsilht cash program, dimjukan untuk mengbindarkan semnkin buruknya 
pereknnomian nasional. l'enjarninan l'ernbayaran d1111a nasabah 
sebagaimana ruatur dalam Keputusan Presidan tersebut berslfat sementara 
hanya berlangsung sampai 26 Januari 2000. "'" 

(;I Mub.tunmad Djwnlw:ui, Op. Cit., hal. 143. 

c Ibid., hal. 144. 
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Dengan langkah pemerintah yang demikian, berhasil mengembalikan 

kepercayaan masyarakat kepada instirusi bank Namun, hal tersebut juga 

memberatkan pemerintah karena seluruh hiaya penggantian diambil deri anggaran 

negara dan jaminan yang diberikan sangatlah luas. Oleb karena itu, Pemerintah 

membentuk LPS pada tahun 2004 yang bertujuan untuk membatasi jaminan yang 

diberikan sebingga tidak membebani anggaran negara disamping tetap menjaga 

kepereayaan mnsyaraket 

Dalam UU LPS, disebatkan bahwa LPS berkedudukan di lbukota negara, 

dan LPS dapat membuka bntor perwakilan di selurub wilayah Indonesia. 66 

Secara tidak langsung bal tersebut mengegaskan kantor pusat LPS ada di DKI 

Jakarta dan LPS dapat membuka kantor perwakilan dimanapun yang dirasakan 

perlJL Disamping di wilayah Indonesia, LPS juga dapat membuka kontor 

pexwakilan di lua:r wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam penjelasan 

penal3 UU LPS. 

Ada 2 fungsi LPS sebagaimana dimakand dalam pasal 4 UU LPS, yaitu 

pertama menjamin simpanan nasahah penyimpan, dalam bal ini LPS hertugss 

untuk merumuskan dan -pkan kebijakan peloksanaan peojaminan simpanan; 

dan melaksanakan penjaminan simpana. 67 Unluk melakukan penjaminan 

sebagaimana dimalcsud di atas, LPS berwenan/' antara lain untuk menerik prami 

kepada bank alas dana lll!Sahah Besamya preesi tersebut serta tala cara 

pembayarun ditetapkan oleb LPS. Selurub bank yang melakukan kegiatan usaha 

u; P.:t._>;a) 3l)lJ T.PS. 

61 Pasal5 ayat(l} UlJLP::t 

ill! Datam pa..<;:.~l 6 UlJ T .PS, kita dopat menji.Jl'!IP'li wewcnang ynng dibenlrnn oleh Uruian£~ 
uru!ang kepada LPS meliputio 

a. menetnpklm dnn memtmgut premi ~amirum; 
b. ~d<m,..,._,kcnlribusi ~- b.lnk .,..-akalimapjadi """"""; 
c. mciokukan pengelo1all1l kekayaan dan 'ke\vajiban T PS: 
d. mendapal.bn data simpanfm llBSS.b:lh, data keselurtan bank. Iaporao. !reuangan bank,dan 

Tapornn htl<rll pemeriksmm btmk sepanj:zt1g tidak melangp kernhruriuan bank; 
e. melakukan rekonsilissi, vmtwm, danlatau konfumasi alas data sebagaitruma dimalcmd 

pada huruf d; 
f menetaplmn syarat, late ctmt, dan ketent'\Jan pembayamu k1aim; 
g. menunjuk, mengtlttm~ktm. danlatDu menugaskan pihnk 1:rin untuk; hertindak bagi 

kcpentitl,gan dan/atau ata.s lllll:lllllPS, guns melaksanakan sebagian lU@as terlllntu; 
h. melakukan penyuiuhan kepad.a hank dan masyarakal tentang penjaminan simpanan; dan 
i. menjaruhkan sa:nkm administmtit: 
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di Indonesia diw~ibkan untuk ikut serta dalam penjaminan ini'". Yang ditrulksud 

dengan bank di sini termasuk seluruh bank umum dan BPR, letapi ridak termasuk 

Badan Kradit Desa. Walaupun diw'\iibkan untuk menjadi peserta LPS, tetapi 

sejauh ini tidak ada sanksi yang diberikan kepada bank apabHa mereka tidak 

menjadi peserta LPS. Simpanan yang dijamin oleh LPS sebagaimana disebutkan 

dalam pasallO UU LPS meliputi simpanan dalam hemuk giro, deposito, sertifikat 

deposito, talmogan, dao atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengao itu. 

Dengan domikian, dapat lcita simpulkan bahwa segala bentuk simpaoan nasabah 

bank yang berupa uaog dijamin oleh LPS. 

!Utdua, turut aktif dalam memelilmra stabilitas sistem perbaokan sesuai 

dengan keweoangaooya Oleh karena itu LPS berweoang untuk melakukan 

tindakan-tindakao sebagai berikut "' 

l. meromuskan dan meoetapkan kebijakao dalam nmgka turut aktif 

memelilmra stabilitas sistem perbankao; 

2. merunruskao, menetapkao, dan melaksanakan kebijakan penyelesaiao 

Bank Gaga! (lxmk resolution) yaog tidal< berdampak sisteutik; dan 

3. melaksanakan peoangaoan Bank Gogal yang berdampak sistemik. 

Sebagai penjamin simapanan, LPS bertugas seperti layakaya perusahaao 

asuraosi karena LPS juga merupakan suatu penjamin reisko. Dengan objek 

asuraosi adalab simpanan nasabab pada bank yang beroperasi di Indonesia, LPS 

bertindak sebagai penjamin simpanan dengan maksud apabila terjadi sesuatu pada 

bank tmebut dan menyebabkan bank tidak dapat mengembalikan simpanan 

masyarakat maka LPS akan bertugas untuk mengembalikan dana yang disimpan 

oleh nasabab Seperti Jayaknya perusahaao asu=~ LPS juga menetapkan berapa 

jumlah promi yang haros dibayar untuk penjaminan, yaitu 0,1% untuk selwuh 

jumlab simpanan yang ada di bank dengao pedlitungan sebesar (), 1% dari rata-rata 

saldo simpanao pada suatu bank. Pembayaran premi ini dibayarican dimuka 

sebanyak 2 kali dalam setabun. Akan tetapi, besamya premi antara satu bank 

dengan bank lain dapat ditetapkao secara berbeda apabila LPS melihat resiko 

kegagaian bank. Penghitungan premi didasarkan pada saldo rata-rata simpanan 

"!>=!7 ayat(l) UU LPS. 

111 Pasnl 5 ayat (2) UU LPS. 
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nasabah periode sebelumnya dan akan disesuaikan besarnya pada akhir periode 

dengan pembayaran premi untuk periode selanjutnya Selanjutnya besamya 

jaminan yang dijaminkan oleh LPS besamya Ielah dinaikan menjadi sebesar Rp. 

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sejak tanggal 13 Oklober 2008 berdasarkan 

UndMg-u.ndang nomor 7 tahun 2003 tentang Lembaga Penjarnin SimpBllarl 

Sebagai pe!ljarnin, tentunya nasabah berhak untuk meminta pengembalian 

dananya kepada LPS apabila bBllk tempatnya menyimpan dana dicabut ijin 

usahanya. Adapun beberapa kriteria yang harus dipmuhi nasabah untuk 

menjadikan simpananya te!Sebut menjadi simpBllM layak bayar (pasal 19 UU 

LPS), yaitu: 

L Data simpanan nasahah dimaksud tercatat pada b8llk11; 

2. Nasaltah penyimpan bukan merupakan pihak yang diuntungkan secara 

tid ale wajar (nasa bah yang meraperoleh basil bunga jauh di mas tiDgkat 

pasar); danlatau 

3. Nasabah penyimpan bukan mempakan pihak yang menyebabkan 

keBilaan bBllk menjadi tidak seha! (nasebah yang merupakan pihak 

yang menyaltahkan keadaan bank menjadi tidak sehat misalnya 

penerhnn kredit yang kreditnya maoet). 

Penentuan apakah simpanan dana nasabah adalah layak bayar atau tidak 

ditentukan o!eh LPS. Akan tetapi nasahah juga bethak mengajukan keberatan 

terhadap apa yang telah ditetapkan oleh LPS terkait dengan simpanan yang layak 

bayar dengan mengajukan bukti-bukti yang nyata maupun rnelalui pengadilan. 

Selain terdapat persamaan sebagaimana tersebut di alas, terdapat pula 

perbaiaan antara LPS dengan asuransi, yaitu pada asuransi yang membayar premi 

adalah nasabah perusahaan asuransi sedangkan pada b!!l1k, yang membayar premi 

adalah bBllk bukan nasahah Pada perusabaan asurnnsi besarnya premi ditetapkan 

oleb perusahaan asuransi pada awal atau sebelum nasabah pergabung sedanglam 

pada LPS besamya asuransi ditetapkan berdasarkan m!a-rata sfrnpanan nasabah 

dan penghitmlgan besamya premi dilakukan oleh bank 

71 Yang. dllna.ksud terco.t.at disini adnlah: 
I, Dtl.llim pcmb1.lkuan bunk leidapul data~ siznpawn lcrl:>t:bul, Wl'll.l.l'a fain nomor 

rekeninglbilyet. nama Il4Slbah pe!lyimpan, saldo reketti1.1.(;., dan int'OlUlllSi Jainnyn yq 
lazlln berlttku tmtuk rd:en.ing seje:nis;. danlntau 

2. Tc:rdupul 'ookli alinm drum yWlg mcntmjuk.kw:::t kcbcntdftan. simplitUffi lLT.>Cbul 
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Di samping itu, LPS juga berhak untuk membantu menangani bank gagal, 

baik yang berdampak sistemik maupun tidal< sistemik. LPS tidak mempunyai 

kewenangan untuk mengkatagorikan suatu bank sebagai bank sehat ataupun bank 

gaga!. Wewenang LPS timbul apabila Lembaga Pengawas Perbankan (untuk 

se!anjutuya disebut LPP) menyerabkan kepada LPS suatu bank gaga! untuk 

ditindak lanjuti. Oleh karena itu, yang berhak untuk menentukan suatu bank 

tennasuk bank gaga! ada pada LPP. Hinsga saal ini Bank Indonesia bertindak 

sebagai LPP. 

Perumganan bank gaga! o!eh LPS dibagi menjadi 2 (dua} katagori yaitu 

perumaganan bank gaga! berdampak sistemik dan bank gaga! yang tidak 

berdampak sistemik. Hal ini dikarenakan dampak yang timbul antarn bank yang 

berdampak sistemik dengan bank yang tidal< berdampak sisternik sangatlah 

berheda. Uutuk mengetahui perhedaannya t<mtunya kita barus mengetabui terlebih 

dabulu apa yang dimaksud dengan bank yang berdampak sisternik maupun bank 

yang tidak berdarnpak sisternik. 

Suatu bank dikatagorikan sebegai bank yang berdampak sisternik karena 

bank tersebut berkaitan dengan bank lain disekitarnya antara fain mempunyai 

hubungan pinjam-meruinja.m antarn bank dengan jumlab yang sangat besar, 

mempunyai simpanan pada bank lain sehingga apabi!a terjadi penarikan maka 

akan mengakibatkan bank terkait menjadi goyang, dlL Jadi apebila tetjadi sesuatu 

temadap bank tersebut akan menyebabksu bank lain yang terkait dalam babaya. 

Sedangkan bank dikatagorikan sabagai bank yang tidal< berdampak sisternik 

karena bank tersabut tidak mernpengarahi bank lain disekitamya Jadi apabila 

tetjadi sesuatu dengan bank tersebut, tidal< akan mampengarubi kinetja bank lain. 

Oleh karena itu, tidakan yang diambil olab LPS terhadap bank yang berdampak 

si<temik dan bank yang tidak berdampak sistemik sangal]ab berbeda Penanganan 

alas bank gaget baik yang berdampak sistemik maapun tidak berdamapak 

sisternik tersebut diatur dalarn pasal22ayat (1} UU LPS. 

t. Penyelamatan Bank Gaga! Berdampak Sistemik 

Penyelamatan bank gaga! berdampak slsternik dilakakan oleh LPS 

dengan melakukan peningkabm modal bank tersebut Penanganan bank 
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• 
gaga! ini hams dilakukan oleh LPS dalam jangka walctu 3 (tiga) tahun 

sejak pernegang saham menyerahkan kewenangannya kepada LPS 

sebagairnana temyala dalam pasal 38 aya! (1) UU LPS dan Pasal 42 ayat 

(1) UU LPS. Akan tetapi, jangka walctu itu dapat dipeJ))anjang sebanyak 2 

(dua) kali berturu!-turut masing-masing untukjangka walctu 1 (sa!u) tah~m 

Secam tidal< langsung UU LPS menetapkan bahwa penganganan bank 

gaga! tersebut barus diselesaikan selambat-lambateya dalam jangka walctu 

5 (lima) tabun. 

Ada 2 (dua) tindakan panyelamatan yang dilakukan oleh LPS 

untuk bank gaga! berdampak sistemik: 

a. Peoyelamatan yang meogilrutl!ertakan -g sollom lama 

Setelah diserabkan oleh Knrnite Knordinas~ tindakan pertllma 

yang akan diambil oleh LPS adalah meminta pemegoog sebam bank 

untuk menyetorkan sekurang-kuntngnya 20% (dua puluh person) dari 

selurub perl<iroan dana yang dibutuhkan untuk menyelama!kan bank 

t .... but Se!anjutnya, LPS akan mengambil alih wewenang pemegang 

sebam (Rapat Umum Pemegang Saham) serta kepengurusan baok. 

Dengan penyerahon teJSebut untuk selanjutnya pemegang saham d!ll1 

pengurus menjadi tidal< berwerutng alas bank tersebut. Selain itu, 

selama tindakan yang dilakukan oleh LPS sesuai dengan undang­

undang yang berlaku, pemegang sebam maUPun pen.,ourus tidal< beleh 

menuntut LPS seandainya tindakan penyelarnatan tidal< berhasil. 

Dalam bal penyetrmm yang dilakukan oleh para pemegang saham lama 

masih mengalami kekurangan maka, LPS bertanggung jawab terhadap 

kekurangan biaya untuk penyelaroatan bank gaga! tersabut 

Karena melibatkan pemegang saham lama maka apabila 

kondisi bank tersebut sudab membaik, bll!lk te=but akan 

dikembalikan kepada para pemegang sabam. Oleh karena itu, 

dip..-lukan peijaqjian antara pemegang sabam dan LPS terrtaog 

bagaimana penggunaan hasil penjualan saham dengan urutlln sebagai 

b..-lkut: pertama, basil penjualan saharn akan digunakan untuk 
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mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh LPS untuk 

melakukan tindokan penyelamatan bank Kedua, sisa hasil penjualan 

saham setelah dibayarkan kepada LPS, baru digunakan untuk 

mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh para pemegang 

saham lama hingga jumlah saham yang ada sama dengun saham yang 

sahelum dilakukan penye!onm saham oleh pemegang saham 12 

b. Penyolamatan dengm lidak m<ngikul!ertakan pemegang sabam 

lama 

Sebagairruma telah dijelaskan di alas penanganan bank gaga! 

berdampak sistemik dilakukan oleh LPS dengan melakekan 

PenYUntikan modal. Apahila pemegang saharn lama tidal< sanggup 

untuk melakukan penyuntikan modal maka, LPS akan TM!lgambil alib 

seluruh lindakan penyelamatan. Dalam keadaan demikian maka segala 

wewenang yang dimiliki olah pemegang saham dan pengurus okan 

diambil alih olah LPS sellingga LPS berwerumg untuk melakakan 

segala tindakan termasuk dalam kepasitas sebagai pemegang saham 

maepun sebagai pengurus. 

2, Penanganan Bank Gagal Yang Tldak Berdampak Sistemlk 

Sebelum menangani bank gaga! yang tidal< berdarnpak sistemik 

yang Ielah diserahkan olah LPP, LPS akan melakukan analisa terhadap 

tindakan epa yang akan diambilnya terhadep bank gaga! tersahut. Seluruh 

berkes bank gaga! tersebut akan diserahkan olah LPP kepada LPS untuk 

kepentingan analisis. Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Lembaga Penjamin 

Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tmtang Penyelesaian Bonk Gaga! Yang 

Tidal< Berdampak Sistemik sebagaimana Ielah dirubah dwgan Peraturan 

Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 002/PLPS/21l!l7 tentan Peruhahan 

Peraturan ternbaga Penjarninan Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang 

Penyelesaian Bank Gaga! Yang Tidal< Berdarnpak Sisternik (untuk 

'1'l Pasal 36 nyat (1) UU LPS 
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selanjutnya disebut PLPS No. 002/PLPS/2001), analisa yang dimaksud 

termasuk analisa temadap: 

1. Perltiraan biaya penyelamatan dan perltiraan biaya tidak 

melakukan penyelamatan, 

2. Prospel< usaha bank, dan 

3. Kesediaan pemegang saham untuk menyerahkan penyelesaian 

bank kepada LPS tenrusuk penyernban dokumen yang diperlukan 

Dari analisis tersebut make LPS akan memutuskan untuk tindakan yang 

akan diambil. Tindakan LPS terbadap bank gaga! yang tidak berdampak 

sistemik ditetapkan dolam suatu Keputusan Dewan Kumisioner (pa.al 13 

ayat (l) PLPS No. 002/Pl.PS/2007} adalah: 

n Dalam pasW lO Pl..PS Nq. 002/.PLPS/2007 iliscbutkm kriillria l..PS unluk 
menyelnmnU:un bank S'!sal y.mg tidal; betdamp.lk sistetnik yaitu: 

L Pl..>rt:inwl biuya pc;n.yt\l);ma!an pW.iDg tiDggi scbcsitr 60 % duti ~ bil:!.ya lidak 
men~ 

2. nm IIllWih ln!.-miliki pr<.!SJX:k USI:Ilm yapg balk. Wmgan indikatoc; 
a_ Sdclah diselmnntkan atn.u setelah dilakuknn penambahan modal oleh TPS: 

a Non Perfbrmiog Loon (NPL) nctto lcbih kccil dati 5%; 
b. Todsk tenlapat pe""""'""" dm- pcJampauan Ba!ss Malaimllm P=berim 

Kredit (RM'PK) dan Posisi Tkvis.a Netto (PDN). 

b. l'>da--dinl"'r.kan ~- 8Jll!11); 
a. Prediht tiugktrt kesehatan hank paling renda'h Kunmg Sehat dengan Pcringkat 

Knmpollit 4 nntclc Jl<mk Urrrum dan Kurong Seho.t deng:m Rating 3 tmtuk Bank 
Pedcred.ibm Rakyu.t yang ditetapkan oleh LPP; 

b. Terdapat direksi bank yang memenuhi pernyaratan fit & proper te<rt; 
c. Mruah mela'kukankegiatan usaha sebagai hank kecw!li dihota.ori otell ketet1tuan; 

<Ian 
d Terdapat lnv~ potemrial yang dibuktiknn dmgM ttdanya ~ 

sebetumnya dengan bank dan terdapat setoran dane: yang disimpan. dalam 
~ac«mnt. 

3. Terdapat pe:rtanyaan dari RUPS bank yang sekumng-kumngnya memuat kcsediam untuk: 
a. Menyern:bkttn hnk dan wewenang RUPS irepada I.PS~ 
b. Mi:n~k--k-I.PS; 
c. 1idak memmtut tPS 81aU pih&k yang ditunjuk oleh I.PS apabila ~ penye18matan 

yang dilalrukan LPS tidak bmmsil,. sqmjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS 
meluh!kan tug.amya sesual dengan peratmm perunda:ng-undangan~ dan 

d. Mi:n~ SUflll kuasa dmi - pem- sohJnn kepoda LPS \>ll!Uk 
metalruk:an penjua1an ata.'l seluruh sabarn yang dim1Iiici oleh pcmegnng Sliham. 

•t Bank menyeriillkan kepruJa l..PS doknmcn mengenai: 
11. Penggunnnn fusilitus pendanrum dnri Bnnk Tndonesia dan ngunan yang disemhkan; 
b. Da!altewu!gannasaOOhdebitw:; 
c. S1nl1ctur {le'fTflodalan dan~ pemegang 'S.IIham 3 mhun tem'ktlir, 
d. Jnfmnam lainnya yang dibutuhiom LPS terkait der~gan a!Wt, kewJtj1ban dan 

pcnnodalim bank. 
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Dalam hal LPS akan melakukan tindakan penyelamalan maka 

seluruh wewenang yang dimiHki oleh Rapat Umum Pemegang Saham 

beralih ke LPS. Oleb kerena itu, LPS beiWOrulllg untuk melakukan 

tindaken sebagai berilrut (pasal 26 UU LPS): 

I. menguasai, mengelola, dan rnelakukan rindakan kepemilikan 

alas aset millk atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau 

kewajiban bank; 

2. melakukan penyertaan mudal sementara; 

3. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabeb 

Debitur dania!au kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabab 

Kreditur; 

4. mengulihkan man.Vemen bank kepada pihak lain; 

5. melakukan merger atau konsolidasi dengan hank lain; 

6. melakekan pengalihan kepemilikan bank; dan 

7. meninjau ulang, mernbatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah 

kontrak bank yang mengikat bank 

8. dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank. 

Selurub biaya yang dikeluarkan oleb LPS dalam raugka 

penyelamatan bank akan dianggep sebagai penyertaan modal yang 

dimiliki oleb LPS dakan bank tersebut. Dengm kala lala, untuk 

melakukan penyelamatan make akan dilakukan penyuntukan modal. 

Dalam hal nilai aset setelab dikenmgi dengan kewojiban (akuitas) yang 

dimiliki oleb bank rersebut adalah ool hingga negatif pada saat 

diserahkan kepada LPS maka, pemegang sabam tidal< berhak tmtuk 

mengambil bagian alas basil peojualan saharn bank. Apabila ekuitas 

bank pada saal pengambilaliban oleh LPS positif maka basil penjualan 

sabarn akan dibagi menurut perjanjian yang dibuat antara LPS dengao 

pemegang sabam bank dengan mempematikan ketentuan dalam pasal 

29UULPS. 

Jangka waktu yang dibatikan kepada LPS sebagaimana dialur 

dalam pass! 30 UU LPS berbeda dengan jangka waktu yang diberikan 
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dalam hal penanganan bank gaga! bersilllt sistemik. Untuk penanganan 

bank yang tidak bersifat sistemik UU LPS memberikan jangka waktu 

penyelamatan selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan jangka waktu 

pertama adalal12 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) 

kali masing-masing selama I (satu) tabun. 

b) 11dak melakukan peuyelaJIIJllan 

Apabila LPS menentukan ridak melakukan penyelarnatan 

teabadap b~ maka tindakan pertarna yang akan diambil oleh LPS 

adalab. memberitab.okan kepada Bank Iru!onesia dan meminta untuk 

mencabut ijin usaba bank tersabut Dalam jangka wak!u 1 (satu) heri 

setelah LPS mengajukan permohonan maka Bank Indonesia akan 

mencabut ijin bank tersebut Pencabutml ijin suatu bank tentunya akan 

diikuti dengan tindakan likuidasi yang akan dijelaskan pada sub bah 

berikutnya 

l. 4. LfKUIDASI BANK 

Sabagairnana dijelaskan di alas, babwa secara garis besar perl<embengan 

industty peroankan terbagi ke dalam empa! perinde. Pada perinde perturnbuhan 

perbankan di Iru!onesia (tahun 1988-19%), bampir tidak ada bank yang barus di 

keluar deri sistem perbankan (exit policy). Walaupun demikian, mernasuki perinde 

krisis yang diikuti dengan rekepitilisasi (tabun 1997-1998), tezdapat 16 (enam 

belas) bank dinilai oleh otoritas peroankan tidak rnungkin lagi dipertahankan 

eksistensinya, sehingga ijin usaha bank ternebut barus dicabut. Pad a saa! itu, yang 

bewenang menerbitkan dan mencabut ijin usaba bank adalab mentri keuangan 

berdasarkan rekomeadasi dari Bank Iru!onesia Dengan perubab.an Und!lllg­

Und!lllg nomor 7 tabun 1992, wewenang ternebut beralih deri mentri keuaagan 

menjadi kewenangan dari Bank Indonesia dengan kewajiban melaksanaksn 

prinsip kehati~hatian. 

Peru:abutan ijin usaha bank, akan dilanjutkan dengan pembubaran badan 

bukum melalui proses likuidasi terhadap bank tersebut. Hal ini sebagairnana 

diatur dalarn pasal 142 ayat (1) huruf (I) UU PT 2007, yang menyabutkan ballwa 
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pembubaran perseroan terbatas dapat terjadi karena ijin usaha perseroan terbatas 

tersebut dicabut sehingga mewajibkan perseroan terbatas untuk melakukan 

likuidasi atas perseroan terbatas. 

Pada saat teljadi 1ikuidasi terhadap 16 bank, tidak ada peraturan ataupun 

perundang-undangan yang berlaku terhadap likuidasi bank secara khusus. 

Sehingga oleh karena bank merupakan badan hukum maka, likuidasi bank 

tentunya dapat tunduk terhadap perundang-undangan yang mengatur mengenai 

1ikuidasi secara umum. Akan tetapi, ada beberapa ketidaksesuaian yang dapat kita 

jumpai apabila likuidasi bank menggunakan peraturan yaog berlaku untuk 

likuidasi secara unnun yaitu Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang 

T<epailitan dan Penundaan T<ewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya 

disebut UU T<epai1itan dan PKPU). Dalam pasal 1 ayat (3) UU Kepai1itan dan 

PKPU disebutkan bahwa yang berhak menngajukan permohonan pailit atas suatu 

bank hanya Bank Indonesia "Namun dalam praktikoya, sampai saat ini Bank 

Indooesia tidak peruab mengajukan permobonan pai1it terbadap suatu bank" " Di 

samping itu UU Kepailitao dao PKPU tidak dapat diterapkan dalam lilruidasi 

bank karena rnemiliki kekurangan, antara lain dalam UU Kepailitan dan PKPU 

tidak diatur secara rinci tentang kedudukan nasabab apabila teJjadi likuidasi, 

bagaimana pengemba1ian dana nasabah, siapa yang berwenang untuk menjadi tim 

likuidasi, dU. 

Karena pada saat itu tidak ada peraturan yang mengatur secara mendetail 

terha.dap tindakan lilruidasi atas suatu bank maka pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah nomor 25 talnm 1999 tentang Pencabutan Jjin Usaha, 

Pembubaran dan Likuidasi Bank. Akan tetapi pemturan tersebut belum sempurna 

karena ada beberapa hal yang belum ten;:entuh antara lain berkaitan dengan 

kepastian hukum keberadaao tim likuidasi yang dibatasi selama 5 tabun pada 

"bank" yang telab bubar apabila masib ada aset yaog bermasalab. Di samping itu, 

dengan adanya bank yang dmkuidasi tentunya pemerintah harus mengembalikan 

dana yang telah disimpan nasabah guna menjaga kepercayaan nasabah. 

Penjaminan dana nasabah oleh pemerintah dikenal dengan nama blanket guaranty 

yang merupakanfinancial safety net dengan Keputusan Presiden nomor 26 tahun 

7~ Adrillll SuJ.cili, Op. Cit., lwl 134. 
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1998". Jaminan yang diberikan oleh pemerinteh pada saat itu mengakibalkM 

pemerintah mengalami kewalahan dalarn mengemba11kan dana nasabah bank 

yang dilikuidasi. 

Maka dari Ttu. seiring berjalannya waktu serta belajar dari pengalaman 

yang sudeh-sudeh mala!, pemeriotah membeotuk peraturan tentang likuidasi bank 

dalam UU LPS. Selain itu, pemerintah melalui undang-undang itu iull11 

memberikan keweoangan kuparla LPS apabila te~arli tindakan exit policy dalam 

suatu bank. Yang dimaksud dengan tindakan exit policy arlalah tindakan yang 

menyebabkan bank tersebut harus dicabut ijin usahanya 

Ada 2 (dua) alasan yang dapa! menjarli dasar tindakan e:at policy 

dilakukan. yaitu atas keinginan pemegang saham serta pengurus bank tersebut, 

atau bank tersehut !'IIOI'Upl!kan bank yang mengalaml kusulitan yang 

membabayakan kelangsuogao usabaoya sebinlll!11 bank tersebm merupakan bank 

dalam penlJilWasan kbusus. Adapuo !criteria bank yang tennasuk karlalam ka!aguri 

bank yang membabayakan sistem perbankan dapat !rita Hhat dalam penjelasan 

pasal37 ayat (2) UU Perbankan, yang menyebutkan babwa: 

"Kearlaao sua!u bank diklllakan mengalami kesulitan yang 
membabayaken kulangsungan usabenya apabila berdasa:rkan penilaian 
Bank Indonesia. kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain. 
ditandai deogan meourunnya pennodalan. kualitas aset, likuiditas, dan 
rentehilitas, serta penl!11lolaan bank yaog tidak dilakukan berdasarkan 
prinsip kehati-h!rtian dan asas Perbaokan yang sehat.fl 

Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan suatu standar yang 

digunakan Bank Indonesia un!uk menilai tingkat lresehatao Bank, yaitu diatur 

dalam l'erstutan Bank Indonesia Nomor 611 0/PI!l/2004 tentang Sistem Penilaian 

T'mgkat Kesebetan Bank Umum yang menyehutkan bahwa peoilabm tingkat 

kesehatan bank mencakup penilabm terharlap beberapa faktor yaitu (pass! 3 

l'eraturan Bank Indonesia Nornor 6,11 0/PBI/2004): 

a penmodalan (capital); 

"B /hid., hal. 133. 
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Peni!aian terhadap pennoda!an untuk selanjutnya diatur lebih lanjut 

dalam Pasal 4 ayat (I) Pernturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBJ/2004, 

meliputi komponen-komponen sebagai berikut: 

1) kecukupan, komposisi, dan proyeksi (trend ke depan) 

permodalan serta kemampuan pennodalan Bank dalam 

mengoover aset bermasa!ah; 

2) kemampuan Bank meme!iham kebutuhan penambahan modal 

yang berasal dari keuniUngan, rencana pennodalan Bank untuk 

mendukung pertumbuhan usaba, akses kepada sumber 

permodalan, dan lcinerja 

b. kualitas aset (aset quali(Y); 

Penilaian terhadap kualitas aset suatu hank meliputi (Pasa! 4 I!Ylll (2) 

Peraturan Bank lnd'"""'ia Nomor 6/1 0/PB!/2004): 

1) kualltas aktiva produktil; konsentrnsi ekspusur risiko kredi~ 

perkembangan aktlva produktif bermasalah, dan kecukupan 

peoyisih1111 pengMpuSIIIl aktlva produktif (PP AP); 

2) kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji uJang (review) 

internal, sistem dokumentasi, dan lcinerja pmanganan akuva 

produktif bermasalah. 

c. manajemen (manogenumf); 

Penilaian terhadap managemen suatu bank meliputi (Pasa! 4 ayal (3) 

Pemturan Bank Indonesia Nomor 6/IOIPB!I2004): 

1) kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko; 

2) kepatuhan Bank terbadap ketentuon yang berlaku dan komitmen 

kapada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya 

d. rentebilitas (earning); 

Penilaian terhadap renlahilitas suatu bank meliputi (Pasa! 4 ayat (4) 

Peraturan Bank Indonesia N()!!lor 6/1 OIPB!I2004): 

1) pencapaian Retum On A sets (ROA), Retum On F41Jily (ROE), 

Net Interest Margin (NIM), dan 1ingkat efisiensi Blllll!; 
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2) perk<mlbangan laba operasional, diversiAkasi pendapatan, 

penerapan prinsip akunt.Msi da1am pengakuan pendapatan dan 

biaya, dan prospek laba operasional. 

e. likuiditas (liquidtry); 

Penilaian terbadap likuiditas suatu bank meliputi (Pasal 4 ayat (5) 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/1 OIPB!f.l004): 

I) msio aktivalpasiva likuid, potensi maturity mismatch, kondisi 

!.oan m Deposit Ratio (LDR), proyeksi cash flow, dan 

konsontrasipendanaaD~ 

2) kecukupan kebijakan dan pengelol.,., likuiditas (Asets And 

Liabilities Mi:>nagement/ALMA), akses kepada sumber 

perdanaan, dan stabilitas pendanaan. 

f. sensitivitas temadap risiku pasar (SensttMry To Mlrket Risk). 

Penilaian terbadap sensitivitas terbadap risilro pasar suatu bank meliputi 

(Pasal4 ayat (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 611 0/PB!/2004): 

1) kecanmpuan modal Bank dalam mengcover potensi kerugian 

sebagai akibat flaktuasi (adverse movement) saku bunga dan 

nilai tukar; 

2) kecukupan penerapan manajemen risiko posar. 

Disareping diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6110/PB!/2004, 

Bank Indonesia juga mengelurakan Sural Edaran Bank lndon .. ia kepada semua 

bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha seoara konvensional di Indonesia 

mengenai Sistem Penifaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dala.m Surat Edaran 

nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Dalarn surat tersebut dibebas lebih lanjut 

tentang lata cara penilaian tingkat kesehatan bank urnum. 

Apabila berdasarkan pengawasan yang d.ilalrukait oleh Bank Indonesia 

terbadap lcriteria suatu bank; maks Bank Indonesia dapat memasakan suatu bank 

menjadi bank dalam pengawasan Bank Indonesia apabila syarat dan kulantuan 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 611012004 serta 

Surat Edaran nomor 6/23/DPNP tidak terpenubi. Maka deri itu, Bank Indonesia 

juga mengeluarkan peraturan yang mengatur mengensi tindakan !ebih lanjut 

temadap bank dalam pengawasan khusus, yaitu diatur dalam Peraturan Bank 

UnJversitas Indonesia 

' l 
' ' : 
' 

Analisis Tindakan..., Alicia, FH UI, 2009



Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindal< Lanjut Pengawasan Dan 

Penetapan Status Bank. yang telah dirubah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 7138/PB!f2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 

6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapon Status Bank 

dan terakhir dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/27/PBII2008 

Tentang Perobahan Kedua AlaS Peraluran Bank Indonesia Nomor: 6/9/PBI/2004 

Tenlllng Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank (Untuk 

selanjutnya disebut Peraturan Bank lndonesianomor 10/27/PBI/2008) 

Dlllam Peraturan Bank Indonesia nomor J0/27/PB!f2008, membedakan 

-wasan Bank Indonesia terbadap bank-bank yang eda di Indonesia ke dlllam 

2 (dua) l<atagori, yaitu: 

I. Bank dalam pengawasan Jntensif 

Bank dalam pengawasan intensif merupakan bank yang menurut Bank 

Indonesia memillki potensi kesulitan yang dapa! membahayakan 

kelangsnngan usahanya, dengan mernenuhi salah satu kriteria beriknt 

(pasal2 eylll (2) Peraturan Bank Indonesia nomor I0/271PB!f2008) : 

a memiliki prediklll knrang sahat alan tidak sehat dalam penilaian 

tingknt kesebatan Bank; 

b. memiliki pennasalahan aktual dan atan potensial berdasarknn 

penilaian le!badap keselurahan rislko (composite risk); 

c. terdapat pe!ampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum 

Pemberian Kredit dan menurut penilaian Bank Indonesialangkah­

langknh penyelesaian yang diusaiknn Bank dinilai tidak dapat 

diterima atau tidak mungkin dicapai; 

d. terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto dan menurut penilaian 

Bank Indonesia langkah-langknh peeyelesaian yang diusulkan 

Bank dinitai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai; 

e. memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah sama dengan 

atau lebih besar dari rasio yang diletapknn untuk Giro Wajib 

Minimum !lank, namun Bank dinilai menglllaesi peiTIIJlSalahan 

likuiditas yang mendasar; 

f. dinilai memiliki permasalahan profitabilitas yang mendasar; 
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g. memiliki kredit bermasalah (non-performing loan) secara neto 

lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit 

Terluldap bank dalam pengawasan intensif maka, Bank Indonesia 

dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut (pasal 2 ayat (3) 

Peroturan Bank Indonesia nomor 101271PBl12008): 

a meminta Bank untuk melaporl<an hal-hal tertentu kapada Bank 

Indonesia; 

b. melakukan peningkatan frekuensi penglcinian dan penilaian 

rencana kmja (business plan) dengan penyesuaian terhadap sasaran 

yang akan dicapai; 

c. meminta Bank untuk menyusun rencana tindakan (action plan) 

sesuai dengan permasalahan yang dihadapi; 

d. menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada 

Bank (oo-slte supervisory presence), apabila diperlukan 

Selain tindakan-tindakan tersebut di ala<!, Bank Indonesia juga dapat 

melakukan tindakan sebagaimana dimaksud debun pasal 5 ayat (3) 

Peraturan Bank Indonesia nomor I 0/27/PBT/2008. 

2 Bank debun pengawasan klmsus. 

Bank dalam pengawasan khusus adalah suatu bank yang menurut Bank 

Indonesia mengaiami kesulitan yang mernbabayakan kelangaungan 

usahanya dan memenuhl satu alan lebih kritaria sebagai bariknt (j>asal 

5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia nomor 10/27/PBl12008): 

a rasio Kewajiban Penyediaan Moda1 Minimum kurang dari 8% 

(delapan persen); 

b. rasio G1ro W~ib Minimum dalam rupiah kurnng dari rasio :yang 

ditetapkan untuk Giro Wl\iib Minimum Bank. dengan 

perkernbangan yang memburuk dalam waktu singkat atau 

berdasarkan penilaian Bank Tndooesia mengalami permasalah 

likniditas yang mendasar. 

Dolam hal Bank Indonesia memutuskan suatu bank ke dolam 

pengawasan khusus maka, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-
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tindakan sebagai berikut (pasal 5 ayat (3) Peraluran Bank lndon..ia 

nomor 10/27/PBI/2008) 

a memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk 

mengajukan rencana perbaikan permoda1an {capital re.~roratum 

plan) secara tertuus kepada Bank lndanesia selambat-lamba1nyal5 

Oima belas) hari s~ak ditetimanya sural pemberitabuan dari Bank 

Indonesia yang menyatakan rasio Kew'1iiban Penyediaan Modal 

Minimum kurang dari 8% (delapan persen); 

b. memerintahkan Bank mrtuk m~ kew'!iiban melaksonakan 

1indakan perbaikan (mandatory supervisory actions) segera setelah 

ditetimanya sural pemberitabuan dari Bank Indonesia yang 

m~yatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama 

deug:m atau kuraeg dari 6% (lllJ!!Jl persen); 

c. depat memetintabkan Benk dan atau persegang saham Benk untuk 

melakukan tindakan antant lain: 

a mengganti dewan komisaris dan atau diraksi Baok; 

b. menghapusbakukan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Priusip Syariah yang tergolong macet dan 

memperllitungkan kerugian Bank deng:m modal Bank; 

c. melakekan merger atou konsolidasi deng1111 bank lain; 

d menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil 

alih selurub kewajiban Benk; 

a menyernhkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan 

Bank kepada pihak lain; 

( menjual sebagian atou seluruh harta dan atau kewajiban 

Bank kepada bank atau pihak lain; dan atau 

g. membekukan kegiatan usaha tertentu Bank 

Akan tetepi, bagi Bank yang memi!iki rasio Kew'1iiban Penyediaan 

Modal Minimum lebih dari 6% (enam person) dan kurang dari 8% 

(delapan persen), selain memenuhi ketentuan sebagaimllllll <limaksud 

dalam huruf (a) di atas, Bank w'!iib (pasal 5 ayat (4) Peraturnn Bank 

Indonesia nomor 10127 /PBI/2008): 
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a melaksanakan tindakan perbaikan sebagai berikut (pasal7 ayat (1) 

Peraturan Bank Indonesia nomor I 0127/PBI/2008)· 

I) Bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal; 

2) Bank dilarang melakukan trnnsaksi dengan pihak terkait dan 

atau pihak-pihak lain yang ditetapkan Bank Iadonesia, kecuali 

Ielah mernperoleh pen;etujuan Bank Indonesia; 

3) Bank dikenakan pembatasan pertumbuhan aset, perubatasan 

melakukan penyertaan, dan atau pembatasan pemberian kredit 

baru, kecuali telalt memperoleh persetujuan Bank Indonesia; 

4) Bank dikenakan pembatasan uotuk melal<senakan rencana 

ekspansi usaha atau kegiatan baru yang sebelumnya tidak 

dilakukan Bank, kecuali telah rnemperolali per:setujuan Bank 

Indonesia; 

5) Bank dikenakan pernbatasan uotuk membayar gaji, kump""'as~ 

atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada Pengurus 

Bank, atau kompensasi kepada pihak terkait yang terjadi 1 (satu) 

tahun sebelum kondisi Bank memitiki rasio Kewnjiban 

Penyediaan Modal Minimum dibawab 8% (delepan person). 

kecuali telah rnempero!eh persetujuan Bank Indonesia; 

6) Bank dilarang melakukan pernbayarnn terbedap pinjaman 

subordinasi~ 

7) Bank w~ib melaporkan setiap perubehan kepemi!ikan seham 

da!amjurnlall kurang deri 10% (sepuluh pernen); 

S) Bank dilamng me!akukan perubehan kepemilikan dari: 

a) pemegang saham yang memiliki saharn sebesar sama 

dengan atau lebih dari 10% (sepulub persen); dan atau 

b) Pemegang Saham Pengendali, termasuk pihak-pihak yang 

melakukan Pengendalian terhadap Bank dalam struktur 

kn!ompok useha Bank, 

b. menyampaikan laporan skndul likuiditas untuk jangkn waktu 3 

(tiga) bulan mendatang, yang terinci seeara harlan a tau berdasarkan 

tTekuensi dan periode pelaporan yang ditetapkan Bank Indonesia; 
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c, menyampaikan laporan bulanan mengenai rea1isasi pelaksanaan 

tindakan yang Ielah dilakukan olen ~ank. 

Terhadap Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum lahih dari 6% (enam penen) dan kurang dari 8% (delapan 

penon), Bank Indonesia dapal menempatkan pengawas dan atau 

pemeriksa (on-site supervisory presence) Bank Indonesia (pasal5 ayat 

(5) Poraturnn Bank Indonesia nomor 10127/PBJ/2008) dapal 

melakukan pemantauan kondisi bank dengan menempatkan pengawas 

dan alan pemeriksa Bank Indonesia peda bank (on-site supervisory 

presence). 

Tindakan sebagaimana dimaksnd di alas, wajib dilakukan oleh bank 

daJam pengawasan khusus untuk mencapai rasio kewajiban 

penyediaa:n modal minimum dan atau giro wajib minimum dalam: 

jangka waktu tertentu sebagaiiiUillll temyata dalam pasal 8 Peraturan 

Bank Indonesia nomor 10/27/PBJI2008. Jangka waktu yang diberikan 

kepada bank yang Ielah lerdaftar dalam pasar modal adalah se!ama 6 

(enam) bulan, sedangknn jangka wal<tu yang diberikan kepada bank 

yang tidak terdaftar dalam pasar modal atau merupakan kantor cabang 

bank asing adalah 3 (tiga) bulan. Jangka waktu tersebut dapat 

diperpanjang I (satu) kali sahanyak 3 (tiga) bulan 

Dalam pasal 37 'l)'lll (l) UU Perbankan, dapat kita jumpai pengaturan 

tentang tindakan apa ""ja yang dapat dilakukan oleb Bank Indonesia teebadap 

bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan """"anya. 

Dalam pasal tersebut disebutkan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleb 

Bank Indonesia adalab: 

l. Tmdakan agar pemagang sabam menambah modal; 

2. Tiodakan agar pemagang saham mengganti dewan komisaris dan/atau 

direksi bank; 

3. Tlndakan agar bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan 

berdasarkan ptinsip syariah yang macet, dan memperhitungkan 

kerugian bank dengan modalnya; 
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4. Tindal<an agar bank melakukan Merger atau Konsolidasi dengan bank 

1ain~ 

5. Tindakan agar bank dijual kepada pernbeli yang bersadia 

mengambilalib seluruh kewajiban bank; 

6. Tindakan agar bank menyerahl<an pengalolaan seluruh atau sebagian 

kegiatan bank kepada pihak lain, dalam hal ini pihak lain itu adalah 

LPS. 

Dan epabaa rindakan sebegaimana tensebut di atas belum cukup untuk 

m..,gatasi kesulitan bank dan keadaan bank tersebut menunrt peci!aian dari Bank 

Indonesia <fupat membahayakan sistem peibankan mak1l, pimpiuan Bank 

Indonesia akan mencabut ijin usaha bank dan memerintahkan direksi untuk segera 

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna mernbubarkan badan 

hokum bank dan memhentuk tim likuidasi (pasal 37 ayat (2) UU Perbanl<an). 

Disareping melalui Rapat Umum Pemegang Sebam, Pimpinan bank Indonesia 

juga depat pembubaran badan bukum bank, penunjukan tim likuidasi serta 

perintah pelaksanaan lilruidasi melalui pennobonan ke ketua pengadilan setempat 

Dengan kata lain, sebelum dilakul<an likui<fusi bank tersebut sudah berada 

dalam peugawasan Bank lndoru!Sia dan wajib melakukan upay,..upaya yang 

diperlukan untuk menyehatkan bank tersebut Apabila upaya-upaya yang telah 

di!akukan tidal< juga berbasil, maka bank ternebut akan dikatagorikan sebegai 

bank gaga!. Selanjutnya penanganan bank gegal tersebut akan dilimpahkan 

kepada LPS untuk ditindakllmjuti. Salab satu tindakan yang depat dilakukan oleh 

I.PS sebagaimana dijelaskan pada sub bab 2.3. mengenai LPS adalab tindakan 

tmtuk tidak menyelamatl<an bank tersebul yang akan diikuti dengan proses 

likuidasi. 

Dalam UU Perbanl<an tidal< dapat ldta jumpai mengenai ketentuan 

mengenru likui<fusi. Ketentuan likuidasi diatur dalam UU LPS serta diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Lernbaga Penjamin Simpanan nomor 02/PLPS/2008. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas. keputusan LPS untuk menyelamatkan atau 

tidak menyelamatkan suatu bank diambil berdasarkan besamya biaya yang akan 

dikeluarkan Keputusan LPS tersebut akan diberitahul<an kapada Bank Indonesia, 

dan epabila LPS memutuskan untuk tidal< menyelamatkan, maka Bank Indonesia 
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dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemberitahuan dari LPS akan 

mengeluarkan surat penoabutan ijin usaha bank tersebut (pasal 31 ayat (1) UU 

LPS). Sebagaimana telah dijelaskan di alaS tindakan pencabutan ijin usaha 

tersebut akan diikuti dengan tindakan likuidasi. 

Pengertian dari ukuidasi bank itu sendiri pasal I ayat (I) PLPS ncmor 2 

tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "likuidasi bank adalah 

tindakan penyelesaian seluruh aset dan kuwajiban bank sebagai alribat pern:abutan 

inn usaha dan pembubaran bad an hukum bank.,. Berbeda dengan likuidasi dalam 

UU Kepailitan dan PKPU yang memungkinkllll bedan hukumnya tetap melakukllll 

usahllllya lebih Janjut, dalam Jilruidasi bank tersebut bank akan llle!liadi 

kebilangan eksistensinya dan tidal< akan dapat beroperasi lagi untuk selama­

lamanya karena ijin usahanya telah dicabut uleh Bank Indonesia 

Pengaturan tentl!llg pembub8!1lll badan bukum bagi bank yang telah 

dicabut ijin usahanya juga diatur dalam UU LPS. Menurut UU LPS sejak Bank 

Indonesia mencabut ijln usaha dari bank tersebut maka LPS akan 

a. Melakukllll sagala tindakan yang diperlukllll dalam rangka 

pengarnanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai (pasal 43 

huruf (c) UU LPS). Tindakau-tindakan yang dapat dllakukllll antara 

lain diatur dalam pasal2 PLPS nomor 2 tahuu 2008, yaitu: 

I} Menguasai dan mengelola aset bank; 

2) Mengelola kewajiban bank; 

3} Melakukllll koordinasi dengan Bank Indonesia, LPP, kepolisian, 

dan instansi terkait latnnya 

b. Mengarnbilalih segala hak dan wewenang yang dimiliki oleb 

pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum 

Pemegang Saham, tetapi peralihan inl tidak termasuk kedalam 

peralihan tanggaog jawab yang sebarosnya diberikan oleb para 

pemegang saham per.;eroan terbatas (pasal 6 ayat (2) (a) UU LPS). 

Dengan beralihnya weweoang ini maka LPS berhak ontuk 

melakukllll tindakan sebagai berikut (pasal43 huruf ( d} UU LPS): 

I. Memutuskan pembubaran badan hukum bank, dengan cara: 
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a. mendaftarkan dalam daftar perusahaan dan di Panitera 

Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kedudukan 

bank yang beiSangkutan; 

b. Mengumumkan da!am Berita Negara Republik 

Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harlan yang 

mempunyoi peredoran luas; dan 

c. Membad.tabukan kepada inslansi yang berwenang, 

2. Mengawasi pemberesan-pemberesan aset o1eh tim Jikuidasi. 

I) Membentuk tim likuidasi yang terdiri dati sebanyak­

banyakoya 9 omng. Anggota tim likuidasi dapal juga terdiri 

dati unsur pernegang saham danlatau pengurus bank selama 

pernegang saham danlatau pengutUs bank mau bukerjasama; 

(pasal 44 UU LPS). S<tlak dibentuknya tim likuidasi maka 

tanggung jawab pengurusan bank dalam likuidasi 

seluruhnya menjadi tanggung jawab tim !ikuidasi, serta 

seluruh aset bank akan meujadi dalam penguasaan tim 

Jikuidasi. 

2) Menyatakan status bank sabagai bank dalam likuidasi 

berdasarkan pengaturan dalam pasa! 45 UU LPS. 

c. Mengum;ai dm menguasai dan menge!ola aset dan kewajibmllank 

Gaga! yang diselamatkan (pasal6 ayat (2) (b) UU LPS); 

d. Menjual danlatau mengalibkan aset bank tanpa pe!Se!ujuan dabitur 

danlatau kewajiban bank tanpa persetlljuan kreditur (pasal 6 ayat (2) 

(d)UULPS); 

e. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang 

dan talangan peaangon pagawai sebesar jumlah minimum peaangon 

sebagoimana diatur da!am peretur:m perundmg-undangan (peaa! 43 

huruf(b) UU LPS); 

Seperti yang teloh dikemukakan di atas bahwa s<tlak dibentuknya tim 

!ikuidasi muke seluruh kewenangan pengutUs beralih kepada tim likuidasi, tetepi 

tim likuidasi wajib memberiken leporan pertanggungjawaban kepada LPS. Tun 

likuidasi berlaku efelrtif sejak tanggal dibentuknya tim likuidasi dan bekerja 
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selama 2 (dua) tallun. Apahila menurut penilaian dari LPS proses likuidasi yang 

dilakukan oleh tim Hkuidasi be1um selesai maka., LPS dapat memperpanjang masa 

jabalan tim likuidasi ini sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut selama masing­

masing 1 (satu) tallun. 

Ada 2 tindakan yang dilakukan olah tim likuidasi dalam hal pemberesan 

yaitu mengumpulkan seluruh harta atau aset yang dimiliki oleh bank dengan cara 

(pasal 53 UU LPS): 

a pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debrtur 

diilruli dengan pembayanm kewajiban bank kepada para kreditur 

dari basil pencairan danlatau penasiban tersebut; atau 

b. pengalihan aset dan lcewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan 

p~uanLPS. 

Dalam rangka mernbereskan aset bank dalmn lilruidasi maka tim lilruidasi 

akan menunjuk kantor akulllan pubtik untak melakukan audit terbadap baak 

daJam likuidasi~ melakukan inventarisasi aset dan kewzYiban. menyusun neraca 

sementara liknidasi, melaksanakan pmcairan aset termasuk anjak piutang, 

melaksanakan penagihan piutang. melaksanakan pembayaran kewajiban kepada 

kreditur, dan menitipkan bagian yang belum diembil oleh kreditur kepada baak 

yang disetujui oleh LPS. Pembayaran kewajiban kepada debitur dapat dilakukan 

oleb tim liknidasi apabila neraca sementara lilruidasi Ielah mendapatkan 

persotujuan dari pihak LPS. Pembayaran kewajiban debitur juga diatur seeara 

kbusus dalam pasal 54 ayat (!) UU LPS serta pasal 24 ayat (3) PLPS nomor 2 

tahun 2008, yaitu sebagai berikut: 

a penggantian atas tl!langan pembayaran gaji pegawai yang terutang; 

b. pongganlian atas pembayaran talangan pesangon pegawai; 

c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang. dan biaya 

operasionnl kantor; 

d biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayanm atas 

klaim Penjaminan yang hams dibayarkan oleh l,PS; 

e. pa;jak yang terutang; 

Universitas. lndonesta 

Analisis Tindakan..., Alicia, FH UI, 2009



69 

f bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidal< dibayarkan 

penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; 

dan 

~ hak dari kreditur lainnya. 

Selain sebagaimana tersebut di atas, lilruidasi bank juga dapat terjadi atas 

pennintaan dari pemegang saham sendiri. Hal ini dapat terjadi karena pemegang 

saham mengajukan permohorum untuk mencabut ijin usaha banlmya (alas 

kehendaknya sendiri). Da!am hal demikian, maka lilcuidasi akan dilalcukan oleh 

pemegang saham sendiri tsnpa metibatkan LPS. 

Dengan di lilruidasinya sul!ln bank baik atas permohonan pemegang saham 

sendiri ataupun karena ijln usahanya dicabut. tentunya haJ ini mempunyai 

konsekuensi hulcum bagi pemegang saham maupun pengurus bank tmebut. 

Dal!!m Bah XJil pasal 92 bingga pa<al 95 UU LPS tentang sanksi administratif 

dan pidana dibahas menganai tindakan-tindakan yang dapat dikenakan sanksi 

administrasi dan sanksi pidana Sanksi administratif diberikan apabila bank tidak 

membayar premi penjeminan dan tidak menyampaikan l!!poran seeara barkala 

dalarn format yang ditentukan. sedangkan sanksi pidana dibarikan terkait dangan 

keterbukanu info[llliiSi dari pihak bank te~ pangurus, pemegang sabam dan 

karyawan, tidal< rnelaksanakan sanksi administralif, serta membarikan data, 

lapornn, damlatau informasi palsu, tidak benar danlatau menyasatkan. 

Walaapun dil!lur sanksi sebagaimana tersebut di alas, tetapi UU LPS tidak 

mengatur tentang sejauh mana seharusnya pengurus dan pemegang saham 

memberikan tlmggung jawal> atas likuidasi bank gaga! tersebut Olell karena itu. 
kita dapat meliba! tanggung jawal> yang pengurus dan pemegang saham dalam 

peraturan yang lebih umum, yaitu UU PT 2007 teikait dengan likuidasi 

sebagaimlllll! tela!> dijelaskao pada sub bah 2.1.3 tentang Perseroan terbatas 

sebagai bentuk hukum bank 

2, 5. KASUS POSISI PT.BPR TS (dalam likuidasi) 

PT. BPR TS merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Bandar 

lampung yang didirikan menurut hukum Indoensia yang bergetak dalam kegiatan 

u.saha bank dan mengkhususkan diri dalam jenis usaha Bank Perkreditlm Rakyat 
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{BPR). Pada awalnya PT BPR TS didirikan dengan nama PT. BPR BSk 

berdasarkan akta notaris oomor 8 tanggal 22 Juni 1990 yang kernudian nama 

tersebut dirubah dengau aida pembetulan nomor 5 taoggal 3 Agustus 1990 

menjadi PT. BPR BSms. Kemudian untuk selanjutnya disebut PT. BPR TS 

berdasarl<:m Sural Keputusan yang telah dikeluarkan oleb Mentri Hukum dan 

HAM tertanggal 6 Maret 1996 nomor C2.6667.HT.OLOLtahun 1990 serta 

Keputusan Mentri Keuangan (KMK) Republik Indonesia tertanggaJ 22 Agustus 

1996 nomor 313/KMJ7/1996, Sebagai selah satu anak perusahaan dari T Group, 

PT. BPR TS didirikan guna menunjang usaha dari T Group yang bergull!k dalam 

bidang jua! beli kupi. 

Susunan te111khir pemegang saham. direksi dan dewan komisaris PT. BPR 

TS ada!ah sebagai barikut 

1. Para Pemeeang Sahamt 

a SW (A) sebagai pemegang saham pengendali dengau memiliki 

saham sebanyak 9219.420 (sembilan juta dua ratus sembilan 

belos ribu empat natus dua puluh) saham atau sebanyak 36,88% 

dari selumb saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT. 

BPRTS. 

b. PW sebagai pemilik dari 9219.420 (sembilan juta dua mtus 

sembilan betas ribu empar natus dllll puluh) saham atau 

sebanyak 36,88% dari selmub saharn yang ditempatkan dan 

disetor dalarn PT. BPR TS. 

c. RW sebagai pemilik dari 5.936.190 (limajuta sernbilan ratus 

tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh) saham atau 

sebanyak 23,74% dari selmub saham yang ditempalkan dan 

disetor da!am PT. BPR TS. 

d. BE sebagai pemilik dari 624.990 (en11!11 natus dua puluh ernpat 

ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham atau seba.nyak 2,5% 

dari selurah saham yang diternpatkan d!lll disetor dalam PT. 

BPRTS. 
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aPW 

b. RS 

3. !)man Komisllfij; 

.. sw 
b. HW 

: Direktur Utama 

: Direktur 

: Kornisaris Utama 

: Komisaris 
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Dilillat dati sisi modal JIO!lg dimilikinya, PT. BPR TS merupakan bank 

perlcreditan rakyat dengan modal yang besar. Disamping itu, nama PT. BPR TS 

juga dikenal oleh masyarakat sekitur berkat pemegang saham pengeodalinya yaitu 

SW yang lebih dikenal dengan nama A. SW merupakan salah satu pen,.,"llSaha 

JIO!lS sukses di Lampuug, dan mempunyai banyak perusahaan yang tergahung 

dalam satu group yaitu T Group, yang bergerak dalam bidang kopi 

"'rang Lampung mana yang tidak permib mendungar nama T? 
Dalam beberapa tahun be!akangan ini, namanya begitu harum, seiring 
dengan perkembangan Bank Perk:reditan Rakyat (BPR) T: membengun 
gedung baru dan megah dimana-mana, melancarkan program-program 
baru yang alib-alih derni memberikan kepuasan lebm terhadap konsumen, 
lebih dati Bank lain. Sarapai-sampai predikat 'Bank Perkreditan Rakyat 
Terbaik Ketigadi Selurub lndonesili pun dimbatkan kepadanya"" 

Melihat kemajuan PT. BPR TS tentueya masya.rakat Lampung percaya 

bahwa PT. BPR TS merupakan bank yang aman untuk melakukan investasi. Oleh 

karena itu, bunyak dati masyarakat sekitar menanarnkan dananya kepada PT. BPR 

TS. Disamping itu, PT. BPR TS juga memberikan buoga yang lebih besar 

dibandingkan bank lainnya yaitu sebesar 18 % (delapan be!as pen;en) untuk 

deposito tertenllL Disamping para pengusaha, banyak masyarakat sekitar yang 

juga mempercayakan dananya untuk disimpan pada PT. BPR TS, antara laiu 

s{swa SD sampai Mahasiswa yang ada di Lampm1g, serta pemerintah Kabupatea 

Larnpung Timur atas dana APBD sebesar Rp. 107.000.000,000,- (serntus tujuh 

milyar rupiah) dan pemeriotab Kabupaten Lampung Tengah - dana APBD 

Wtku Suryomurti, http:/fwww.opensubscribcr.com/messageiekonomi~ 
sya:ritlh(~uhoogroups.oom/110 i 5062.hlml 
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sebesar Rp. 24.000.000.000,· (dua puluh empat Milyar rupiah) dengan jumlah 

yang sangat beragam. 

Pada awalnya tidak ada satupun yang percaya babwa PT. BPR TS akan 

menga!ami kesul itan. Berda<arkan hasil audit bulan September 2008. PT. BPR TS 

dinyatakan sebagai bank sebet oleb Bank Indonesia Pada taoggal6 Oktober 2008, 

PT. BPR TS mengalami gaga! bayar kepada suplier. O!eb karena im, para 

pernegang sabam PT. BPR TS berinisialif untuk mengadakan Rapat Umum 

Pemegang Sabam Luar Bissa untuk mengatssi masalab tersebut Akan tempi, oleb 

karena rapat tarsebut tidak dihadiri o!eb SW yang merupakan pemegang sabam 

pengendali maka, Rapat Umum Pemegang Sabam Luar Bia<a tidak depat 

dilaksanakan karena tidak mencapai kuorum sebegaimana yang diw!liibkan oleb 

UU PT 2007, sebingga Rapat Umum Pemegang Sabam Luar Biasa lidak dapa! 

dilakaanakan 

Mengetebui babwa PT. BPR TS tidak dapat membayar kapada supticr, 

masyarakat pun mulai panik sebingga leljadi penarikan dana secara besar-besaran 

yang menyebabkan PT. BPR TS mulai mengalami kesutitan lilruiditss. Kesulitan 

likuiditas peda PT. BPR TS dimulai s~ak tanggai 1 November 2008. Untuk 

meogantiaipasl keedaan yang damikian maim, Bank Indonesia melakukan audit 

untuk mengetahui neraca keuangan PT. BPR TS yang terkahir. Audit tersebut 

dimulai peda tangal 20 November 2008 dan akan dijedikan acuan dalam Rapat 

Umum Pemegang Sabarn Luar Biasa kedua Diraksi PT. BPR TS dengan l<antor 

Baak Indonesia berinisialif untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Sabam 

dengan agenda meminta SW kernbali ke Larnpung, menghentikan pernberian 

kradit serta mengupayakan dana segar. Pad a tanggal24 November 2008, PT. BPR 

TS tcrmasuk kadslarn daftar bank dalam pengawasan oleb Bank Indonesia. 

Dengan dugaan dari Bank Indonesia babwa SW telah melarikan dl!llll 

sebaoyak Rp. 4.000.000.000.000,- (empat trlliun rupiab) maka, Bank Indonesia 

melaporkan hal tarsebut kepada Mabes Polri Rl. Berdasarkan leporan tersebut 

Polda Lampung mengadakan pemariksaan kepada direksi PT. BPR TS serta 

karyawan kapercayaa.n SW yang dilakukan di ruang Dereskrim dao T Center. SW 

resmi menjadi bunman Polda Larnpung sesuai deegan Sural DPO No. POL 

DPQ/46/XT/200l!/DlTERSKR!M tanggal 29 November 2008. 

Universitas Indonesia 

Analisis Tindakan..., Alicia, FH UI, 2009



73 

Ada bebernpa hal yang menyebabkan PT. BPR TS masuk kedalam daftar 

pengawasan oleh Bank Jndonesia, antarn lain banyak ditemukan kredit macet 

dalam PT. BPR TS. Selain itu per Oktober 2008 jumlah kredit di PT. BPR TS dari 

3,77% meningkat menjadi 87,7o/o, jumlah CAR (yang dimiliki oleh PT. BPR TS 

dari kurnng dari 4 % menjadi -7,63% (minus tujuh koma enam puluh tiga 

person). 71 Setelah melakukan pemeriksaan secara mendalam, pada sa.at 

pengawasan teJjad~ tanggal II Oesetnber 2008, Bank Indonesia menduga telah 

terjadi tindak pidana perbankan pada PT. BPR TS yaitu banyaknyafraud pad a PT. 

BPR TS. Fraud yang teijadi di PT. BPR TS dilakukan oleb Pemegang Saham 

pengendali dengau cam rnemberikan kredit kepada 177 !lllS8babnya dengau tidak 

memberikan jaminan yang layak sebagaimana diatur dalam UU Perbankan alau 

tidak rnemberikan jaminan sama sekali. K.redit seperti ini untul< orang awam 

sering disebm sebagai kredit fiktif Sebagian besar kredit fiklif ini diberikan 

kepada perusahaan dalam T Group dan pemegang saham pengendali sendiri. 

Sebingga pada tangga113 Desember 2008 teJjadi penahanan pada Kepala Bagian 

Perkrediil!n PT. BPR TS. 

Di samping benyaknya kredit macet. penarikan dana nasahah dalam 

jumlah besar alias rush juga mempengarubi tingkat kusebalan PT. BPR TS. 

Nasabah melakukan mrh begitu mendengar Grop T yang merupakan pemilik PT. 

BPR TS tak sanggup melunasi kuwajiban transaksi komoditas permnian. 711 

Sehingga po.sisi PT. BPR TS menjadi semakin goyah karena PT. BPR TS tidak 

saoggup untuk melunasi semua kewajibannya tethadap nasahabnya. 

Pada saat pengawasan dilakukan, Bank Tndonesia juga memberikan 

kesempatan kepada PT. BPR TS untuk melakukan sagaia tindakan yang 

diperlukan untuk memperbaiki kondisi PT. BPR TS. Kesempatan itu diberikan 

kepada PT. BPR TS selama 6 (erumt) bulan. 79 Serelah jangk:a wak1u tersebut 

terlewari temyata PT. BPR TS tidak menunjukao perbaikan maka, Bank Indonesia 

mernberikan seluruh data-data yang dimilikinya kepada LPS untuk di!elaah lebih 

lanjut tirulakan apa yang akan diambit 

71 Wa\l>'ntiCGtadengrut lbu Sri MuljoR.nMrtaru, t.ansgall5Mei 2009. 

7ll' J)ynh Mega.~ , K.ompa~. Rohu, 25 Maret 2009. 

~ Wawancarn den gun Thu Sri Muljo Rahnrtarri, tiD'lggaf 1 S MeT 2009. 
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Setelah melakukan penghitungllll atas biaya yang akan dikeluarkan oleh 

Ll'S untuk melakukan segala tindakan yang dimungkinkan temadap PT. BPR TS, 

yaim tindakan peayelamatan dan tindakan tidak diselamatkan remyata biaya yang 

dikeluarkan untuk melakukan peayelamatan lebih tinggi dari pada tidak dilalrukan 

penyelnmatan, sehinga LPS memutuskan untuk tidak melakukan peayelamatan. 

Oleh karena itu, seauai dengan Press Release yang dikeluarl<an oleh Kepala 

Eksekutif LPS Nomor: Press-001/LPS/III/2009 tanggal24 Maret 2009, diketahui 

bahwa Bank Indonesia Ielah menoabut ijin usaha PT. BPR TS dalam Sural 

Kepulusan Gubemur Baak Indonesia Nomor 11115/KEP.GBJ/2009 tanggal 24 

Maret 2009. Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, ter:bimng ~ak 

pada 24 Maret 2009 PT. BPR TS menghontikan semua kegiatan dan dilakukan 

penyegelan. Oengllll demikian, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan 

melakukan proses likuidasi sesuai dengan UU Ll'S dan poratunm pelaksanannya. 

Dengan dieabutaya ijin usaha dari PT. BPR TS, sebagaimana telah dijelaskan di 

etas maka LPS akan melakukan semua tindakan yang diamanatkan kepadanya 

yaitu pengembalian dana -abah serta melakukan proses likuidasi 

Tindakan pertama LPS adalah melakukan rekonslllasi dan verljiko.vi etas 

simpanan dana nasabah selambat-lambatnya dalam 90 bari kerja setelah PT. BPR 

TS <iieabut ijin usebanya Rekonsillsasi dan vorlftkosi yang dilakukan oleh LPS 

terlladap -.bah PT. BPR TS dilakukan seoara bertahap. Hingga Mei 2009 

rekonsiliasi dan varifikasi Temadap dana nasabah PT. BPR TS bam mencapol 

tahap kedua. Pembeyaran yang dilakukan terhadap nasabah dilakukan 5 bari 

setelah adanya pengumuman tentang nasabah layak bayar. Pembeyaran dana 

nasahab pertama kali dilakukan oleb LPS pooa tangal 15 April 2009 kepooal.083 

rekening dengan tote! pengembalian sebeaar Rp. 7.540.000.000,· (tujuh milyer 

lima ratus empat puluh juta rupiah). Pengambalian ini dilakukan atas tabungan 

siswa SD dan SMP serta multi<fJccount empat instaosi. Perobayaran terhadap dana 

nosabeb layak bayar hasil rekonsiliasi dan verillkasi tahap 2 (dua) akan dilakukan 

pad a hari selasa tanggal2 Juni 2009. 

Disamping mengembalikan dana nasabah Ll'S juga mombentuk tim 

likuidasi yang bertugas melaksanakan likuidasL Tim likuidasi itu dibentuk oleb 

LPS pada tanggal14 April 2009 dengan ketua tim likuidasi adalah Hem Riyanto 
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dan anggota tim likuidasi adalah Ardianto Tedja. Anggota tim likuidasi lainnya 

juga dari latar belakang yang berbeda-beda, yaitu terdiri dari mantan pegawai 

Komisi Pember:mtas Korupsi (KPK), mantan pegawai Badan Pengawas 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mantan pegawai Perusahaan Pengelola 

Aset (PPA) serta rnantan karyawan PT. BPR TS (dalam likuidasi). Tim likuidasi 

ini akan bckerja uotukjangka waktu 2 (dua) tabun."' Sebelum dililruidasi tetcatat 

aset yang dimiliki oleh PT. BPR TS (dalam lilruidasi)adalab sebesar Rp. 

310.380.647.240,- dengan piutang sebesar Rp, 799.519.892. 112,-. Disamping itu, 

PT. BPR TS juga (dalam likuidasi) mempunyai butang sebesar Rp. 

730.669,186.477 .-·· 

Selain kewajiban kepada nasabah PT. BPR TS (dalam lilruidasi} dalam 

melakukan wahanya juga mempunyai hutang atau pinjaman kepada bank-bank 

lain, antara lain hutang kepada PT. Bank M (Pesero} Tbk Sebagai pemegang 

jaminan bak tanggungnn, maka PT. Bank M (Pesero) Tbk berinisiatif uutuk 

melakukan pelelangan atas hak tanggungan yang dijaminkan oleh PT. BPR TS 

melalui pengumuman dalam Harian Kompas ternmggal 3 Juai 2009 berdasarkan 

Sertipikat flak Tanggungan yang akan diadakan pada tanggal 18 Juai 2009 di 

Kantor KPKNL Bandar Lampung. Pelelangan itu dilakukan atas aset yang 

dimiliki oleh PT. BPR TS (dalam lilruidasi) serta aset yang dimiliki oleh PT. T 

Group. Aset PT. BPR TS yang akan dilelang meliputi 24 bidang tanah yang 

sebagian besar atas nama SW yang seluruhnya mempunyai harga limit sebesar Rp. 

35.007.630.000,- (tiga pu!uh lima milyar tujub juta enam ratus tiga puluh ribu). 

Sedangkan aset PT. T Group terdiri dari sebidang tanah dengan 2 sertipikat hak 

milik alas noma SW yang akan dilelang dengan hargalimlt Rp. 50.402.000.000,· 

(lima puluh milyar empat ratus duajuta rupiah}. 

%.6. ANALISA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH LPS TERHADAP 

SIMPANAN NASABAH PT. BPR TS (dalam 61ruidasi) 

Sebagaimana telah dijelaskan di alas bahwa s<3ak bulan November 2008 

PT. BPR TS mengalami kesulitan likuiditas. Hal ini tentunya tidak luput dari 

110 Wawllll!;:Dm dengan Ibu Sri Muljo.R.abartani, taDggn125 Juni 2009. 

M Wawanc.sra dengan thu Sri Muljn Rahartani, tanggs.115 Mei 2009. 
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perhatian Bank Indonesia sebagai pengawas alas bank-bank di Indonesia 

Goncangan yang dialami oleh PT. BPR TS menyebabkan bank le!sebut beratia 

dalam pengawasan Bank Indonesia sebingga menyandang status sebagai bank 

dalom pengawasan. Saleh satu lillrn>r yang menyebabkan PT. BPR TS sabagai 

bank dalam pengawasan adalah PT. BPR TS memenubi kriteria sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a Peraluran Bank Indonesia nomor 

10/271PBI'I2001l yaitu merniliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum 

kurang dari 8% (dalapan persen). Hal ini membuklikan babwa upaya yang 

dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas jalannya sistem perbankan di 

Indonesia masih san gar kurang, 

Dengan disandangnya status bank dalam pengawasan, Bank Indonesia 

memberikan kesempatan kepada PT. BPR TS untuk memperbaiki keadaannya 

Jangka waktu yang diberikan kepada PT. BPR TS adalah selama 3 (tiga) belan 

karena PT. BPR TS bukan merupekan bank yang terdaftar dalam pasar modal. 

Adapun upaya yang dilakukan oleh PT. BPR TS untuk memperbaiki keadaannya 

adalah mengadal<an Rnpat Umum Pemegang Saharo dangan agaoda untuk 

mengbemikan pemberiaa kredit untuk sementara wal<tu serta mengupayakan dana 

segar bagi PT. BPR TS. Upaya yang dilal;ukan oleh pemegang saharo dalam PT. 

BPR TS marupal<an up"l'a sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (1) UU 

Perbankan Akan temp~ up"l'a-upaya tersehut tidal< memperbaiki kondisi bank 

t<mebut. Seiring dengan beljalannya waktu kondisi PT. BPR TS semakin buruk 

dengan ugadinya penarikan dana oleh nasabah secara besar-besaran (rush) 

sebingga rasio kecukupan modal PT. BPR TS 1urun dwgan drastis menjadi -

7,63% (minus tujuh koma enam puluh nga pernen). 

Melihat keodaan PT. BPR TS yang demikian maka, Bank Indonesia 

memasukan PT. BPR TS ka dalarn daftar bank gaga! dan memberikan selurah 

data-data PT. BPR TS untuk dianalisis oleh LPS sehingga LPS dapat menentukan 

langkab yang diambil terhadap PT. BPR TS. Karena merupal<an bank yang tidal< 

berdampak sistemik. ada 2 (dua) tindakan yang dapat dilal<ukan oleh LPS, yaitu 

menyelamatkan bank tersebut ataupun tidak menye)amatkan. Dengan perhitungan 

yang teliti dan sangat cermat atas biaya yang akan timbul dalam se6ap tindakan 
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yang akan dilalrukannya terhadap PT. BPR TS, LPS memutuskan untuk tidak 

melakakan penyelamalan terhadap PT. BPR TS. 

Sebagai konse~'l!ensi alas tindakan yang dilakakan oleh LPS terhadap PT. 

BPR TS, LPS diwlijibkan untuk mengembalikan simpanan dana nasabeh pada PT. 

BPR TS serta melikuidl>!i PT. BPR TS. Tindakan pertama yang dilakake oleh 

LPS adalah meminla Bani< Indonesia untuk melakukan pencabutan ijin usaha PT. 

BPR TS sebagaimana temyata dari Sural Keputusan (SK) Gurbemur Bani< 

Indonesia Nom<>r 11115/KEP. GBJ/2009 tanggal 24 Maret 2009. Selanjutnya LPS 

mengadakan re/<Qnsi/iasi dan verifikasi alas simpanan dana nasahah yang akan 

diikuti dengan likuidasi bank tcr.;ehut. 

Sebagaimana dijelaskan dalam pesal 16 aya! (3) UU LPS rekonsi/lar/ dan 

verMkasi atas dana nasabah dilakukan selanahat-lambatnya 90 (sembilan puluh) 

hari terhitung sejak ijin usaha bani< dicabut atau dengan kala lain 90 (sembilan 

puluh han) sejak tangga124 Maret 2009. Dengan mempertimbangkan wak!u yang 

diberikan oleh undang-undang maka, LPS melakakan rekansi/iasl dan verifikas/ 

secara bertahap. Hingga Mei 2009 pengembalian dana yang dilakukan oleh LPS 

sudah dilakukan dengan tal1ap kedua. Dengan dilakukannya rekonsilil>ii dan 

varifikssi maka LPS dapat menentukan Dl>iabah layak bayar. Berdasarkan UU 

LPS, ada 3 (tiga) kriteria yang diberikan agar suatu simpanan diayatakan tidak 

layak bayar (pasall9 ayat (I) UU LPS), yaitu: 

a Data Simpanan Dl>iabah dimaksud tidak tercatat pada bank; 

b. Nasabeh Penyimpan mempakan pillak yang diuntu:ngkan secara tidak 

wl!iar; dan/atau 

c. Nasabah Penyimpan mempakan pillak yang menyehahkan keadaan 

baak menjadi tidak sebat 

Dari krileria di alas, tentunya lrita dapat rnelihat bahwa untuk melakukan 

penggantiaa kepuda nasahah LPS mempunyai kriteria yang wajib dipenuhi oleh 

baak Kriteria itu adalah bani< haruslah merupakan peserta LPS. Tanda 

kepesertaan dapat kita libat dari pembayaran premi yang dilakakan oleh baak 

setiap 6 (enam) bulan dan di perhitungkan atas dana nasabeh yang tercatat di bani<. 

Disamping itu, LPS juga mengeluarkan ketentuan menJlenai bunJle tertinggi yang 

dibarikan oleb bani< kepada nasabah Hal ini dilakukan oleh LPS karena Ielah 
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mempe1ajari krisis perbankan talmn 1998, Disamping itu ketentuan tni 

dimaksudhn agar para bankir dapat melakukan persaingan usaha yang sehat dan 

melindungi nasabah dari manipulasi agar nasabab menyimpan dana kepada bank 

lertentu. 

Untuk melalrukan pengembalian dana nasabab PT. BPR TS, LPS 

melalrukan rekonsilta<i dan verifikosi terlebih dabulu. Rekonsi!iasi yang 

dilakukan oleb LPS berkallao dengan syarat-syarat sebagaimlma diuraikan dalam 

pasal19 UU LPS serta pasal II ayat (1) UU LPS. Temadap simpanan nasahah 

yang dinyatakan layak bayar dengan jumlah simpanan melebibi Rp. 

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akan dibayar Rp. 2.000.000.000,- (duamilyar 

rupiah) sisa abnpanan akan dikembalikan oleb lim likuidasi berdasarkan hasil 

1ikuidasi. 

Dalam pmaingan usaha yang sangat ketal len!UUya. baayak cara yang 

dilalrukan oleh bank untuk menarik nasahah Salah satu cw:a yang lazim 

digunakan oleh bank tennasuk PT. BPR TS adalab memberikan blDI!!a di lllllS 

blDI!!O yang dijamin oleh LPS. Pada sebagaian deposito, PT. BPR TS bersedia 

memberikan bunga sebesar 18%. Hal ini jaub di atas blDI!!a simpanan yang 

dijamin oleh LPS. Dengan demikian menyebabkan simpanan yang demil<iWI 

merupakan abnpanWI yang lidak layak bayar sebagaimWia dimalm1d dalam pasal 

19 ayat (1) UU LPS. Dikatakan demil<ian karena menUJllt LPS pemberian blDI!!O 

y- lebih linggi dari pada imaga yang ditetapkan oleh LPS meagakibatkan 

nasai!ab diuntungkan secara tidak wajar (penjelesan pesai 19 ayat (I) huruf b UU 

LPS). 

Walaupun termasuk ke dalam simpanan tidak layak bayar karena menurut 

LPS ada yang diuntungkan secara lidak wajar, tetapi simpanan nasabah tersebut 

termasak ke dalam simpanan yang tercaw dalam pembukuan baak Dengan 

demikian baak akan melalrukan pembayaran premi atas dana simpll!lllll nasai!ab 

tersebut. Meskipun bank telab melalrukan pembayaran premi tersebut tetapi 

menurut LPS simpanan tersebut tennasuk dalarn kriteria tidak layak bayar maka. 

simpWia tersebut lidak akan dikemballkan oleh LPS. 

Al<an tetapi hal yang demikian LPS tidak menutup kemungkinan bagi 

nasabab tersebut untuk mendapatkan dananya kembali. Pengembalian dana lllllS 
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simpanan lidak layak bayar dan simpanan yang belum dibayarkan akan dilakukan 

oleh lim likuidasi berdasarkan aset yang dimiliki oleh PT BPR TS (dalam 

likuidasi)" Pernbayaran oleh tim likuidasipun memiliki prioritas-priorita."i 

sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (l) UU LPS jo pasal 24 ayat (3) PLPS 

nomor 2 tahun 2008, yaitu sebagai berik:ut: 

l, pengganlian alas talangatt pembayaran l!llii pegawai yang terutang; 

2, penggantian alas pembayaran talangatt pesangon pesawai; 

3. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya 

opernsional kantor; 

4. biaya penyelmnatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau 

pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh 

LPS; 

5. pajak yang tenrtaog; 

6. bagian Simparum dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan 

penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak 

dijamin; dan 

7. hak dari kreditur lainnya. 

Salah salu alasan likuidaai bank tidak dapat menggunakan petaluran yang 

berlaku secara umum pada badan hukum adalah karena peraturnn tersebut tidak 

mengatur kedudukan nasabah penyimpan pada hank. Na.abah penyimpan pada 

bank meropakan kreditur prefuren pada bank dimana dia menyimpan dananya 

Sehingga diperlukan peraturan yang lebih kbusus dimana memberika:n kedudukan 

yang lebih aman kepada nasahah bank. Dengan memberikan kedudukan sebagai 

kreditur preferen tentunya nasabah hank mempnayai kedudukan untuk lebih 

diutamakan deri pada kreditur lainnya. Walaupun demikian nasabah bank tidak 

memagang jamirum sebagaimana kreditur prefuren lainnya Oleh karena itu 

pengawasan serta pembinaan te!badap jalanya bank sangaf diperlukan. 

Kedudukan yang demikian menyehabkan pembayaran dana nasabah harus 

diutamakan. Untuk itu pemerintah membentuk LPS agar dana nasahah dapat 

dic.airkan sesegera mungkin dengan menggunakan dana talangan dari LPS dengan 

harapan masyarakat dapat mempercayai instansi peroankan dan tetap melakukan 

penyimpanan pada bank-bank sehat lainnya. 
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Disamping nasabah sebagai kreditur yang memiliki kedudukan preferen, 

PT. BPR TS (dalam likuidasi) juga memiliki kreditur preferen salah satunya 

adalah PT. Bank M (pesero) Thk.. Deogao dilikuidasinya PT. BPR TS, 

mengakibatkan kredit yang telah dikucurkan oleh PT. Bank M (pesero) Thk. tidak 

dapat dikembalikao kepadaoya. Hal ini mengakibatkao PT. Bank M (pesero) Thk. 

mengambil langkah untuk mengadakao lelaog alas aset-aset yang dijaminkao 

kepadaoya dengao hak tanggungao. 

Lelaog yang dilakukao oleh PT. Bank M (pesero) Thk. dilakukan terhadap 

aset yang dimiliki oleb PT. BPR TS (dalam likuidasi). Hal ini mengakibatkao 

kemungkinan untuk peogembalian dana nasabah yang tidak termasuk kedalam 

simpanan yang tidak layak bayar menjadi sangat kecil karena pengembalian 

nasabah yang tidak layak bayar berada dalarn urutan 

2. 7. ANALISIS AKIBAT HUKUM LJKUIDASI BAGI DffiEKSI, 

KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM DABI PT. BPR TS (dalam 

likuidais) 

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bah sebelumnya, PT. BPR TS 

termasuk kedalarn bank gaga! karena adaoya fraud yang dilakukao dalam PT. 

BPR TS. Pengucuran kredit yang mendapat persetujuan dari Poliyono Wiyanto 

selaku direktur uta.ma PT. BPR TS diduga merupakan kredit fiktil; sehingga Bank 

Indonesia melaporkan ha1 tersebut atas dugaan telah terjadi tindak pidana 

perbankan. Laporan tersebut menyebabkan seluruh pengurus maupun pemegang 

saham PT. BPR TS serta karyawan-karyawan yang diduga terkait dengan tindak 

pidana bank tersebut diperiksa oleh polisi. Hal ini mengakibatkan baik pengurus 

maupun pemegang saham dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti bersaJah. 

Dengan dilikuidasinya PT. BPR TS tentunya akan menimbulkan akibat 

hukum yang timbul terhadap pengurus (direksi dan dewan kontisaris) dan 

pemegang saham. Selain akibat hukum pidana, pengurus rnaupun pernegang 

saham juga memiliki akibat hukum perdata Aklbat hukum perdata terhadap 

pengurus dan pemegang saham timbul apabila kewajiban yang dimiliki oleh PT. 

BPR TS lebih besar dari pada aset ya.ng dintilikinya, sehingga terdapat kewajiban 

yang masih tertunda untuk dilunasi. Dalam keadaan demikian pengurus dan 
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pemegang saham bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluroh kewajiban PT. 

BPR TS sesuai dengan pasal54 ayal (5) UULPS yangberlmnyi: 

"Apabila seluruh aset bllllk telah habis dalam proses likuidasi dan 
masin terdapat kew'!iiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban 
tersebut wf!iib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti 
menyebabkan bank menjadi Bank Gaga!." 

Dalllm hal pengurus dan pemegang saham PT. BPR TS tidak mau bekelja 

sama dengan 1im likuidasi untuk memenuhi kewajibannye, malca bail< pengurus 

maupun pemegang saham dalam PT. BPR TS dapat dimintakan pertanggung 

jawaban secara perdata berdasarkan UU PT 2007 k""'"a PT. BPR TS merupakan 

badan hukum perseroan terhatas. Agar dapal dimlmakao pertaaggungjawaban 

secara perdata maka, bail:: pengurus maupun pemegang saham perseroan harus 

dilalrukan penuntu!Jln terlebih dahulu melalui pengadilan negri. Penuntutan 

teBabut dilakukau oleh tim likuid.asi yang dibentuk oleh LPS untuk melakukan 

pemberesan ll1as seluruh aset dan kew'!iiban terhadap pibak ketiga yang ada pada 

PT. BPR TS. Tuntutan. itu merupakan salah satu cara yang dapal digunakan oleh 

LPS untuk menyita asset yang dimiliki oleh pengurus maupun pemegang saham 

dalam PT. BPR TS sebingga dapat menutupi kelrurangan yang timbul terhadap 

pemenuhan kewajiban yang dimiliki oleh PT. BPR TS. 

Dalllm m"'\ialankau tugasnya direksi berhak untuk melelkukan pengurusan 

atas perseroan terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas 

tersehut sebaga[mana tercantum dalam Anggaran Dasar pet!!eroan terbatas. Dalam 

Anggaran Dasar PT. BPR TS, maksud dan tujuan didirikennya perseroan terbatas 

tersabut adalah menjalankau jenis usaba bank perkreditan rakyat. Oleh karena itu, 

disamping tunduk terbadap UU PT 2007, direksi PT. BPR TS dalam m"'\iabmkau 
tugas dan WO\venangnya juga tuuduk terhadap ketentuan serta peraruran yang 

berlalru untuk perbankan tennasuk tetapi tidak terbatas pada UU Perbankan serta 

Peraturan Bank Indonesia 

Salah satu syara! yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk m"'\iadi 
direktur dalam suatu bank adalah orang tersebut barus lulus fit and pmper test 

yang diselenggarakan olah Bank Indonesia. Hal ini dilakukan oleh Bank 

Indonesia agar Bank Indonesia mendapat jaminan babwa direktur tersebut layak 
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dan mampu menjalankan bank karena bank harus menjaga kepercayaan 

masyarakat Disamping itu, salah satu yang hams diperhatikan dalarn melakukan 

tugasnya adalah business judgment mle sebagaimana telah dljelaskan sebelumnya, 

Pada pasal 97 ayat (Z) UU PT 2007 disebutkan bahwa direksi wajib 

melaksa:nakan jabatannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dengan 

kala lain direksi PT. BPR TS sebagai pengarnbil keputusan alas setiap perikaten 

yang akan dibuat perseroan terbatas dengan pihak ketiga barns dilakukannya demi 

kepentingan perseroan. Keputusan yang diarnbil olah direksi PT. BPR TS 

merupakan kewenangan yang diberikan olah uodang-undang dalam menjalankan 

kepengarusan per.;eroan. Keputusan yang dapat diambil olah direksi dalam 

menjalankan PT. BPR TS antara lain keputusan untuk membetikan kredit kepada 

pihak kadga, keputusan untuk menjaminkan asset PT. BPR TS, dan keputusan 

atas banga yang dibarikan oleb PT. BPR TS kepada nasabebnya Oleh karena 

merupakan organ yang memilild lrewenangan untuk mewakili PT. BPR TS baik di 

dalam maupun di luar pengadilan, maka direksilah yang akan berhubangan 

dengan pihak kadga Yang dimaksud dengan pihak kadga disini meliputi nasabah, 

debitur, danlatau kreditur bank. Sebingga perikatan yang dibuat oleh PT. BPR TS 

dengan pibak kadga ditaadatangani oleb diraksi ataupun kuao;anya. 

Kewenangan direksi ternyata dalarn perikatan yang dibuat dalarn rangka 

pernberian lcradit yang menjadi salah satu penyebeb PT. BPR TS di lik:uida<;i 

Peningkatan kredit macet per Oktober 2008 mengakibatkan Bank Indonesia 

menjedikan PT. BPR TS sebagai bank dahnn pengawasan serta mencurigai 

adanya Fraud. Dalam pemberian kredit seharusnya direksi melalui stafnya 

melakukan perneriksaan terlehib dabulu secara mendalam sesuai dengan standar 

yang diberikan oleh Bank Indonesia. Pada kenyataannya kredit macet yang terjadi 

pada PT. BPR TS merupakan kredit yang diberikan atas passetujuan direksi 

bardasarkan permintaan dari SW se!aku komisaris utama dalam PT. BPR TS. 

Dengan kemandirian yang diberikan oleb UU PT 2007, seharusnya apebila 

kredit ternebut tidak memenuhi persyaratan direksi berhak menolak pemberian 

kredit tersebut walaupun kredit tersebut merupakan saran dari dewan komisaris. 

Pemberian !credit yang dernildan mengakibatkan direksi lidak melakukan 

tugasrya dengan kehad-hatian dan dianggap telah melalrukan perbuatan melawan 
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nukum. Sehingga direksi bertanggung jawab bersarna-sama seoara tanggung 

renteng berdasarkan pasal 9'1 eyat (4) UU PT 2007. Berdasarkan prinsip Ru.<iness 

Judgment Rule sebagaim:ma dijelaskan diatas maka, pemberian kredit yang 

demi1dan mencerminkan direktur tidak menjalankan prinsip Business Judgment 

Rule karena tidal< menjalankan tugas duty of care. 

Lain halnya dengan direksi, tentunya dewan komisaris pun rnempunyai 

tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terltadllj> perserollll serta 

membcrikan nasehat kapeda direksi (pasal lOS ayat (I) UU PT 2007). Dengan 

demikian nasehllt yang diberikan SW se!aku Komisaris Utama perseroan dapat 

diterima oleh direksi dalam menjallll1kan perseroan. Sebagai kumisaris utama daa 

pemegllllg sabam pengendali, SW mempunyai suara yang dapal didengar dan 

diikuli oleh direksi maupun dewan komisaris. Pada dasamya nasehat yang 

diberikan oleh SW untuk membcrikan kredit merupekan suatu kewenangan yang 

dibcrikan oleh UU PT 2001 seb"!laim.ana dijelaskan diatas. Berdasarkan pasall08 

ayat (4) UU PT 2007, dewan komisaris tidak dapal bertindak sendiri-sendiri atau 

dengan kata lain setiap tindekan yang dilakukan oleh dewan komisaria barns 

berdasarkan keputusan dewan komisaris.Walaupun bukan merupakan nasehat 

yang dituangkan dalam kaputusan dewao kumismia tetap~ nasehat itu dideogar 

dan diikuti oleh direksi. Oleh karena itu, kaputusan itu dapat dianggap sebagai 

k.eputusan dewan komisaris, 

Dengan pemberian nasehat yang mengakiba!kan kemgian kepeda PT. BPR 

TS dan meogakibatkan PT. BPR TS dilikuidasi maka, nasehat yang diberikan 

oleh dewan komisaris itu dapat dianggap nasehat yang menyesatkan dan 

dilalrukan taopa itiked hlltk. Hal ini juga dapat dikuatkan apabila SW terbukti 

mendapatkan imbalan atas hedit yang diberikan oleh PT. BPR TS dan 

menguntungkan pribedinya. Oleh karena itu, dewllll komismia dapat dimintekan 

pertanggungjawaban sehagainlana ditueksud dehun pasalll5 UU PT 2007. 

Disamping berkedudukan sebagai komisaris utama, SW juga merupakan 

seorang pemegang seham. Pada dasarnya langgung jawab seorang pemegang 

seham edaleh terbatas alas modal yang telah dimasukan dalam perseroan terbalas. 

Walaupun demilcian pasal3 ayat (2) juga mengatur pengecualian tanggungjawab 

tersebut yang sering dikenal dengan penyikapan tabir perusahaan atau piercing 
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the corporate vel/. 01eh karena itu. pemegang saham juga dapat dimintakan 

pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadinya 

Seb!!l)aimana dijelaslaln diatas babwa pemberian kredit fiktif yang 

m'"'yebabkan PT. BPR TS dilikuidasi merupakan saran dari SW. Hal ini juga 

menyebablaln pengurus serta pem!!l)ang sabam diperiksa olab Polda Lampung. 

Apabila terbukti secara sab dan meyakinkan tentang dugaan Bank lndonesai atas 

!credit fiktif yang ada di PT. BPR TS, maka bal tersebut dapat pula mesabuktikau 

babwa kredit fiktif yang dikucurkan diborikan kapada T Group yang merupakan 

milik dari SW serta diambil secara pribadi untuk SW. Dengan demikian SW 

secara tidak laugsung SW telah memanfaatlaln PT. BPR TS untuk demi 

kelancaran usabanya. Dengan demikian SW telab melanggar pasal 3 ayat (2) UU 

PT2007. 

Selain SW, tentunya eda juga pemngang sabam lainnya Apabila 

pemegmg sabam lain tidak terlibat dalam perbuatan yang SW lakukan 

sebegaimana telah dijelaskan diatas serta mendapat lalnntungan secara pribadi, 

meka pemi!IJang sabam PT. BPR TS lainuya dapat dimintakan 

pertanggungiawaban secara pribedi karena benturan kepentingan sebagaimana 

dimaks"d dallllll pasal3 ayat (1) UU PT 2007. 
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3. 1. K .. lmpulan 

BABffi 

PENUTUP 

85 

Berdasarkan penetitian yang Ielah dilakukan o1eh penulis serta 

pembehasan di alas berkaitan dongan tugas Lembaga Penjamin Simpanan dalam 

melaksanai<Jm likuidasi pada PT. BPR TS adaleh sehagai berilrut: 

1. Tindakan pengembalian dana nasabah PT. BPR TS (dalam likuidasi) 

dilakukan melalui rekonsl/lasl dan verivlkasl oleh LPS dengan cara 

seb3jlai berikut: 

a. Terhadap nasabah dengan simpanan yang dinyatakan layak bayar 

dengan memenuhi pasal 11 aysl (1) dan pasal 19 UU LPS akan 

dibayarkan LPS setelah lotos rekonsitiasi dan verifikasi. 

b. Terhadap nasabah layak bayar yang memenuhi pasal 19 UU LPS 

tetapi jumlah simpanan melebihi Rp. 2.000.000.000,· sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) UU LPS maka, sete!ah rnelewa!i 

rekonsiliasi dan verifikasi LPS akan mengembalikan simpanan 

nasahah sebesar Rp. 2.000.000.000.- sisa simpanan aka:n 

dibayarkan oleh tim likuidasi dari hasillikuidasi. 

c. Terhadap simpanan yang dinyatai<Jm tidak layak bayar 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UU LPS dan tidak lolos 

dalam rekonsiliasi dan verifikasi yang diadakan oleh LPS, maka 

pembayaran alas simPanan trusebut tidak ai<Jm dilakukan oleh LPS. 

Pembayaran alas simpanan tersehut ai<Jm dilakukan oleh tim 

likuidasi berdasarkan hasillikuidasi. 

2 Dalam lml aset yang dimiliki oleh PT. BPR TS (dalam likuidasi) tidak 

mencukupi untuk membayar semua kewajiban yang dimiliki oleh PT. BPR 

TS (dalam likuidasi), maka pengurus dan pemegang sabam PT. BPR TS 

bertanggungjawab secara tenggung renteng unluk melunasi kewajiban PT. 

BPR TS (dalam likuidasi). Pertanggung jawaban itu diminta oleh LPS 

selaku tim likuidasi dengan m<m!Jiijukan gugatan ke pengadilan 
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3. 2. Saran 

Setelah melalrukan penelitian yang mendalam dan mengambil kesimpulan 

alas peneHtian ini, penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut: 

I. Pembetialruan LPS untuk membetikan jaminan perlindungan bukum 

kepada masyarakat dirasa sudah cukup memadal karena LPS dapat 

mengembalikan dana simpanan nasabah pada PT. BPR TS. Akan 

tetapi sangat disayangkan bahwa tidak selurub dana nasabah diganti 

oleb LPS. Dengan kejadian ini, diharapakan agar bunga yaog dijamin 

oleh LPS lebih disosialisasikan lagi dangao mewajibkan setiap bank 

mengunmmlran tingkat suku bunga yang dijamin oleb LPS. 

2. Bank Indonesia selaku pengawas dan dalarn kedudukannya mewakili 

kepentingau nasabah bank sebarusnya lebih aktif dalarn menjaga 

kepentingan nasahah. Perundungan nasabah dapat dilalrukan melalui 

pembatasan bunga yang diberikan kepada masyarakat setinggi· 

tingginya sebesar bunga yang ditetapkan oleb LPS ataupun melalui 

luporan keuangan yang diberikan oleb bank, Bank Indonesia dupat 

memberikan surat peringatan kepada bank tersebut agar merendahkan 

tingkat suku bunganya. 
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Lampiran I. Daftar Pertanyaan Wawancara tanggall5 Mei 2009. 

I. Kapan PT. BPR T8 berdiri? 

2. Siapa pengurus dan pemegang saham PT. BPR TS? 

3. Bagaimana kronologi kasus PT. Jl.PR TS? 

4. Mengapa PT. BPR TS dinyatakan tidal< dapat diselamalkan oleb LPS? 

5. Bagaimana ptngembalian dana nasabah pada PT. BPR TS teru!aina terbadap 
"nasabah yang dijanjikllll bWJga yang lebih tinggi dari pada bWJga penjaminan? 

6. Jl.agaimana nasib nasabah yang tidal< lolos relwnsiliasi dan veriftkasl? 
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Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara tangga125 Juni 2009. 

!. Bernpa total aset, kewajiban dan hutang yang dimiliki oleh PT. BPR TS? 

2. Langkal>-langkah apa yang diambil oleh LPS ootuk menyelesaikan dan 
membere<lkan PT. BPR TS (dalam likuidasi)? 

3. Siapa-siapa saja anggota tim likuidasi? 

4. Bagaimana tanggoog jaweh p<mgarus dan pemegang saham PT. BPR TS 
(dalam lilruidasl)? 

5. Bagaimana sikap LPS terltadap lelang yang dilakukan olah PT. Bank M 
(pesero) terltadap aset PT. BPR TS (dalam likuidasi)? 
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LEMBAGA 
PEN]AMIN 
SIMPANAN 

Indonesia 
Deposit 
Insurance 
Corporation 

PRESS RELEASE 
NOMOR :PRESS- 001 fU'S/IIJ12009 

Lampiran3. 

Sebagaimana dimaklwni, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) 
Gubemur Bank Indonesia Nomor ll/15/UP .GBI/2009 tangga! 24 Maret 2009 
tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR T · S ·' I , mencabut izin usaba PT 
BPR T '; Sl'' I yang berlokasi di )1. Laks. Malahayati No.138 
Teluk Betung. Bandar Lampung terhitung sejak tanggal24 Maret 2009. 

Dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaba tersebut Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fung.i penjaminan dan melakukan 
proses likuidasi sesuai dengan Undai'.g-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Lembaga Penjarnin Simpanan dan peratU.ran pelal<sanaannya. 

Dalam rangka pembayaran klaim penjarninan simpanan nasabah PT BPR 
Tripanca Setiadana, LPS akan meiakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data 
simpanan dan informesi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar 
dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS 
paling lama 90 bari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaba. 

Senumtara itu, dalam rangka likuidasi PI: BPR T . S t r I , LPS akan 
mengamb:ilalih dan menjalankan segaJa hak dan wewenang pemegang saha!:n: 
termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS sebagai RUPS PT BPR T St'l I 
akan mengambil tindakan-tindakan sebagal berikut 
1. membubarkan badan hukum bank; 
2. membenluk tim Ukuidasi; 
3. menetapkan statusbanksebagai "Bank Dalam Ukuidasi";dan 
4. menonaktifkan seluruh Di:rebi dan Komisaris. 

Selanjutnya, dengan dibentuknya tim likuidasi PI: llPR T ' S r I 1 , 
rnaka penyelesalan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank 
serta pemberesan aset dan kewajiban bank akan dilakukan oleh Tim Ukuidasi PT 
BPR 1' . S r i a. Pengawasan alas pelaksanaan likuidasi PT BPR Tripanca 
Setiadana tersebut akan diiakukan oleh LPS. 

LPS menghimbau agar nasabah bank serta masyarakat Jalnnya tetap tenang 
dan t:idak terpandng/ terprovokasi unluk meiakukan hal-hal yang mengganggu 
proses pelaksanaan penjaminan dan Jikuidasi PT BPR T · S :5 J: a 

Demiklan disampaikan, harap maklum. 

Gedung SRI tl Lantai 11, Jl, Jendoral Sud!nnan Kav. 44 ~ 46 Jakarta 1 0210 
Talepon : (62~21) 571 3500 (Hunting) Fakeirr!Ue : (62-21} 573 5006, 573 5001 

www.Jpo.go.td 
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